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KATA PENGANTAR

ungguh merupakan rahmat yang tak terkatakan dan terbalaskan,
bahwa Allah SWT tetap memberikan hidayahNya kepada
penulis, sehingga dapat melaksanakan berbagai amanah yang menjadi
kewajiban sebagai makhluk ciptaanNya. Penyelesaian buku ini, adalah
bentuk rasa syukur atas rahmat dan karunia yang diberikan Allah
SWT kepada penulis.

Tanpa bermaksud menyia-nyiakan kesempatan yang
diberikanNya, maka penulis mencoba mengemukakan berbagai
pemikiran yang diperoleh berdasarkan pengalaman, pendidikan dan
apa yang di lihat, di dengar dan dirasakan, atas berbagai hal yang
berkaitan dengan pendidikan, terutama berkaitan dengan perubahan
manajemen pendidikan.

Merupakan suatu kenyataan, bahwa pendidikan, khususnya
pendidikan persekolahan telah mulai mengalami perubahan yang
disebabkan oleh karena tuntutan yang deras atas arus perubahan
yang terjadi saat ini. Arus deras perubahan itu, adalah bagian dari
tuntutan kehidupan masyarakat yang berorientasi masa depan, yang
sangat bergantung kepada sistem dan produk pendidikan
persekolahan.




Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah

Produk pendidikan persekolahan selama ini (sebelum reformasi),
dianggap tumpul dan tidak mampu menjembatani kebutuhan
masyarakat (stakeholders). Masyarakat membutuhkan sesuatu vang
memungkinkan mereka dapat merealisir masa depannya menuju ke
arah yang lebih cerah. Oleh karenanya, pendidikan persekolahan
dituntut untuk dapat merealisir keinginan itu. Keinginan-keinginan
masyarakat itu, bukanlah keinginan vang bersifat abstrak atau utopia
semata, tetapi keinginan realistis dan logis untuk direalisir.

Keinginan itu, jika diidentifikasi cukup beragam sifatnya. Namun

jika disederhanakan, keinginan mereka adalah “terpuaskan oleh
sistem pendidikan”. Justru, sistem inilah yang menjadi sumber masalah

selama ini. Sistem itu, selama ini dianggap tidak bersahabat dan fa-
miliar dengan masyarakat pengguna jasa pendidikan. Hal ini,
diindikasikan oleh ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan
masyarakat, dengan apa yang diprogramkan lembaga pendidikan.

Untuk memenuhi semua kebutuhan atau keinginan masyarakat |

pengguna jasa pendidikan, dilakukanlah telaah. Hasil telaah
menunjukkan bahwa sistem pendidikan baik secara manajerial, kurikuler,
sumber daya pengelola, kepemimpinan, kesejahteraan guru, fasilitas,
sarana dan prasarana, pelibatan stakeholders, perundang-undangan
dan peraturan, politik pendidikan, pembiayaan pendidikan, political will
terhadap pendidikan, kesesuaian kebutuhan dunia usaha dan dunia
kerja dengan produk pendidikan, dan lain sebagainya temyata memang
belum matching.

Berbagai masalah di atas adalah variable vang mempengaruhi
mutu pendidikan persekolahan. Variabel-variabel diatas adalah vari-
able determinan untuk meningkatkan mutu persekolahan. Walaupun
masih ditemukan variable lainnya, seperti kontrol masyarakat, akses
masyarakat ke sekolah, kontribusi dunia usaha dan lainnya, belum
sebagaimana yang diharapkan. Tetapi variable-variabel ini dianggap
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sebagai variable intervening. Dengan beragamnya permasalahan yang
melipuuti pendidikan nasional, maka dianggap perlu melakukan
perubahan pendidikan secara nasional.

Perubahan yang dinggap signifikan dalam mengelola pendidikan
nasional, adalah melalui perubahan manajemen pendidikan
persekohan. Perubahan manajemen dianggap menjadi .krusial karena
permasalahan pendidikan, jika ditelaah baik yang dilakukan olleh
pemerintah maupun Bank Dunia, menunjukkan bahwa yang paling
utama mendesak untuk diirubah adalah sektor manajemen. Sektor
manajemen, dianggap sebagai sektor strategis, karena me@ang
permasalahan pendidikan nasional terkait erat dengan 'sls.,tem
manajemen pendidikan, terutama manajemen pendidikan

persekolahan.

Itulah sebabnya, merupakan hal yang sulit dihindari untuk tida.k
menerapkan School Based Management (Manajemen Berbasis
Sekolah — MBS) di sekolah-sekolah, sebagai lembaga terdepan yang
memberikan layanan terhadap kebutuhan dan kepentingan r‘nasyarakat
pengguna jasa pendidikan. Manajemen pendidikan berbasis sekolah,
adalah manajemen yang bertumpu kepada sekolah. Dengan
manajemen ini, berarti sekolah memiliki otonomi untuk menen-tt,{kan
berbagai kebijakannya, tetapi tetap dalam bingkai sistem pendidikan
nasional.

Buku ini menjelaskan bagaimana sebenarnya manajemen
pendidikan nasional dalam konteks kekinian, terutama .setelah
pendidikan menjadi salah satu sektor yang didesentralisasikan ke
daerah-daerah. Dengan adanya desentralisasi pendidikan, maka
manajemen pendidikan persekolahan menjadi otonom. Sekolah
memperoleh otonomi, dan dengan adanya otonomi itu, maka }f:epala
sekolah juga memiliki otonomi untuk menyelenggarakan pendidikan
persekolahan sesuai dengan perencanaan sekolah.
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Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah

Manajemen pendidikan berbasis sekolah, menuntut adanya
sekolah yang otonom dan kepala sekolah vang memiliki otonomi,
khususnya otonomi kepemimpinan atas sekolah yang dipimpinnya.
Oleh karena itu, perlu langkah-langkah yang bersifat implementatif-
dan aplikatif untuk merealisir manajemen pendidikan berbasis sekolah
dilembaga pendidikan persekolahan. Buku ini mencoba menjelaskan
bagaimana langkah-langkah implementatif dan aplikatif manajemen
pendidikan berbasis sekolah di lembaga pendidikan.

Langkah-langkah yang bersifat implementatif dan aplikatif vang
dideskripsikan dalam buku ini, tidak semata bersifat common sense,
tetapi diperkuat oleh hasil penelitian. Trianggulasi dilakukan ke
berbagai pihak yang telah memberikan informasi dan dianggap dapat
memberikan informasi yang utuh mengenai penyelenggaraan
manajemen pendidikan berbasis sekolah. Tindakan ini di ambil agar
informasi dapat dideskripsikan secara utuh.

Informasi dan argumentasi juga didasarkan atas berbagai literatur
atau sumber yang di anggap relevan. Pernyataan pemegang otoritas
pendidikanpun dijadikan dasar untuk melakukan telaah terhadap
berbagai hal yang dianggap dapat mendukung penguatan argumentasi
penulis. Karenanya, buku ini di anggap penting sebagai informasi dalam
menelaah seberapa jauh kebutuhan kita terhadap implementasi
manajemen pendidikan berbasis sekolah, sebagai bagian dari reformasi
pendidikan.

Mudah-mudahan buku ini dapat dimanfaatkan oleh para praktisi
dan pemerhati pendidikan, pengambil kebijakan dan pembuat
keputusan di lembaga pendidikan, widyaiswara, mahasiswa lembaga
pendidikan tenaga kependidikan-LPTK (FIP, IKIP, Universitas eks IKIP
dan mahasiswa jurusan Tarbivah dan Fakultas Tarbiyah STAIN/IAIN/
UIN/KOPERTAIS), dan semua pihak yang berkepentingan.(j
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PENDAHULUAN

Sejak bergulirnya reformasi pertengahan tahun 1998, telah
terjadi gelombang perubahan dalam segala sendi kehidupan,
baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.
Perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara saat ini merupakan pergeseran terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan. Selama ini menggunakan
paradigma sentralistik selanjutnya terjadi pergeseran orientasi
menuju paradigma desentralistik. Perubahan orientasi paradigma
ini diberlakukan melalui penetapan perundang-undangan mengenai
Permerintah Daerah, yang lebih sering kita dengar dengan terminologi
“otonomi daerah”.

Perubahan orientasi paradigma tersebut telah melahirkan sistem
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih dinamis. Seluruh aktivitas
yang dilakukan cenderung berdasarkan aspirasi setempat
(kedisinian), sehingga sasaran lebih terjamin pencapaiannya. Dengan
demikian, prinsip efektivitas terhadap perencanaan nasional
maupun daerah diharapkan terpenuhi secara maksimal dan opti-
mal. Hal ini dimungkinkan terjadi karena pemetaan permasalahan
bersifat objektif, aktual, kontekstual dan berbagai masalah
teridentifikasi secara objektif.
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Salah satu implementasi dari penerapan paradigma
desentralisasi itu adalah di sektor pendidikan. Sektor pendidikan
selama ini ditengarai terabaikan dan dianggap hanya sebagai bagian
dari aktivitas sosial, budaya, ekonomi dan politik. Akibatnya, sektor
pendidikan dijadikan komoditas berbagai variabel diatas ole’zh para
pengambil kebijakan, baik oleh eksekutif maupun legislatif ketika
mereka menganggap perlu mengangkat isu-isu kependidikan yang
dapat meningkatkan perhatian publik terhadap mereka. Memang
ironis dan memprihatinkan ketika bangsa lain justru menjadikan
pendidikan sebagai /feading sector pembangunannya, menuju
keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya. :

Begitulah sektor pendidikan ditempatkan selama ini, ia tidak
menjadi /eading sector dalam perencanaan pembangunan mutu
manusia secara nasional. Padahal amanah terpenting dari
kemerdekaan bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Seharusnya seluruh perencanaan dan aktivitas apa pun yang
dilakukan adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan merupakan salah satu bidang vang didesentra-
lisasikan yang berkaitan erat dengan filosofi otonomi daerah. Secara
esensial landasan filosofis otonomi daerah adalah pemberdayaan
dan kemandirian daerah menuju kematangan dan kualitas
masyarakat yang dicita-citakan (Gaffar, 2000). Pendidikan

mmevppskarsaklalsabivinstrumen paling penting dalam kehidupan
manusia. la merupakan bentuk strategi budaya tertua bagi manusia
untuk mempertahankan keberlangsungan eksistensi mereka (Fakih
dalam Wahono, 2001: iii). Oleh karenanya, upaya untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya harus dilakukan secara
terus menerus. Melalui pendidikan diharapkan pemberdayaan
kematangan, dan kemandirian serta mutu bangsa secarz;
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menyeluruh dapat terwujud. Pendidikan merupakan salah satu
nspek kehidupan yang bersifat fungsional bagi setiap manusia dan
memiliki kedudukan strategis untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa.

Tantangan lainnya yang mempengaruhi pendidikan adalah
perubahan yang terjadi akibat semakin mengglobalnya tatanan
pergaulan kehidupan dunia saat ini. Di era globalisasi, kebutuhan
lerhadap sumber daya manusia yang berkualitas tidak bisa ditawar
lagi dengan adanya tantangan yang dihadapi yakni persaingan
dlengan negara lainnya, khususnya negara tetangga di kawasan
ASEAN. Padahal, saat ini kualitas sumber daya manusia negara
kita berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh UNDP pada
{ahun 2000 berada pada peringkat ke 109. Dalam upaya
imeningkatkan kualitas sumber daya manusia, kita semua sepakat
bahwa pendidikan memegang peran yang sangat penting.
Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang
lerintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya
manusia itu sendiri (Suryadi, 1999).

Walaupun lima tahun telah berlalu sejak penetapan UNDP
tahun 2000 tentang peringkat mutu sumber daya manusia Indo-
nesia, temyata hingga saat ini bukannya semakin meningkat, tetapi
letap jalan ditempat, bahkan teridentifikasi semakin menurun. Oleh
karena itu, upaya untuk meningkatkan mutu manusia Indonesia
melalui pendidikan, dilakukan secara terencana, terarah, intensif,
ofektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan yang semakin

mendesak.

Terminologi pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas,
meliputi pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah.
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Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa tumpuan utama
dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan
berada pada pendidikan persekolahan. Karena itu, upaya reformasi
pendidikan ditujukan untuk memperbaiki sistem pendidikan
persekolahan agar dapat menjawab tantangan nasional, regional,
dan global yang berada di hadapan kita semua.

Salah satu pendekatan yang dipilih di era desentralisasi saat
ini sebagai alternatif peningkatkan kualitas pendidikan persekolahan
adalah pemberian otonomi yang luas di tingkat sekolah serta
partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kerangka kebijakan
pendidikan nasional. Pendekatan tersebut dikenal dengan mode]
Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MPBS) atau “School-
Based Management’ .

MPBS menjadi bagian dari kegiatan pembaharuan dalam
bidang pendidikan persekolahan di era otonomi daerah.
Pemahaman terhadap konsep dan strategi implementasinya,
terutama di kalangan pengelola pendidikan akan sangat
menentukan karena menjadi kunci keberhasilan program
pembaharuan tersebut. Disadari bahwa implementasi kebijakan
tersebut akan memunculkan berbagai permasalahan dari semua
aspek yang mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Hal
itu meliputi fungsi-fungsi administratif kepala sekolah,
manajemen kurikulum, dan interaksi warga sekolah, baik
interaksi antara sekolah dan masyarakat, interaksi dalam sekolah
dan kelas itu sendiri, dan yang lebih penting adalah bagaimana
agar produk sekolah sesuai dengan kebutuhan stakehoders.

Implementasi manajemen pendidikan berbasis sekolah, sampai
saat ini masih mengalami kendala vang berarti. Hal ini terjadi
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disebabkan karena belum familiamya konsep-konsep manajemen
pendidikan berbasis sekolah dijajaran persekolahan. Tidaklah
mudah menerapkan inovasi manajemen dalam waktu yang singkat,
namun fenomena yang terlihat menunjukkan bahwa keinginan
untuk melakukan perubahan di sektor manajemen persekolahan
telah mempengaruhi sistern penyelenggaraan persekolahan.

Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan
pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui
keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi
masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu
diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan
sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan
hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh-
kembangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan
tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang
mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi
tanggung jawab pemerintah (Mulyasa, 2003:13).

Kesadaran untuk meningkatkan mutu manajemen
persekolahan setidak-tidaknya mengharuskan kepemimpinan
sekolah mengetahui dan mengidentifikasi hal-hal tersebut. Harus
dipahami bahwa salah satu krisis di sektor pendidikan secara
nasional adalah di sektor manajemen. Oleh karena itu, perlu ditelaah
bagaimana penerapan manajemen sekolah yang sesuai dengan
kultur persekolahan yang dibutuhkan saat ini.

Perlunya mencari format yang tepat dalam menerapkan prinsip-
prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah agar tidak terjebak
pada yang bersifat sekunder dan tertier, tetapi harus pada primer.
Hal ini perlu diperhatikan mengingat fenomena dalam implementasi




Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah

manajemen pendidikan berbasis sekolah, masih ditemukan
kecenderungan yang besifat sporadis. Padahal perubahan
manajemen sekolah intinya adalah bagaimana agar terjadi
perbaikan kualitas keputusan sehingga dapat meningkatkan mutu
program sekolah secara menyeluruh, sehingga upaya pencapaian
tujuan sekolah berhasil secara efektif dan efisien, dan sifatnya
menyeluruh.

Menurut Levacic (1995) dalam Bafadal (2003:91), proses
manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah

(MPMPBS) adalah :
1. penetapan dan atau telaah tujuan sekolah;

2. review keberhasilan pelaksanaan rencana tahunan sekolah
sebelumnya;

pengembangan prioritas kerja dan jadwal waktu pelaksanaan;

justifikasi program prioritas dalam kesesuaiannya dengan
konteks sekolah;

O. perbaikan rencana dengan melengkapi berbagai aspek
perencanaan;

6. implikasi sumber daya dalam pelaksanaan program prioritas;

pelaporan hasil.

Keberhasilan penerapan manajemen pendidikan berbasis
sekolah sangat ditentukan pofitical will pemerintah dan
kepemimpinan di persekolahan. Ironisnya selama ini, political will
tersebut tidak utuh sebagai pendukung utama, demikian juga
kepemimpinan di persekolahan yang cenderung memakai
pendekatan birokratis hirarkis dan bukannya demokratis.

Pendahuluan

Walaupun political will adakalanya terlihat tidak begitu utuh
dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan berbasis
sekolah, seharusnya diimbangi dengan format kepemimpinan kepala
sekolah yang handal dalam memimpin persekolahan. Menurut
Nurkolis (2003:141) kepemimpinan adalah isu kunci dalam MBS,
bahkan dalam beberapa terminologi Site-Based Leadership
digunakan sebagai pengganti Site-Based Management. Dalam
implementasi MBS maka diperlukan perspektif dan keterampilan
kepemimpinan baik pada tingkat pemerintahan maupun di tingkat
sekolah.

Berbagai fenomena yang terlihat dalam penerapan prinsip-
prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, menunjukkan
bahwa masih diperlukan kemauan yang kuat dari pihak pemerintah
dan lingkungan sekolah dalam melakukan perubahan sistem
penyelenggaraan manajemen persekolahan. Tidak mungkin
melakukan perubahan secara utuh dan komprehensif, jika semua
pihak yang terlibat tidak menunjukkan kemauan yang kuat untuk
melakukan perubahan itu. Oleh karenanya, pengenalan secara
mendalam dan mendasar tujuan penerapan manajemen pendidikan
berbasis sekolah merupakan sebuah keharusan oleh siapa saja yang
bertanggung jawab dan merasa berkepentigan terhadap
pertumbuhan dan perkembangan persekolahan.

Dengan MBS unsur pokok sekolah (constifuent) memegang
kontrol yang lebih besar pada setiap kejadian di sekolah. Unsur
pokok sekolah inilah yang kemudian menjadi lembaga non-
struktural yang disebut dewan sekolah yang anggotanya terdiri dari
quru, kepala sekolah, administrator, orang tua, anggota masyarakat,

dan murid (Nurkolis, 2003:42).
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Perluasan keikutsertaan masyarakat dalam sistern manajemen
persekolahan, merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas
pencapaian tujuan pendidikan. Sekolah dalam hal ini, bukan lagi
hanya milik sekolah tetapi hakikat sekolah sebagai sub-sistem dalam
sistem masyarakat direkonstruksi sehingga fungsi pendidikan
dikembalikan secara utuh dalam melestarikan nilai-nilai yang ada
di masyarakatnya.(j

KRISIS DAN ISU SEPUTAR PENDIDIKAN

A. Krisis Pendidikan

Krisis yang sedang melanda masyarakat dan bangsa Indonesia
dlewasa ini bermula dari krisis moneter yang berkepenjangan yang
kemudian menjadi krisis kepercayaan kepada pemerintah. Krisis
kepercayaan tersebut telah melahirkan gelombang perlawanan
masyarakat terutama dari kelompok maha-siswa untuk menuntut
perbaikan. Krisis tersebut menunjukkan dua hal pokok ialah funda-
mental ekonomi kita lemah sehingga sangat rentan terhadap gejolak
global yang terjadi, dan kedua ialah ketidakberdayaan pemerintah
untuk mengatasinya. Gejala tersebut pada hakekatnya menunjukkan
adanya salah urus sehingga masyarakat menjadi tidak berdaya.
Ketidakberdayaan masyarakat terlihat di dalam aspek-aspek
kehidupan politik, ekonomi, hukum dan boleh dikatakan dalam seluruh
aspek kehidupan masyarakat Indonesia (Tilaar, 1998:24).

Berbagai krisis yang bersifat multi dimensi tersebut secara
signifikan sangat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indone-
sla, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan menjadi
sensitif jika sampai kepada kepentingan perorangan, kelompok atau
komunitas tertentu. Situasi yang demikian itu tidak terlepas dari
rumitnya berbagai persoalan yang menyangkut dengan kepentingan
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berbagai pihak, baik individu, kelompok atau komunitas tertentu
tersebut.

Terjadinya berbagai persoalan di atas merupakan implikasi dari
sistem yang diberlakukan selama ini, yaitu sistem sentralistik yang
didukung oleh kekuatan militer sehingga melahirkan sikap otoriter

oleh penguasa. Penguasa dengan rezim kekuasaannya melihat bahwa

sistem sentralisitik, cenderung efektif untuk tetap melanggengkan
kekuasaannya. Cara-cara seperti itu dalam kenyataannya memang

efektif, sehingga kekuasaan dapat dipegang dalam waktu vang relatif
cukup lama.

Sistem kekuasaan seperti itu, ternyata berakibat yang sangat luas
terhadap kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dimana
negara dengan segala perangkatnya melakukan intervensi vang
dominan terhadap kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat
tidak memiliki inisiatif yang sifatnya inovatif dalam menentukan apa
yang harus dilakukan untuk kepentingannya baik masa kini maupun

masa mendatang. Masyarakat selalu menunggu apa yang akan

dilakukan pemerintah tanpa mengkritisinya secara proporsional.

Situasi ini berlarut secara terus menerus tanpa bisa dilakukan
koreksi oleh siapapun. Segala kebijakan yang dilakukan oleh negara
dianggap adalah yang terbaik bagi masyarakat dalam segala aspek
kehidupan dengan berbagai dimensinya. Sehingga kehidupan
cenderung monoton dan tidak dapat melakukan pembaruan dalam
rangka menghadapi tuntutan global yang semakin men-desak dan telah
menjadi suatu keharusan. Salah satu aspek kehidupan yang sangat

merasakan dampak sistem sentralistik tersebut adalah dunia
pendidikan.

Pendidikan menjadi bagian dari mesin penguasa untuk melakukan
indoktrinasi kekuatan kekuasaannya. Pendidikan tidak berdaya sama
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sekali, bahkan tenaga kependidikan ditempatkan sebagai aparat
negara yang harus memberikan andil yang besar dalam melanggengkan
kekuasaan penguasa. Dunia pendidikan terisolir dari konstituennya,
terasing dari lingkungannya dan menjadikan anak didik tercabut dari
akar budayanya. Pendidikan terasing dari stakeholders-nya, demikian
juga sebaliknya.

Kondisi objektif seperti itu berakibat fatal terhadap lulusan
pendidikan di segala jenjang dan jenis pendidikan. Kualitas sumber
daya manusia Indonesia dianggap rendah dan tidak memiliki daya
saing. Lulusan pendidikan cenderung ingin memperoleh pekerjaan
secara mudah dan lebih suka bekerja di sektor formal khususnya
pemerintahan. Sedangkan untuk bekerja secara mandiri tidaklah
favorit, inilah salah satu implikasi dari sistem pendidikan sentralistik.
Berdampak langsung terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara secara menyeluruh.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa pada
hakikatnya merupakan cermin kualitas pendidikan, sebab pendidikan
adalah dunia dimana kualitas SDM dibentuk dan dilahirkan. Karena
itu, secara jujur harus diakui, pendidikan kita mempunyai andil cukup
besar terhadap munculnya krisis multidimensi yang kita hadapi,
sebagai akibat rendahnya kualitas SDM yang kita miliki. Dengan
demikian, adanya perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
serta kekerasan dalam konflik sosial, ekonomi, politik, dan agama
serta perlawanan terhadap hukum adalah manifestasi kualitas SDM
yang rendah, dan mau tidak mau harus diakui sebagai produk
pendidikan kita yang telah gagal membentuk dan melahirkan SDM
yang berkualitas (Asy’ari, Kompas 28 Mei 2002).

Masa krisis yang terjadi saat ini memerlukan pendayagunaan
berbagai sumber daya yang ada, agar persoalan yang sedang dihadapi
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ini secepatnya dapat di atasi. Berbagai upaya telah dan sedang
dilakukan sebagai bagian dari reinventing kehidupan berbangsa,
bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu hal-hal yang harus
dilakukan adalah: “(1) mengembangkan kembali secara progresif
sektor finansial, (2) pengentasan kemiskinan, (3) pemberdayaan
ekonomi rakyat, (4) pengembangan sumber daya manusia, (5)
pengembangan daya saing bangsa, dan (6) pengembangan tata kelola
pemerintahan (Emil Salim, dalam Tilaar, 2002 46).

Berbagai upaya itu menunjukkan bahwa kita sedang berupaya
keluar dari krisis yang berkepenjangan ini. Dan jika dilihat hampir
dapat dipastikan bahwa keenam upaya diatas, titik beratnya ditujukan
kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk peningkatan
kualitas sumber daya manusia tersebut, pendidikan diasumsikan sebagai
salah satu jalan bahkan mungkin satu-satunya jalan yang paling efektif
dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Secara ekstrim, sepertinya sulit untuk membantah peran
pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Pada dasarmya,
pendidikan merupakan upaya pengembangan potensi yang ada pada
setiap orang untuk berkembang secara proporsional, inilah tujuan
pendidikan secara normatif. Disamping itu, tujuan pendidikan adalah
untuk menjaga kesinambungan kehidupan manusia secara universal,
dan juga sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang
menjadi bagian kehidupan manusia.

Bagaimana agar pendidikan itu dapat dijadikan sebagai /eading
seclor; agar upaya pemberdayaan manusia berhasil ? Sebagaimana
diketahui, bahwa pendidikan adalah merupakan sub-sistem dalam
sistem kehidupan manusia. Dan pendidikan merupakan sub-sistem
dari sistem nasional Indonesia, oleh karena itu untuk memecahkan
berbagai persoalan dalam pendidikan saat ini, harus dimulai dari
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penataan sistem (reinventing) pendidikan tersebut untuk menunjang
pengembangan SDM yang handal. Perlunya upava reinventing ini
merupakan sebagian dari upaya penataan berbagai sistem atau sub-
sistern yang sedang berada pada situasi tidak menentu tersebut.

B. Isu-isu Seputar Pendidikan

Masalah-masalah pendidikan nasional semakin kompleks sesuai
dengan makin meningkatnya kecerdasan rakyat Indonesia serta
kemampuan sumber daya manusia Indonesia yang semakin
ditingkatkan. Di dalam kaitan ini, ada empat kelompok permasalahan
vaitu: (1) peranan pendidikan di dalam pembangunan nasional
memasuki abad 21 dalam masyarakat yang serba terbuka. Masalah
penting yang ditonjolkan antara lain mengenai pentingnya reformasi
pendidikan nasional, (2) pentingnya manajemen pendidikan agar dapat
di-bangun sistermn pendidikan nasional yang kuat dan dinamis menuju
kepada kualitas out putyang tinggi mutunya, (3) kemajuan teknologi
informasi yang m:empengaruhi proses pendidikan di dalam masyarakat
lImu (knowledge society), (4) otonomi daerah yang menuntut
penyelenggaraan pendidikan nasional yang memenuhi kebutuhan
pembangunan daerah sebagai dasar pembangunan nasional dan
kerjasama regional (Tilaar, 1998:14).

Hal-hal diatas sampai saat ini menjadi masalah dalam menentukan
liebijakan pengorganisasian sistem pendidikan nasional, Perencanaan
pendidikan nasional perlu mengidentifikasi masalah secara akurat
tlengan tingkat presisi yang tinggi, agar dalam menentukan kebijakan
sebisa mungkin dapat memperkecil kekeliruan dengan resiko kecil.
Perencanaan merupakan kata kunci dan memiliki kedudukan strategis
tlalam upaya mencapai tujuan. Kemampuan membuat perencanaan
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yang tepat yang dilandasi oleh data dan kebutuhan merupakan tuntutal
dalam memenubhi Kriteria manajemen modern.

Pendidikan memerlukan perencanaan, perencanaan merupakaf
salah satu aspek dalam manajemen, dan perencanaan dalail

manajemen pendidikan nasional menentukan keberhasilan pencapaiail

tujuan nasional, yaitu mencerdaskan manusia Indonesia (salah satunya)
Upaya pencapaian tujuan nasional akan berhasil dengan baik ji
perencanaan pendidikan saat ini memperhatikan perkembangaf
domestik dan global.

Perkembangan domestik saat ini telah mengancam ketahanat
nasional kita, menurut Buchori (2001:79-80) ancaman itu adalah: (|
ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, (2) arogansi kekuasaaf
arogansi kekayaan dan arogansi intelektual, (3) keberingasan sosial
(4) perilaku sosial menyimpang, (5) perubahan tata nilai, dan (&
perubahan gaya hidup sosial.

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut bukanlah pekerjal
yang mudah, sebab berbagai persoalan itu merupakan bagian dat
perkembangan yang terjadi saat ini dan telah menjadi fenomen
sebagai implikasi dari globalisasi yang telah mempengaruhi peradabal
dunia. Implikasi tersebut sebenarnya dapat di atasi jika kita memegati
teguh visi nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindung
segenap tanah tumpah darah Indonesia serta turut serta dalan
meneiptakan perdamaian dunia.

Hanya saja untuk mengimplementasikannya, ditemukan berbagai
kelemahan atau kendala yang sangat prinsipil yaitu: “(1) efos kerja

kita kurang handal, dibandingkan dengan etos kerja bangsa-bangsa
lain yang sudah maiju, (2) kita kurang menguasai teknik-teknik kerja
modem, teknik-teknik kerja yang dikembangkan berdasarkan kemajuan
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Wlinologi, dan (3) pengetahuan kita tentang situasi dan dinamika glo-
M/ lerutama situasi dan dinamika pasar global (global marked kurang
iemadai” (Buchori, 2001:150).

Berbagai kelemahan tersebut bukan tidak berdasar sama sekali,
lihigai indikator menunjukkan hal tersebut, terutama di jajaran
I krasi sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan
winang menunjukkan kelemahan-kelemahan seperti itu. Dan ini
wlalah salah satu penyebab rhengapa kita tidak dapat memberikan
s yang tepat sebelum mengambil keputusan untuk menentukan
Sl menetapkan kebijakan dalam manajemen nasional, demikian juga
Iliya dengan manajemen nasional pendidikan. Implikasi dari keadaan
nebut menyebabkan pemerataan menjadi salah satu masalah
pindidikan, implikaksi lainnya adalah kualitas perididikan yang tidak
Wwinadai dan tidak sesuai dengan yahg diharapkan.

Sistem pendidikan nasional sebagai suatu organisasi haruslah
Wisifat dinamis, fleksibel, sehingga dapat menverap perubahan-
piiibahan yang cepat antara lain karena perkembangan ilmu dan
Whiologi, peubahan masyarakat menuju kepada masyarakat yang
Winnkin demokratis dan menghormati hak-hak azasi manusia (Tilaar,
#0)22:6). Menghadapi berbagai situasi yang tidak kondusif saat ini,
I s dilakukan dengan perubahan orientasi. Perubahan orientasi yang
liluikan adalah dengan merubah orientasi dari pendekatan birokratik
Wi sentralisitik ke arah pen-dekatan demolratik dan mengubah pula
tinnnjemen pendidikan dan metodologi perencanaan (Tilaar, 1994).

Perubahan yang harus dilakukan tersebut ternyata saat ini tidak
hanya sebatas wacana saja, tetapi telah sampai pada tahap
Iinplementasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pembaruan program
vang telah disiapkan, ini dapat dilihat dari perubahan paradigma dalam
mmenjalankan pemerintahan, yaitu dari sentralistik menuju
(lesentralisasi. Sentralisasi yang dilaksanakan selama ini berdasarkan
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hasil evaluasi, ternyata telah mendatangkan bencana dan musibah

dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sehingga
dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, keamanan,
hukum dan juga pendidikan mengalami stagnasi bahkan kerusakan.
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa sistem sentralisasi lebih

banyak mudharat dari pada manfaatnya untuk meningkatkan |

pencapaian tujuan nasional, demi tercapainya kesejahteraan nasional.

Dalam konteks sistem sentralisasi di sektor pendidikan, Denis de
Tray (1996:xiv), Direktur Bank Dunia di Indonesia, mengemukakan
sebagai berikut: “Saya berani mengatakan bahwa hampir semua
cendekiawan pendidik-an menerima dalil bahwa desentralisasi adalah
alat yang sangat penting untuk meningkatkan standard pendidikan.
Untuk kebanyakan dari kita, termasuk saya sendiri, sangat percaya
bahwa menyerahkan wewenang sedikitnya urusan administrasi
pendidikan merupakan langkah utama dalam memperbaiki efisiensi
dan efektivitas sumber daya yang dialokasikan untuk pendidikan.
Semakin dengat kontrol administrasi dengan sekolah, semakin besar
pengaruh orang tua murid terhadap mutu sekolah. Di atas segala-
galanya, bukankah orang tua murid adalah pihak yang paling
berkepentingan dengan mutu persekolahan ?”.

Perlunya melakukan perubahan dari sentralisasi menuju
desentralisasi merupakan amanah dari reformasi yang telah digulirkan
sejak Mei 1998 yang lalu. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya
untuk melepaskan diri dari sistem lama menuju sistem baru. Melalui
sistem baru (reformasi) ini, berbagai dimensi kehidupan, yang
didalamnya antara lain adalah dimensi idiologi, politik, teknikal dan
pembangunan berupaya disinerjikan secara sistemik.

Seluruh dimensi yang terkait dengan tercapainya tujuan di sektor

pendidikan untuk mendukung pembangunan nasional, harus bersinerji -
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sehingga prioritasnya tidak lagi bersifat parsial. Dimensi idiologi harus
berkembang ketika proses pendidikan di persekolahan berlangsung,
demikian juga dengan dimansi strategis lainnya seperti politik,
teknikalnya.

Dimensi-dimensi ini adalah dimensi-dimensi yang seharusnya
letinternalisasi ke dalam proses pendidikan. Namun proses
Internalisasi itu, tidak dilakukan secara terpisah. la harus dilakukan
“ecara terkait sehingga tidak akan ditemukan celah kelemahan yang
ikan mengganggu tercapainya tujuan pembangunan pendidikan baik
Necara ideografik maupun nomotetik. Hal inilah yang akan menjadikan
encapaian tujuan pendidikan efektif.

Dimensi-dimensi yang berkait dengan berbagai aspek
]embangunan nasional (Tilaar, 1999:202) itu, dapat dilihat dari bagan
| 10y il(ut:
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Bagan di atas menunjukkan bahwa dimensi-dimensi manajemen
pendidikan sebagai aspek pembangunan nasional, memiliki berbagai
dimensi yang meliputi dimensi idiologi; dimensi politikal, dimensi
leknikal dan dimensi pem-bangunan. Keempat dimensi ini merupakan
dimensi strategis dalam upaya pencapaian tujuan nansional.
Pencapaian tujuan nasional merupakan implementasi dari sebagian
visi nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencerdasan
liehidupan bangsa merupakan tujuan utama berdirinya negara
liesatuan Republik Indonesia.

Bagaimana pelaksanaannya agar tercapai sesuai dengan rencana?
lentu saja diperlukan reformamsi dalam mengkomunikasikan ide dan
(agasan pembaruan pendidikan. Untuk itu telah ditemukan format
[yaru manajemen pendidikan, yaitu manajemen berbasis sekolah (MBS)
nlau School Based Management.

Manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai paradigma baru
(lnlam menata ulang (reinventing) organisasi pendidikan, dijadikan
webagai tema dasar perubahan pendidikan. Hal ini dilakukan agar
ulektivitas upaya memanusiakan manusia melalui persekolahan
(lengan berbagai kebijakannya, akan menghasilkan pola baru dalam
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, dimana selama ini
[erabaikan secara sengaja.

(!, School Based Management (Manajemen Berbasis
Sekolah); Paradigma Baru Reinventing Pendidikan

Setiap kebijakan baru biasanya dikarenakan oleh beberapa hal,
superti (1) perlunya melakukan perubahan baik secara parsial maupun
lolistik, (2) adanya koreksi sebagai bagian dari hasil evaluasi, (3) perlu
melakukan penyesuaian terhadap keinginan dan kebutuhan yang
mendesak, dan (4) pelibatan manusia secara efektif dilingkungan
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organisasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu perubahan pada
dasarnya merupakan kata kunci disamping karena adanya kesadaran
untuk melakukan hal yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang menjadi
tanggung jawab siapa saja.

Dalam konteks pendidikan, perubahan merupakan sesuatu
yang sangat mendasar dan dibutuhkan, sebab pendidikan berkait
erat dengan bagaimana nasib suatu bangsa ke depan dan bagaimana
ia dapat melekasanakan atau mencapai tujuan nasionalnya. Itulah
sebabnya setiap negara melakukan perubahan terhadap sistem
nasionalnya setiap saat. Walaupun terkadang perubahan tersebut
adakalanya dilakukan dengan mendapat bantuan dari negara lain,

atau karena memang telah ada kesadaran dari diri sendiri untuk
melakukan perubahan.

Jika dilihat dari kasus Indonesia dalam melakukan perubahan,
sebenarnya perubahan tersebut karena adanya kesadaran dari bangsa
Indonesia itu sendiri dan juga karena adanya bantuan dari negara lain
atau dari badan dunia. Dengan adanya kesadaran sendiri dan juga
karena adanya bantuan dari luar tersebut, maka perubahan yang
terjadai lebih bersifat luas. Sehingga melalui reformasi vang telah
digulirkan beberapa waktu yang lalu, diadakan perubahan mendasar
terhadap berbagai aspek, mulai dari aspek ekonomi, hukum, politik,
sosial budaya dan juga pendidikan. Khusus aspek pendidikan, sebagai
inti dari pembahasan buku ini, akan dibahas bagaimana manajemen
berbasis sekolah (MBS) sebagai paradigma baru dalam melakukan
reinventing dalam organisasi pendidikan.

Pemberdayaan lembaga pendidikan seperti persekolahan dan lain
sebagainya merupakan bagian dari berbagai strategi untuk menjadikan
pendidikan kondusif sebagai pusat pembelajaran. Indikator
keberhasilan tersebut adalah: “(a) tersedianya lembaga pendidikan
vang semakin bervariasi yang diikat oleh visi dan misi pendidikan
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naslonal; (b) jumlah lembaga pendidikan yang efisien; (c) lembaga
pundidikan yang didukung oleh organisasi yang efektif dan efisien; (.d)
il dan sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang semakin
ieningkat dan iklim pembelajaran yang semakin kondusif bagi peser.ta
(ielil; clan (e) tingkat kemandirian lembaga satuan pendidikan semakin
{hgal” (Sumarno, dalam Supriadi dan Jalal, 2001:111).

Semua ini harus dicapai secepatnya karena untuk mengatasi
Lurhagai hal yang terjadi dalam dunia pendidikan, kita menghadapi
Listhigai tantangan yang cukup berat. Tantangan itu adalah: “ Pertama,
subibagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan di turlltut untuk
ilapit mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yarfg
[ulaly dicapai. Kedua, untuk menmgantisipasi era globalisasi,_ dunia
pondidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya ma.numa yang
lipoten agar mampu bersaing dalam pasar global. Ketiga, se?alan
dungan diberlakukannya otonomi daerah, sistem pendidikan naej.lonal
dituntut untuk melakukan perubahan dalam penyesuaian sehmgga
dupnt mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis,
imemperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan
peser (o didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat
(Mrapenas 2000-2004, 2001:165).

Saal ini terjfadi perubahan paradigma dalam kehidupan berbang‘sa,
slinligus juga terjadi perubahan paradigma pendidikan sebagai bagian
duil antisipasi keadaan dan kebutuhan masa depan. Perubahan
piadigma lama menuju paradigma baru itu, dapat dilihat pada tabel
b el
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Desentralistik
Kebijakan yang bottors up
Orientasi pengembangan holistik :
pendidikan untuk pengembangan
kesadaran untuk bersatu dalam

»  Sentralistik;

»  Kebijakan yang tgp down;

»  Orlentasi pengembangan patsial:
pendidikan untuk pertumbuhan
ckonomi, stabilitas politik, dan

YVYY

teknologi perakitan; kemajemukan budaya, menjunjung
tinggi nilai moral, kemanu-siaan dan
agama, kesadaran kreadf, produkdf,
kesadaran hukum;
»  Peran pemerintah sangat dominan »  Meningkatnya peran serta masya-rakat

secara kualitatif dan kuantitatif;
Pemberdayaan institusi masyarakat;
kelu arga, LSM, pesantren, dan dunia
usaha

»  Lemahnya peran institusi non-sekolah »

Sumber : Supriadi dan Jalal, 2001:5.

Perubahan dari paradigma lama menuju paradigma baru itu,
mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap berbagai aspek lainnya.
Pada pendidikan paradigma lama, berbagai kebijakan cenderung
menggunakan komunikasi fop down, sedangkan paradigma baru
menggunakan komunikasi botfom up. Kebijakan dengan paradigma
top down cenderung berakibat adanya pemaksaan satu pihak
(pemerintah) kepada pihak lain (masyarakat).

Adanya pemaksaan tersebut tentu berakibat tidak tercapainya
hakikat dan tujuan pendidikan itu secara universal, yaitu memanusiakan
manusia oleh manusia yang telah memanusia. Situasi ini tidak kondusif
untuk menjadikan pendidikan sebagai bagian dari pengembangan
manusia secara proporsional dikalangan peserta didik. Sementara itu
pendidik mengalami alienasi dengan tugas yang menjadi bebannya,
sehingga kompetensi yang menjadi jati diri guru tidak utuh terpenuh
sebagaimana mestinya menurut kode etik profesi keguruan.

Krisis dan Isu Seputar Pendidikan

Pemaksaan yang dilakukan selama ini mengakibatkan berbagai hal
lerjadi, terutama pengabaian terhadap guru dan murid sebagai faktor
(leterminan dalam keberhasilan pendidikan. Sistem sentralistik yvang dianut
hirokrasi pemerintahan mengakibatkan berbagai hal, seperti: “birokrasi
pusat cenderung menekankan proses pendidikan secara klasikal dan
borsifat mekanistis. Dengan demikian proses pendidikan cenderung
diperlakukan sebagaimana sebuah pabrik. Akibatnya pihak-pihak yang
lerkait dalam pen-didikan, khususnya guru dan murid sebagai individu
vang memiliki “kepribadian” tidak banyak mendapat perhatian” (Zamroni,

1996:108).

Fkses lain dari komunikasi satu arah yang diterapkan oleh birokrasi
nentralistik tersebut adalah “(1) kemandirian guru menjadi hilang, (2)
nekolah berubah fungsi menjadi penarik biaya, (3) otonomi guru dan
liepala sekolah menjadi tidak ada, (4) pejabat pendidikan cenderung
hurorientasi kepada yang bernilai uang, dan (5) pada umumnya buku
paket tidak berisi proses belajar mengajar yang menganut prinsip belajar
ulitif (Republika, 17 April 1998).

Untuk mengatasi berbagai ekses sistem sentralistik tersebut, Bank
[inia dalam laporannya yang bertajuk Education in Indonesia: From
( tisis to Recoverytanggal 23 September 1998, merekomendasikan
niar pendidikan diselenggarakan secara desentralisasi dengan berbagai
slemennya diterima sebagai bagian dari reformasi pendidikan, dan
salah satu tawaran dalam reformasi pendidikan itu adalah
Uiterapkannya School Based Management atau manajemen berbasis
neliolah.

Mengapa manajamen berbasis sekolah? Pertanyaan mendasar
vang perlu dijawab adalah sejauhmana urgensi pengembangan
Iunajemen berbasis sekolah. Sejalan dengan gagasan desentralisasi
puinerintahan, maka dapat dipahami apabila penyelenggaraan
pendidikan perlu memperhatikan karakteristik, aspirasi dan kebutuhan
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urganisasi tersebut, manusia menitikberatkan aktivitasnya dengan
ienempatkan aspek manusia sebagai sentral. Hal ini perlu dilakukan
inengingat manusia memiliki karakter yang unik antara satu manusia
(lengan manusia lainnya. Keunikan ini mengakibatkan tidaksamanya
mnnusia dalam memandang atau menerjemahkan objek yang sama
walaupun berada pada tempat dan ruang yang sama. Sementara itu
nrganisasi selalu menempatkan manusia pada suatu objek, tempat
(lan ruang yang sama, karena aktivitas dalam organisasi selalui pada
ulliiasi dan membutuhkan perhatian, perilaku bahkan komitmen yang
unma (Siahaan, 2005:17-18).

Penempatan manusia dalam organisasi sebagai upaya efektivitas
pemanfaatan sumber daya manusia, menjadi tanggung jawab
lpemimpinan di sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah dituntut untuk
dnpat menentukan tindakan yang tepat. Terutama dalam
mengkomunikasikan berbagai ide sehubungan dengan adanya
perubahan-perubahan yang terjadi yang disebabkan oleh berbagai
a1 diseputar perubahan manajemen pendidikan.

masyarakat dimana layanan pendidikan itu dilaksanakan. Pendidikan
hendaknya mampu memberikan respon kontekstual sesuai dengan
orientasi pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat yang
dilayaninya. Ini berarti bahwa perumusan kebijakan dan pembuatan
keputusan-keputusan pendidikan hendaknya memperhatikan aspirasi
vang berkembang di daerah, dengan kata lain upaya untuk mendekatkan
stakeholders pendidikan agar akses terhadap perumusan kebijakan
dan pembuatan keputusan yang menyangkut penyelenggaraan
pendidikan sangatlah beralasan. Ini berarti bahwa dalam
penyelenggaraan pendidikan di sekolah, pihak-pihak yang ber-
kepentingan dengan sekolah itu seperti orang tua dan masyarakat
setempat, sepatutnya memiliki akses terhadap perumusan kebijakan
dan pembuatan keputusan untuk kepentingan memajukan sekolah
(Satori, 2002:8).

Uraian ini memperjelas mengapa harus memilih manajemen
berbasis sekolah (MBS) dalam penyelenggaraan pendidikan sekaliqus
sebagai sistem baru dalam melaksanakan berbagai kebijakan dalam.
pendidikan. Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan pendidikan di
persekolahan diperlukan kepemimpinan yang kuat sebagai wujud dari
penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Seluruh aktivitas:
pendidikan dititik beratkan kepada kebijakan sekolah melalui kepala:
sekolah dan guru-guru dilingkungan organisasi persekolahan.

Untuk mengefektifkan peran personil sekolah, diperlukan
liusadaran pemahaman yang demikian dalam system kepemimpinan
il sekolah. Peran kepala sekolah menjadi strategis, menurut Komariah
(£002) kepala sekolah sebagai pemimpin harus mengkomunikasikan,
Iensosialisasikan sekaligus bekerja sama dengan orang-orang untuk
imembangun, mempertahankan, dan mengembangkan visi yang
dinnutnya. ;

Kebijakan penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah
memerlukan terciptanya sinerji diseluruh lini organisasi sekolah.
Seluruh lini yang dilibatkan dalam sekolah adalah manusia yang
memiliki peran tersendiri sehingga antara yang satu dengan yang lainnya
harus menciptakan sinerii.

Adapun watak visioner untuk penerapan manajemen pendidikan
lietbasis sekolah oleh kepala sekolah, dapat dilihat pada gambar
herikut ini:

Kehadiran manusia dalam organisasi dan perlunya organisasi
ditangani secara proporsional oleh manusia, mengakibatkan peluny;
suatu tatanan yang bersifat permanen agar dalam menangan
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KEPEMIMPINAN

| VISI ORGANISAST |

Berani mengambil Mau belajar, Komunikatif, Berani mengambil
keputusan, siap partisipatif, fleksibel, keputusan, siap
menanggung’ resiko responship, sense pcmanfﬂat’ = menanggung resiko

urgency peluang, bekerja
aama
Penentu Agen Juru Pelatih
arah perubahan bicara
Kuasai Peta, Analisis Negosiator Pendidik
& lihat jauh posisi dan be & &
ke depan inspired pakar Motivator

GLOBALISASI (KOMPETISI, KETIDAKPASTIAN, PERUBAHAN), |
FUNGSI PENDIDIKAN, SCHOOL BASED MANAGEMENT '

Sumber : [urnal Administrasi Pendidikan, 2002 hal, 50

Memperhatikan peran yang harus dimainkan pemimpin
pendidikan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS}
tersebut, sebaiknya kepala sekolah memperhatikan prinsip-prinsip
sebagai berikut: (1) Bersikap terbuka, tidak memaksakan kehendak:
tetapi bertindak sebagai fasilitator yang mendorong suasana
demokrartis dan kekeluargaan, (2) Mendorong para guru untul
mau dan mampu mengemukakan pendapatnya dalam memecahkan
suatu masalah, serta harus dapat mendorong aktivtas dan kreativitag
gury, (3) Mengembangkan kebiasaan untuk berdiskusi secara terbukay
dan mendidik guru-guru untuk mau mendengarkan pendapat orang
lain secara objektif (hal demikian dapat dilakukan dengan jalan
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inenengahi pembicaraan dan menterjemahkan pembicaraan orang
laln untuk dapat dipahami), (4) Mendorong para guru dan pegawai
lninnya untuk mengambil keputusan yang paling baik dan mentaati
lepurtusan itu, (5) Berlaku sebagai pengarah, pengatur pem-
bicaraan, dan pengambil kesimpulan secara redaksional (Mulyasa,
2002:141).

Mampukah MBS merealisasikan peran-peran pendidikan sebagai
lebutuhan mendasar dari manusia berbudaya ? Jika itu yang
dipertanyakan, maka jawabnya adalah ya. Adiwikarta (1994:7)
menjelaskan bahwa peran-peran pendidikan tersebut adalah: (1)
inempersiapkan dan memperbarui perangkat mental psikologis warga
iasyarakat, sehingga siap menghadapi kehidupan yang lebih maju
(lan berubah sesuai dengan perkembangan serta tuntutan zaman, (2)
mempersiapkan warga masyarakat dengan keterampilan dan
liemampuan kerja yang diperlukan dalam masyarakat maupun dunia
lorja, (3) mempersiapkan warga masyarakat dengan sifat kritis dan
licberanian hidup mandiri terlepas dari keter-gantungan kepada pihak
lain, (4) mengembangkan kreatif dan adaptif dalam memanfaatkan
potensi yang dimiliki.

Untuk membuktikan apakah MBS tersebut merupakan alternatif
ulektif dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya untuk
inelepaskan diri kemelut nasional saat ini, hanya waktu yang akan
menentukannya disamping seberapa jauh kita serius dan mampiy
melaksanakan MBS tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk
inembuktikan tentu saja tidak dalam waktu yang singkat. Berhasil
{{laknya program pendidikan secara nasional, tidak dapat dilihat
(lungan menghitung hari. Diperlukan waktu yang panjang untuk melihat
liusil dari program itu.
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D. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah
sebagai Alternatif i

Laporan hasil penelitian Bank Dunia yang bertajuk Education i ; ‘
Indonesia: from Crisis to Recoverypada tanggal 23 September 19987'7’
telah membawa implikasi yang luas terhadap éystem penyelenggaraan
pendidikan dan persekolahan di Indonesia. Dalam laporan tersebut
Indonesia harus melakukan perubahan dalam penyelenggaraan
pendidikan. Jika selama ini kebijakan pendidikan bersifat sentralistik,
maka dengan adanya perubahan baru ini, pendidikan diselenggarakan
dengan pola desentralisasi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari sistem

penyelenggaraan negara vang sebelumnya menganut sentralistik,_l

kemudian menganut sistem desentralisasi.

Perubahan dari sentralistik menuju desentralisasi ini,

mengakibatkan diperlukannya kemandirian dalam penyelenggaraan
pendidikan. Oleh karenanya, tawaran penyelenggaraan pendidikan -

dengan pola School Based Management atau manajemen berbasis
sekolah dianggap sebagai tawaran vang kondusif untuk
memberdayakan pendidikan yang efektif di persekolahan. Manajemen
pendidikan berbasis sekolah mensyaratkan penyelenggaraan
pendidikan dikelola secara mandiri oleh sekolah tersebut. Kepala
sekolah dan guru memiliki kebebasan yang luas dalam mengelola
sekolah tanpa mengabaikan berbagai kebijaksanaan maupun prioritas
vang ditetapkan oleh pembangunan nansional.

Berbagai lingkup strategi yang ditawarkan oleh manajemen
pendidikan sekolah mencakup berbagai hal, seperti: (a) kurikulum
yang bersifat inklusif, (b) proses belajar mengajar vang efektif, (c)
lingkungan sekolah yang mendukung, (d) sumber daya yang berasaskan
pemerataan, dan (e) standarisasi dalam hal-hal tertentu, monitoring,

evaluasi, dan tes. Dengan adanya lima strategi tersebut, maka fungsi

pengelolaan sekolah harus memperhatikan beberapa hal, vaitu (1)
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{iniialemen/organisasi/kepemimpinan, (2) proses belajar mengajar,
(1) sumber daya manusia, dan (4) admisnitrasi sekolah.

Jika dilihat berbagai ruang lingkup yang berkaitan dengan pola
pienyelenggaraan manajemen pendidikan berbasis sekolah tersebut,
puda dasarnya adalah untuk melakukan perubahan c-lailam
Liothomunikasi. Sebab selama ini penyelenggaraan pendidxkar?
{1engabaikan proses komunikasi yang seharusn.ya di?ak%;anakan‘ 5§;um
(dungan prinsip-prinsip komunikasi dan prin51p—p1.rm51p pendldl‘ u{an.
Purabaian ini mengakibatkan produk pendidikan tidak menghasilkan
harapan atau keinginan stakeholders.

Dengan adanya pengabaian terhadap berbagai ]?roses komuni‘kasi
{orsebut, mengakibatkan sistem sosial yang terjadi di masyarakat tidak
encerminkan bahwa masyarakat itu perduli terhadap ms_asalah—
asalah sosial. Ketidak perdulian masyarakat terhadap kehidupan
Losial tersebut telah mempengaruhi kinerja masyarakat secara
leseluruhan, sehingga perilaku menyimpang justru dilakukan oleh
masyarakat terdidik.

Berbagai penyimpangan tersebut antara lain da_pat dilihat dari
suburnya perilaku yang tidak sehat, hal ini terliha't dari rasa t'?mggung
jawab vang tidak dijalankan sebagaimana mestmg.;a, dan l.nlangnyi
liomitmen untuk melakukan yang terbaik, sehingga mait L'mtu
imelakukan yang terbaik hampir terabaikan dalam 'b.erk?agal‘ sistem
kehidupan. Akibatnya, rasa saling percaya tida'k rnen.p.u{a.l kehlfiulp{an,-
sehingga perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme di jajaran biro, ;{aa
pemerintahan menjadi fenomena yang dilakukan tanpa ra'sa sungkan
atau malu. Hal ini berlangsung cukup lama dan dapat d'lpasnkax.i, bahwz—.t(
sampai saat ini hal itu masih mewarnai penlak.u. b1rol‘§1ra]\<sz
pemerintahan. Walaupun, upaya-upaya untuk menglk}s .pirl 1? u
korupsi, kolusi dan nepotisme tetap tidak pernah berhenti dilakukan.
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Berbagai persoalan tersebut menunjukkan karena selama ini
komunikasi dilakukan hanya satu arah atau fop down disegala lapisan
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Timbul
kekecewaan yang mendalam dikalangan masyarakat terhadap apa
yang terjadi. Namun, untuk melakukan koreksi secara terang-terangan
tidak bisa dilakukan karena yang dihadapi adalah system yang mapan
dan didukung oleh kekuatan rezim penguasa, yang cenderung sulit
menerima kritik dan jika dikritik, akan dibalas dengan kekerasan.

Upaya mengatasinya harus dilakukan dengan perubahan
paradigma kehidupan disegala bidang, terutama bidang pendidikan
vang benar-benar memerlukan paradigma baru dalam komunikasi.
Kerusakan sosial yang terjadi selama ini karena komunikasi sebagai -
aspek terpenting dalam pendidikan terabaikan secara sistematis. .
Manajemen pendidikan berbasis sekolah merupakan tawaran strategis
dan bersifat mendesak yang harus direalisasikan dalam upaya
melakukan perubahan sektor pendidikan sebagai bagian dari aspek
penting untuk melakukan reformasi total. '

Manajemen pendidikan berbasis sekolah, dalam hal ini di anggap
sebagai formula baru untuk mengatasi berbagai penyakit yang diderita
selama ini. Prinsip-prinsip vang terkandung dalam konsep manajemen
pendidikan berbasis sekolah, sepertinya dapat dijadikan sebagai

tindakan kuratif terhadap penyakit kronis di sektor manajemen
pendidikan.J

30

Al
O
r«'@v
O

N
A
e

2N

0

/NE

<7

_)
™

KONSEP DAN IMPLEMENTASI
MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS
SEKOLAH

A. Ontologi Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah

Manajemen pendidikan berbasis sekolah (MPB'S) men;patz: 2
ullernatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih minehan'lar1
Jipada kemandirian dan kreativitas sekolah. Indikator ke ferkazlo 2
MI’I3S yang harus dapat diukur dan dirasakan oleh para ; .3' kea by
ww pendidikan, adalah adanya peningkatan mutu penk111h i
swuliolah. MPBS pada prinsipnya bertumpu pada s'e .o aMPBS
imsyarakat serta jauh dari birokrasi gl,rang sentralistis. .
Lo potensi untuk meningkatkan partisipas fn.asyarakat, peme;‘aka 1a},1
ulislensi, serta manajemen yang bertumpu di t}ngkat sekolah. Sel (13{ s
ulam hal ini menjadi lembaga manc!in dalam msnetépihzk
liubijakannya, tetapi memiliki jaringan kerja .dengan berbagai p
unng dapat meningkatkan mutu kinerja manajemennya.

Roger Scott (1994) dalam Jalal dan Supriadi (2001:160~1fa113
ienyatakan bahwa dalam model sekolah yang menerap

pendekatan MPBS dalam pengelolaannya, guru dan staf lainnya diii
inenjadi lebih efektif karena adanya partisipasi mereka dalam mem!
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keputusan. Dengan begitu, rasa kepemilikan terhadap sekola
menjadi lebih tinggi dan penggunaan sumber daya pendidikan lebily
optimal sehingga diperoleh hasil vang lebih baik. Selanjutnya, kepala
sekolah akan mempunyai kontrol vang lebih besar terhadap kinerja
dilingkungan sekolah, dan beban kerja kantor pusat dan daerah dapat

dikurangi untuk hanya berkonsentrasi pada peranan mereka dalam
melayani sekolah.

Dalam MPBS, pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah
mempunyai peran masing-masing yang saling mendukung, bersinergis
satu dengan lainnya. Sekolah berada pada bagian terdepan darj
proses pendidikan, sehingga menjadi bagian utama dalam proses
pembuatan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan,
Masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami, membantu,
dan mengontrol proses pendidikan. Sedangkan pemerintah berperan
sebagai peletak kerangka dasar kebijakan pendidikan serta menjadi
fasilitator yang akan mendukung secara kondusif tercapainya
peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. MPBS memberikan
otonomi yang luas kepada sekolah untuk mengelola sumber daya
pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan di
sekolah. Melalui MPBS diharapkan akan mendorong profesionalisme
guru dalam berkinerja, demikian juga halnya dengan kepala sekolah
baik sebagai manajer maupun sebagai Pemimpin di sekolah.

Dalam buku Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang
dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Dirjen
Dikdasmen, Depdiknas (1999:6-7) diungkapkan beberapa indikator
yang menjadi karakteristik dari konsep MPBS sekaligus merefleksikan
peran dan tanggung jawab masing-masing fihak antara lain sebagai
berikut: (1) Lingkungan sekolah vang aman dan tertib; (2) Sekolah
memiliki misi dan target muty vang ingin dicapai; (3) Sekolah memiliki
kepemimpinan yang kuat; (4) Adanya harapan yang tinggi dari personil
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neliolah (kepala sekolah, guru, dan staf lainnya, termasuk siswa) untuk
horprestasi; (5) Adanya pengembangan staf sekolah yang 'terus
menerus sesuai tuntutan IPTEK; (6) Adanya pelaksanaan evah.lalst yar}g
lurus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan admmlstr.at]f,
tlan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan dafx atal? perbaikan
mitu; (7) Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua
siwa dan masyarakat lainnya.

Uraian di atas menyiratkan bahwa pendekatan MPBS menuntut
nilanya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh k(‘DI’.rlpOI’l-en sekolahk,
unltu: kepala sekolah, guru dan tenaga/staf administrasi terr.nasu
nrang tua dan masyarakat, dalam memandang, memahami, dan
e :;hantu sekolah melaksanakan tugas pengelolaannya. De.ngan
iidukung oleh pengelolaan sistem informasi yang representatif dan
willdl mereka dapat berperan sebagai pemantau yang melaksanakan
[lingsi monitoring dan evaluasi.

Ciri-ciri yang dapat dengan mudah dikenali untuk mengetahlg
apnkah sekolah telah berhasil menggunakan pendekatan. MPB
nilalah dengan melihat sejauhmana sekolah dapat men.goptlmalkan
linerja organisasi sekolah, kegiatan proses pembojle%Jarar? (lf’BM),
pengelolaan SDM, dan pengelolaan sumber daya administrasi lainnya.

Orientasi dan fokus program pembaharuan melalui penerapan
MP'BS ini adalah meningkatkan mutu penyelenggaraan pgndldl%;an
unluk menghasilkan output yang berkualitas. Sel%olah dl}-laraI?S ;1;
apat bersikap responsif terhadap kebutuh.an masmg—n'_lam?g Sikan
ian masyarakat sekolah. Prestasi belajar siswa dapat diop 1mNE; 0
melalui partisipasi langsung dari orangtua dan masyellrakat. o 1
MIP'I3S menuntut komitmen semua stakeholders pendlqﬂ{an (pers?ne
siliolah, orangtua, murid, dan masyarakat yang lfal?1h ]ua}s) ia;;n
iungambil keputusan tentang pengembangan pendidikan di sekolah.
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Meskipun MPBS menawarkan otonomi dan kebebasan yan
besar kepada sekolah, namun tetap disertai seperangkat tanggun
jawab yang harus dipikul oleh sekolah. Sekolah tidak memilik
kapasitas untuk berjalan sendiri tanpa menghiraukan kebijakaj
prioritas dan standarisasi yang dirumuskan oleh pemerintah, karen
bagaimanapun sekolah berada dalam sistem pendidikan nasional
Pemerintah dalam hal ini berkewajiban membuat regulasi da
mengevaluasi pelaksanaannya. Pemerintah sebagai eksekutif, memilild
kewenangan yang tidak terbatas dalam melakukan telagh terhadap
berbagai implikasi dari penyelenggaraan pendidikan. :

MPBS harus dipersepsi sebagai alternatif pemecahan masalali
rendahnya mutu pendidikan di sekolah melalui kemandirian, kreativitas,
keberdayaan, dan inisiatif sekolah. Namun, perlu disadari bahwa

tidak didukung faktor lainnya. Keberhasilannya sangat dipengar i
dan ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: (1) tingkat kemampuan
ekonomi masyarakat, (2) sosial budayadan politik, (3) taraf pendidika 0!
masyarakat, (4) kebijakan pemerintah, (5) organisasi dan
kepemimpinan kepala sekolah, (6) strategi pembelajaran di kelas, (7)
tata laksana sekolah, (8) iklim dan kultur sekolah, (9) serta

profesionalisme guru, (10) pengawas pendidikan dan pengajaran,
dan (11) tenaga kependidikan lainnya.

Dalam implementasi MPBS ini sekolah perlu melakukan
perencanaan strategis, yang didasarkan pada hasil identifikasi
masalah. Analisis SWOT (Strengths - Weakness — Opportunities
Threats) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk
membantu sekolah mengungkap dan mengidentifikasi permasalahan,
Pentingnya analisis SWOT dilakukan agar dapat diketahui kekuatan
dan kelemahan yang melekat dalam lingkungan internal sistem itu
sendiri, serta peluang dan tantangan yang datang dari lingkungan:
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wlisternal sistem tersebut. Berbagai hasil studi empirik menunjukkan
buhwa suatu manajemen itu akan berhasil jika mampu
Wwngoptimalkan pemberdayaan dan pemanfaatan kekuatan c.lan
peliang vang dimilikinya serta mampu meminimalkan intensitas
pungaruh faktor kelemahan dan hambatan disertai upaya untuk

W perbaiki atau mengatasinya (Syamsuddin, 2000:5).

Analisis SWOT dilaksanakan sebagai bagian dari perencanaan
slinteqls dalam rangka implementasi MPBS. Mengingat filosofi MPBS
wlalah pemberdayaan dan otonomi dalam menentukan prc-agram.
pungembangan sekolah, maka menjadi hal yang sangat strategis bagi
sliolah untuk mengenali kemampuan yang dimiliki dan hambatan
sy dihadapi.

Analisis SWOT membantu sekolah untuk menyusun rencana
pungembangan sekolah melalui “ power sharing” dengan melibatkan

wiliruh stakeholders pendidikan (guru, kepala sekolah, pengfalfjla
pundidikan, dan masyarakat) di lingkungan sekolah. Dengan demikian
wliolah akan mampu menentukan dan menempuh langkah yang tepat

tlarm implementasi MPBS, karena memanfaatkan kemampuan yang
dimiliki secara optimal.

Setidak-tidaknya terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi
{alam penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MPBS),
yaltu: (1) pemilihan kepala sekolah dan guru profesional; (2) Bentulf
{inrtsipasi orangtua; (3) Motivasi dan kemauan orang tua; (4)
I uimampuan alokasi dana/keuangan; (5) Kualitas pembelajaran dan
hwll lulusan; dan (6) komitmen pemerintah sebagai lembaga eksekutif,
(/) komitmen politikus dan praktisi, (8) opini yang dibentuk lembaga
edlia/pers, serta keterlibatan semua stakeholders pendidikan.

Pada dasarnya implementasi MPBS dilaksanakan secara
hirtahap, dengan memperhatikan kondisi sekolah, kondisi sosial
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masyarakat, serta mempertimbangkan faktor geografis, demografis
budaya setempat, dan potensi dasar yang dimiliki masyarakat dl
lingkungan sekolah. Pendekatan yang digunakan saat ini menggunakar
pola idiografik dan nomotetik. {

Pendekatan ‘idiografik’ memberikan kebebasan dalam cara
melaksanakan MBS. Namun, untuk hal-hal tertentu digunakan
pendekatan ‘nomotetik’, yaitu pelaksanaan secara bersama-sama dan
seragam, terutama di saat pelaksanaan program kegiatan vang
memperhatikan ketentuan Departemen Pendidikan Nasional mengenai
standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan oleh setiap
sekolah. 4

Sebagai tolok ukur dari keberhasilan implementasi MPBS, te
ditetapkan 16 indikator keberhasilannya, vang meliputi: (1) Efektivitas
proses pembelajaran; (2) Kepemimpinan sekolah yang kuat; (3)
Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif; (4) Sekolah memiliki

R
a

budaya mutu; (5) Sekolah memiliki “ feam work” yang kompak, cerdas,

dan dinamis; (6) Sekolah memiliki kemandirian; (7) Partisipasi warga:
sekolah dan masyarakat tinggi; (8) Sekolah memiliki transparansi; 9)

Sekolah memiliki kemauan untuk berubah, baik psikologis maupun

fisik; (10) Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara
berkelanjutan; (11) Sekolah responsif dan antisipatif terhadap
kebutuhan; (12) Sekolah memiliki akuntabilitas; (13) Sekolah memiliki
sustainabilitas; (14) Output adalah prestasi sekolah; (15) Penekanan
angka drop-out; dan (16) Kepuasan staf sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.

Berbagai indikator yang relatif cukup banyak ini, dapat dijadikan
sebagai instrumen dalam melihat apakah konsep dan prinsip
manajemen pendidikan berbasis sekolah, telah terealisir di sekolah-
sekolah. Memang, merealisir bebagai indikator itu bukanlah pekerjaan

yang mudah. Dibutuhkan komitmen yang kuat dan konsisten dalam
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jurealisimya. Komitmen itu, bukanlah semata hanya untuk mencapai
Wuan kurikuler di persekolahan, tetapi lebih dari itu, adalah perlu
sl keyakinan yang mendalam, bahwa pendidikan yang berhasil
imalalui penerapan manajemen pendidikn berbasis sekolah, akan
Lirlimplikasi kepada paradigma baru pendidikan persekolahan secara
menyeluruh.

Selama ini persekolahan (pendidikan yang dilembagakan), hanya
(lipandang sebagai tempat untuk memberi orang tahu dari tidak tahu.
aclahal lebih dari itu, persekolahan merupakan proses terjadinya
pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pelatihan yang berlangsung
wocara simultan. Keempat proses itu (pendidikan, pengajaran,
Liimbingan dan pelatihan) berlangsung ketika anak berinteraksi dengan
personil sekolah (terutama guru), karena gurulah yang memiliki oto.ntas
(lnlam melaksanakan pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pelatihan
(| persekolahan.

3. Implementasi Kurikulum dalam Konteks MPBS

Uraian sebelumnya menjelaskan bahwa secara implisit telah
imemberikan penegasan mengenai betapa strategisnya peran program
dan praktik pembelajaran dalam menentukan keberhasilan dan
liotercapaian tujuan pendidikan di sekolah yang menerapkan konsep
inanajemen pendidikan berbasis sekolah (MPBS).

Karakteristik dan indikator keberhasilan implementasi MPBES
yang pertama dan utama adalah efektivitas proses pembelajaran,
yang tidak dapat dilepaskan dari kurikulum. Kurikulum dalam konteks
Ini harus dipahami dalam arti luas, yakni akumulasi kegiatan yang
(lilakukan dan dialami peserta didik dalam perkembangan dan proses
pembelajarannya baik formal maupun informal dalam rangka
mencapai tujuan pendidikan (Suyanto, 2000).
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Untuk keterlaksanaan kurikulum secara efektif dan efisien
diperlukan manajemen kurikulum di tingkat sekolah, sebagai refleks|
dari otonomi pendidikan. Kurikulum menjadi bagian terpenting ketika
manajemen pendidikan berbasis sekolah diterapkan sebagai bagian
dari implementasi otonomi pendidikan dan otonomi sekolah.

puiliole bahasan yang tercantum dalam kurikulum formal (GBPP) dan
jenjadi “pengabar” isi buku teks saja (Raka Joni, 2000).
Iusalahkaprahan praksis pembelajaran tersebut menunjukkan bahwa
Jilementasi kurikulum dengan pendekatan materi ( content approach)
alull quru sering tidak sesuai dengan apa yang digariskan dan

< i i b, 2001).
Desentralisasi dan otonomi pendidikan seharusnya menjadi mo: diharapkan oleh kurikulum nasional (Wahab, )

mentum yang tepat untuk melakukan reorientasi pemikiran tentang
kurikulum agar gagasan dan prakarsa perbaikan pendidikan tidak
bersifat sepotong-sepotong serta tambal sulam (Raka Joni, 2000):
Dengan desentralisasi pendidikan diharapkan pengembangan
kurikulum dapat dilakukan oleh daerah dan sekolah sebagai upaya
memberdayakan peserta didik untuk tidak terasing dengan

lingkungannya serta agar berkembang sesuai dengan potensi yang_
dimilikinya.

Seharusnya, implementasi kurikulum oleh guru berbentuk
Lurilulum eksperiensial sebagai dampak dari upaya guru dalam
ienerjemahkan kurikulum formal (GBPP) menjadi kurikulum
nliuksional dan kurikulum operasional. Kurikulum instruksional
jurupakan terjemahan GBPP dalam bentuk seperangkat skenario
pumbelajaran, sebagai cerminan niat para guru dalam
jengimplementasikan kurikulum.

Realisasi kurikulum instruksional adalah kurikulum operasional
Unlini wujud aktivitas guru dan murid dalam kelas dan sekolah sebagai
Ileraksi pembelajaran. Sedangkan kurikulum eksperiensial adalah
inkna dari pengalaman belajar yang dihayati oleh para siswa pada
wint mereka terlibat dalam berbagai kegiatan, interaksi, dan peristiwa
pembelajaran yang dikelola oleh guru khususnya dan sekolah pada
Himumnya.

Penyeragaman kurikulum di seluruh daerah dan wilayah yang®
selama ini dilakukan mengakibatkan tercabutnya anak didik dari akar
budayanya serta hilangnya kesempatan untuk mengembangkan
potensi yang dimilikinya. Dalam konteks implementasi MPBS, skala’
prioritas harus ditetapkan untuk mewujudkan kualitas dan efektivitas:
pembelajaran melalui upaya perbaikan terhadap kesalahkaprahan
praksis pembelajaran yang terjadi selama ini. Kekeliruan dalam
menerapkan kurikulum, berimplikasi luas terhadap hidup dan
kehidupan masyarakat. MPBS menjadikan kurikulum agar sekolah
dan peserta didik melaksanakan pembelajaran dalam konteks
kedisinian.

Untuk dapat terlaksananya manajemen kurikulum di tingkat
sulolah yang mengarah pada implementasi kurikulum eksperiensial
uleh guru di dalam kelas, maka perlu dilakukan reorientasi pemikiran
lurfkulum sebagai landasan dilakukannya pembaharuan dalam
iinplementasi kurikulum. Hal ini sesuai dengan apa yang
Praksis pembelajaran yang sering kita jumpai saat ini adalah Hikermukakan Raka Joni (2000) sebagai berikut:
tereduksinya tugas guru dengan hanya menjadi operator kurikulum,
bukan sebagai implementor kurikulum eksperiensial. Dengan menjad
operator kurikulum, seorang guru melaksanakan kegiatan

pembelajaran di dalam kelas hanya sekedar menyampaikan topik atau

| Pendekatan ¢ content transmission”dalam proses pembelajaran
harus beralih kepada pembentukan kemampuan atau
kompetensi. Penekanan proses pendidikan dari pendekatan
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“scholastic teaching-based” menuju pendekatan ‘Jearning

based”.

2. Kurikulum eksperiensial harus dilaksanakan oleh guru secat
tepat sehingga berdampak menjadikan peserta didik tampl
sebagai ‘active, social and creative learners melalui penyedla
lingkungan belajar yang di satu sisi menantang dan menuntut
namun di sisi lain juga memfasilitasi dan memberikan balikan:

3. Harus dilakukan upaya efektif untuk merubah praksis selama i 1
dari fiksasi pada pengembangan kognitif menuju penyedla
peluang untuk pembentukan “ emotional intelligence”, dengan cat
perubahan pelaksanaan pembelajaran di kelas, yang ha ‘

senantiasa mengacu pada tujuan pengembangan kepribadiaf
peserta didik secara utuh;

4. Tugas penilaian (assessment tasks) yang saat ini didominasi olel
tes obyektif, khususnya pilihan ganda, perlu diganti dengaf
prosedur asesmen yang semakin dekat dengan karakteristik tugas

tugas yang bakal dihadapi (real-life task) yang dikemas misaln:

dalam bentuk “portofolio”.

Dengan mencermati hal-hal tersebut, maka hambatan yang
selama ini terjadi dalam implementasi kurikulum sudah saatnya
dihilangkan secara bertahap, terutama hambatan vang berkaitan
dengan adanya kecenderungan sikap guru yang enggan bahkan resisten
terhadap tuntutan perubahan kurikulum. Perlu disadari bahwa i int}
pembaharuan pendidikan terletak pada pembaharuan kurikulu
bukan hanya pembaharuan bentuk atau format kurikulum, namun yang
paling penting adalah implementasinya, sebagaimana vang
diungkapkan National Institute for Educational Research (NIER) Ja
pan (1999:393-394) mengenai permnbaharuan kurikulum vang terjadi

di Republik Korea: “Curriculum reform obviously lies at the heart of
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W wlucational innovation; but without a holistic approach fo the
whole elements related to curriculum implementation, the intended
anges could not be achieved”.

Peran kepala sekolah dan guru sebagai barisan terdepan pada
pulaksanaan proses pendidikan di sekolah sangat strategis dan
tenentukan keberhasilan program-program pembaharuan atau inovasi
pniicikan yang dicanangkan. Esensi dan inti dari proses pendidikan di
suhiolah tercermin dalam bentuk pelaksanaan kurikulum. Oleh karena
i, menjadi sangat logis bila prioritas pelaksanaan pembaharuan
puiididikan dalam bentuk implementasi konsep MPBS, salah satunya
bt pada pembaharuan pelaksanaan kurikulum di dalam kelas untuk
Hnncapai output yang berkualitas tingai (* quadity oufput and outcomes’).

I Implementasi MPBS dan Demokratisasi Pendidikan

[{etika isu global menjadi fenomena dalam tatanan pergaulan
iinin, istilah demokrasi tidak lagi ditendensikan untuk membicarakan
itk dan negara saja. Demokrasi menjadi bagian tak terpisahkan
i membicarakan apa saja, demikian juga dalam konteks pendidikan.
Iuinokrasi dalam konteks pendidikan memiliki arti yang beragam,
Wwalaupun substansinya memiliki pemaknaan yang berbeda. Namun,
hilnh demokrasi dalam pendidikan menjadi familiar bahkan nilai-nilai
uimokrasi dianggap akan lebih efektif ditumbuhkembangkan melalui
lilisi lembaga persekolahan.

[ Intuk mengawali pergaulan tata dunia yang telah berubah saat
I, sudah seharusnya dimulai dari merubah paradigma pendidikan,
|l selama ini cenderung menggunakan paradigma birokratis hirarkis,
sulanjutnya harus menggunakan paradigma demokratis. Bagaimana
pwibedaan aspek-aspek kedua paradigma tersebut dapat dilihat bagan
hrfkut:
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Perubahan Paradigma Pendidikan dari Birokratis Hierarki:
Pendidikan Demokratis

ke

Tabel 1

NG ) = adign ndidikan. :
it = | birokratis hirarkis © = =mok
4 Perencanaan Top-down Buttor-up
2 Pelaksanaan Didasarkan instruksi-petunjuk Didasarkan atas
: profesionalitas
3 Standar Ounipyt dan proses : Owiput Nas. Makro, Proses
Nasional-makro lokal Mikro
4 Target Nasional-makro Level sekolah-wilayah
terbatas
5 Pemahaman tujuan- Didasarkan atas pedoman dari pusat | Didasarkan atas kondisi
target sckolah
6 Sistem insentif Seragam dan kepatuhan Sistem prestasi g
i Umpan balik orang tua | Tidak diperlukan, kecuali bagi Diperlukan secara teratur
peserta didik yang bermasalah
8 Orientasi Pengembangan intelektual (NEM) Pengembangan aspck inte
letual, personal dan sosial
9 Persepsi terhadap input | Masukan peserta didik diperlukan Masukan peserta didik
scbagai raw inpst yang menentukan bukan merupakan raw npul
hasil akhir melainkan klien yang
memerlukan pelayananan
jasa sckolah
10 | Ewvaluasi Dilaksanakan pada titik-titik waktu Dilaksanakan sepanjang.
tertentu dan bersifat seragam waktu dengan menekankan
kebutuhan sekolah
11 Kontrol sekolah Oleh atasan Olch orang tua peserta did
dan masyarakat sekitar
12 Pengambilan keputusan | Ada ditangan kepsck dengan Rapat guru, orang tua
perkenan atasan peserta didik dan kepala
sekolah
13 Peran orang tua siswa Terbatas menyediakan dana Terlibat dalam seluruh
dan masyarakat proses pendidikan, kecuali
menentukan nilai |

Sumber : Zamroni, Pendidikan Untuk Demokrasi, 2001:13-14

Tabel di atas merupakan ilustrasi yang diharapkan akan terja

jika desentralisasi pendidikan belangsung sebagaimana va
direncanakan. Dinamika pendidikan yang selama ini terpasung ol
kebijakan dengan nuansa politik yang kental diharapkan menc
sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan kebijakan-kebij
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Wliiwa di sektor pendidikan. Kebijakan sektor pendidikan harus setiap
sl bergulir dengan segala upaya yang dapat meningkatkan mutu
Wnusla Indonesia. Tanpa adanya upaya peningkatan mutu manusia
lulonesia, tata pergaulan dunia baru yang membutuhkan manusia
Wl tidak akan tergapai dan kita hanya menjadi bangsa yang
swimiliki kualitas manusia yang rendah. Jika ini terjadi maka penjajahan
dalim bentuk baru akan tetap melingkari kehidupan nasional.

Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MPBS) merupakan
Wilnli satu model inovasi pendidikan di Indonesia, sebagai muara dari
dssuniralisasi pendidikan dalam kerangka proses reformasi
Puiilidikan. Dalam inovasi pendidikan kegiatan mencobakan cara baru
Jisnipakan suatu keniscayaan ( Satori dan Wahyudin, 2001:97). Para
k jla sekolah, guru, pengelola pendidikan lainnya, orangtua serta

snrakat lainnya yang terkait harus menyadari dan meyakini bahwa
wolia memiliki peran sebagai pelaku inovasi. Semua gagasan baru
14 dipahami dan dimaknai secara menyeluruh dalam bingkai dan
Wkl profesional. Salah satu wujud dari kesungguhan dalam konteks
Mplementasi MPBS, dilakukan melalui refleksi (perenungan), yaitu
Wi lnnya dan mempertanyakan apa nilai tambah yang bisa diraih
li1 Lpaya peningkatan mutu pendidikan.

| 0lus kegiatan inovasi ini untuk kepentingan anak didik melalui
ulilas layanan pembelajaran yang diberikan sekolah, dilakukan
wlulul penilaian dan asesmen atas pelaksanaan inovasi tersebut.
iilnjian mengenai keberhasilan dan kekurangberhasilan harus
alhitilian untuk senantiasa mampu melakukan perbaikan dan
Jwempurnaan, karena hal ini sangat penting dalam upaya
Miingkatkan pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran yang
(lltas diasumsikan sebagai pembelajaran yang dinamis, bermakna,
{urus berkembang ke arah layanan optimal.
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Secara esensial MPBS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
mutu, relevansi, dan pemerataan pendidikan. Sedangkan manfaat yang
diperoleh antara lain: sekolah bisa mengelola secara lebih otonon
terhadap sumber daya yang dimiliki demi kesejahteraan bersama
Harus disadari, bahwa dari semua komponen MPBS di sekolahi
kepala sekolah dan guru menjadi ‘key person’ yang akan menentukat
kadar keberhasilan program inovasi tersebut. :

Program prioritas harus difokuskan pada penyusunan renca
peningkatan mutu pembelajaran siswa, meliputi proses dan has|
pembelajarannya. Kepala sekolah dan guru seyogianya memilil
kreativitas tinggi dalam menciptakan kegiatan atau siasat pembelajaral
yang inovatif. Segala potensi yang dimiliki diarahkan mencapai targ
kualitas. ]

Perlu dipersiapkan tenaga guru yang profesional melalui prograf
pelatihan atau menjalin kemitraan dengan pihak terkait ya;
memungkinkan tercapainya profesionalisme. Untuk itu, diperl
kemampuan manajerial kepala sekolah dengan model kepemimpina
mandiri yang demokratis, transparan, dan partisipatif sebagai refle
dari kepemimpinan yang kuat, memiliki akuntabilitas,
memberdayakan warga sekolah melalui * 7eam-Work Approach’.”

Sedangkan kemampuan teknis untuk melaksanakan tugas pokd
guru ditunjukkan untuk peningkatan kemampuan berikut, yaitu: (1
merencanakan kegiatan pembelajaran; (2) melaksanakan kegiatd
pembelajaran; (3) menilai proses dan hasil pembelajaran; 1‘1'
memanfaatkan hasil penilaian bagi peningkatan layanan pembelajara
(5) memberikan umpan balik secara tepat, teratur, dan terus menerl
kepada peserta didik; (6) melayani peserta didik yang mengalat
kesulitan belajar; (7) menciptakan lingkungan belajar ‘5,
menyenangkan; (8) mengembangkan dan memanfaatkan alat baiy
dan media pembelajaran; (9) memanfaatkan sumber-sumber belal

44

Konsep dan Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah

unhg tersedia; (10) mengembangkan interaksi pembelajaran yang tepat
dungan memilih strategi, metode dan teknik yang sesuai dengan
hubutuhan; (11) melakukan penelitian praktis bagi perbaikan
petbelajaran, dan (12) berinteraksi dengan komunitas pembelajar
Wlnnya.

MPBS sebagai manajemen alternatif akan memberikan
hwimandirian kepada sekolah untuk mengatur dirinya dalam rangka
puningkatan mutu pendidikan dengan tetap mengacu pada kebijakan
fnnlonal. Pendekatan dan konsep MPBS ini akan dapat
Mlinplementasikan di sekolah apabila ada komitmen yang tinggi dari
buibagai pihak, yaitu orang tua, masyarakat, guru, kepala sekolah,
Siwn, staf lainnya dan pemerintah sebagai mitra dalam mencapai
pehingkatan mutu sekolah.

Kata kunciyang harus menjadi perhatian adalah adanya kemauan
Wilulk mengubah sikap, perilaku, dan etos kerja semua pihak yang

Wlibat, terutama warga sekolah, dalam memandang pendidikan
shngai suatu proses yang terintegrasi dalam rangka upaya
~ lwningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan sumber

i vang dimiliki seharusnya dapat dikalahkan oleh tekad dan
Wi nuan vang kuat dalam mewujudkan keinginan untuk melaksanakan

il igkatan mutu sekolah.

Keberhasilan MPBS ini akhimya ditentukan oleh upaya sosialisasi

Anun pihak serta adanya pengawasan yang berkesinambungan, baik
Wihadap kegiatan yang bersifat akademis maupun non-akademis,

Mliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, hasil yang dicapai dan

Wluasi.
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Desentralisasi pendidikan adalah upaya untuk menjadikan daeral
lebih dinamis dalam mengelola pendidikan, sehingga dunia pendidika
dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan setempat tanp
mengabaikan tujuan pendidikan nasional. Dengan terlaksanany
desentralisasi pendididikan, maka setiap daerah dapat memenul
kebutuhan kualifikasi sumber daya yang diinginkannya. Pada saat yan
bersamaan, desentralisasi pendidikan adalah untuk memelihara buday
setempat, sumber daya setempat dengan memanfaatkan berbaga
sumber daya yang tersedia di tempat itu secara maksimal dan optf
mal.

Desentralisasi pendidikan oleh karenanya, merupakan tantangat
tersendiri bagi dunia pendidikan. Dunia pendidikan pada saat ini telal
memanfaatkan kebijakan desentralisasi pendidikan, sebagai upayi
untuk mendorong terciptanya pendidikan yang sesuai dengafi
kebutuhan setempat. Pengelola dan penaggung jawab pendidikan
menjadi tertantang untuk dapat meningkatkan kinerjanya dengan
menjadikan desentralisasi pendidikan sebagai modal dasar dalam
mengoperasionalkan manajemen persekolahan. i

(2) Otonomi Sekolah

Sekolah pada saat ini menjadi unit strategis yang memiliki
kewenangan untuk menentukan apa yang harus dilakukannya sesuai
dengan kebutuhannya tanpa mengabaikan program nasional
pendidikan secara menyeluruh. Sekolah mempunyai otonomi, saal
ini sekolah dapat melakukan ujian sendiri, memeriksa sendiri dat
memberikan penilaian sendiri. Inilah salah satu bentuk otonomi ya
diberikan kepada sekolah.

Otonomi sekolah yang cukup besar ini, antara lain dapat diliha
dari hasil pelaksanaan ujian yang cukup sekolah saja yang mengelold
proses dan hasilnya. Sekolah hanya memberikan laporan hasil ujian
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i satuan atasannya. Sangat berbeda sebelum diberikannya otonomi
lepada sekolah. Sebelum diberlakukannya otonomi sekolah, sekolah
linnyalah sebagai pelaksana saja, sedangkan segala sesuatu ditentukan
(lari satuan atasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, materi ujian,
penggandaan materi ujian, hingga dalam memberikan penilaian.

Sebagai contoh, sebelum otonomi sekolah diberlakukan, sekolah
linnya melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik di kelas
(1, Sedangkan yang berkaitan dengan ujian dan penilaiannya, ditentukan
oleh satuan atasan. Saat ini, dengan diberlakukannya otonomi sekolah,
iflan kelas 6 hanya terbatas pada tiga mata pelajaram yaitu Matematika,
[Mahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Sebagian besar guru tidak
merasa puas dengan sistem tersebut, sebab tidak semua siswa bisa
dlisamaratakan antara satu daerah dengan daerah lain dan antara satu
nekolah dengan sekolah lainnya.

Memang demikianlah kenyataan yang dihadapi setiap sekolah
pada saat belum diberlakukannya otonomi sekolah. Ketidakpuasan
It bukan hanya dalam bentuk ujian saja, tetapi berkait dengan aspek-
nspek lainnya. Umpamanya aspek manajemen, selama ini guru jarang
dilibatkan dalam menentukan kebijakan sekolah, kebijakan sekolah
hanya ditentukan oleh kepala sekolah sebagai pelaksana kebijakan
satuan atasan. Situasi ini tentu kondusif bagi penciptaan sinerji
(ikalangan personilsekolah.

Diberlakukannya otonomi sekolah, telah merubah dinamika
sckolah secara menyeluruh. Personil sekolah telah terlibat secara
nktif bahkan pro-aktif dalam menentukan berbagai kebijakan untuk
lepentingan sekolah. Apalagi dengan terlibatnya masyarakat yang
memiliki akses ke sekolah, seperti adanya Komite Sekolah yang
secara langsung terlibat dalam berbagai kebijakan sekolah, walaupun
leterlibatan itu bersifat proporsional.
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Kepala sekolahpun merasa memiliki jati diri dan percaya diriy
tinggi dengan adanya otonomi sekolah, terutama bagi sekolah-sekol
vang berstatus negeri. Sedangkan sekolah yang berstatus swasta pat

(3) Otonomi Kepala Sekolah

Pemberian otonomi kepada kepala sekolah, sebagai konsekuensi
ulonomi sekolah, mengharuskan kepala sekolah meningkatkan
luimampuan intelegensi manajerialnya. Otonomi sekolah secara
lurnng-terangan membutuhkan kepala sekolah yang terampil
memanfaatkan kecerdasan intelegensia manajerialnya.

sebelum otonomi sekolah diberlakukan. Selama ini sekolah berstall
swasta mermiliki ketergantungan dalam memberikan laporan seba

Intelegensi manajerial adalah kecerdasan memimpin dan terampil
iengelola organisasi, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya
unng ada atau yang tersedia, sehingga dengan seluruh perangkat yang
(imiliki organisasi menciptakan sinerji, diarahkan untuk menuju
lepada pencapaian tujuan organisasi secara maksimal dan optimal.

bagian dari desentralisasi pendidikan, sekolah swasta beranggapa
bahwa sistem pembinaan yang dilakukan lebih bersifat mengikat da

Intelegensia manajerial oleh Kydd., Crawford, dan Riches
(£004:11-13) diklasifikasikannya sebagai berikut:

telah ditetapkan. | Mencipta

Sebagai sekolah swasta, seharusnya diberi kebebasan dalan
menentukan berbagai kebijakan, apalagi jika kebijakan yang dilak
tidak keluar dari sistem dan tujuan pendidikan nasional, dan selagl

(7 Memiliki gagasan bagus

(0 Menemukan pemecahan orisinal bagi masalah yang bersifat

tidak merugikan masyarakat pengguna jasa pendidikan. Denga N ina
berlakunya otonomi sekolah, setiap sekolah lebih bebas bergeral (1 Mengantisipasi konsekuensi pengambilan keputusan dan
karena kewajibannya hanya sebatas memberikan laporan saja ke tindakan

satuan atasannya. (7 Menerapkan pemikiran

Dengan berlakunya otonomi sekolah, maka hal itu merupak "
tantangan bagi manajemen persekolahan untuk dapat dimanfaatkai
bagi pengembangan sekolah. Manajemen pendidikan berbasi

1 Menggunakan imajinasi dan intuisi

! Merencanakan
sekolah, memang menuntut diberlakukannya otonomi sekolah agal
sekolah dapat mengelola dirinya secara mandiri, kreatif, dinamis 0 Mengaitkan kebutuhan masa kini dengan masa yang akan
memiliki inisiatif dan inovatif dalam mencapai tujuan sekolah. datang

7 Mengenali apa yang penting dan apa yang semata mendesak
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(1 Mengantisipasi tren masa depan

(1 Menganalisis

3. Mengorganisasi
0 Membuat tuntutan yang adil
(0 Mengambil keputusan dengan cepat
(J Beradadi depan bilamana perlu
(0 Tetap tenang dalam situasi yang sulit
(0 Mengetahuyi kapan pekerjaan selesai
4. Berkomunikasi
Memahami orang
Mendengarkan
Menjelaskan
Komunikasi tertulis
Menggugah sesama untuk berbicara
Taktis
Bersikap toleran terhadap kekeliruan sesama

Berterima kasih dan memberikan dorongan

B EFEEE E S S T B = S S

Memastikan setiap orang menerima informasi
0] Memanfaatkan teknologi informasi
5. Memotivasi

(J Mengilhami sesama
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1 Menyuguhkan tantangan yang realistis
(1 Membantu sesama untuk menetapkan tujuan dan target

(1 Membantu sesama untuk menghargai sumbangsih dan
prestasi mereka sendiri

6H, Mengevaluasi

J Membandingkan hasil dengan niat
(0 Menilai diri sendiri

0 Mengevalusi pekerjaan sesama

1 Meralat kekeliruan di mana perlu

Berbagai kemampuan di atas adalah sesuatu yang tidak dapat
ditawar-tawar bagi kepala sekolah dalam konteks kepemimpinan masa
lepan yang menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah.
Kepala sekolah dalam hal ini, menjadi kev person untuk merealisir
berbagai rencana sekolah. Fenomena ke depan adalah penuh dengan
lantangan yang mengharuskan kepala sekolah dapat mengambil
lindakan antisipatif.

Beberapa penelitian yang dilakukan diberbagai negara dalam
konteks manajemen pendidikan, menunjukkan bahwa keberhasilan
sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan dan tujuan sekolah,
ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. Pemberian otonomi
terhadap sekolah berimplikasi kepada luasnya wewenang dan
liekuasaan yang dimiliki oleh kepala sekolah.

Kekuasaan dan wewenang ini terkait dengan tanggung jawab
kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sekolah
yang dipimpinnya. Otonomi sekolah sebagai bagian dari desentralisasi
pendidikan, dimana manajemen pendidikan berbasis sekolah
diterapkan, mengharuskan kepala sekolah melakukan berbagai peren-
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canaan yang dapat memajukan sekolah ke arah yang sesuai deng|
kebutuhan sekolah itu dan kepentingan masyarakat sebagai penggul
jasa pendidikan.

Inenentukan keberhasilan kebijakan desentralisasi pendidikan yang
Inemberikan otonomi kepada sekolah dan menuntut kepala sekolah
\ntuk dapat merealisir tuntutan itu. Keadaan ini tidak selamanya
hondusif, sebab para kepala sekolah terlihat gamang menerima
nlonomi itu. Keadaan inilah yang mengharuskan perlunya menentukan
talon kepala sekolah berdasarkan berbagai kriteria yang telah
iletapkan secara konsekuen.

Dalam konteks penerapan manajemen pendidikan berba
sekolah, dapat dikatakan bahwa otonomi kepala sekolah alf
meningkatkan harkat dan martabat kepala sekolah. Menurut Supan ]
dkk (2002:59), bahwa “maksud utama penerapan MBS adalah unf
mengembalikan otonomi kepala sekolah yang tergadaikan”. Dengl
diterapkannya manajemen pendidikan berbasis sekolah, maka “si at

hilang” atau otonomi itu telah kembali kepangkuan sekolah.

Otonomi yang diberikan kepada sekolah, mengakibatkan
hesarnya kekuasaan dan wewenang terhadap kepala sekolah.
Hesarnya kekuasaan dan wewenang itu menunjukkan bahwa kepala
skolah memiliki otonomi yang besar dalam memimpin sekolah.
Hordasarkan asumsi tersebut, perlu dicari calon kepala sekolah yang
imemiliki integritas kepribadian yang kuat serta bakat kepemimpinan
ying memadai sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Pemberian
ulonomi kepada sekolah dalam mengelola sekolah, mengharuskan
stlap sekolah memiliki kepemimpinan sekolah yang kuat.
lepemimpinan sekolah yang baik akan menentukan keberhasilan
jincapaian tujuan sekolah.

Otonomi yang diberikan kepada kepala sekolah, merupalk
tantangan yang mengharuskan kepala sekolah melakukan perubaly
dalam memimpin. dJika selama ini kepala sekolah hanya sebag
pelaksana kebijakan dari satuan atasan, saat ini harus mam
memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada untuk kepenting
sekolah. Bahkan merupakan suatu keharusan agar kepala sekol
mencari sumber daya lain dengan melakukan kerjasama dengan siafs

Beberapa studi yang dilakukan di Indonesia sebagaimana yang

diperoleh sebelum manajemen pendidikan berbasis sekols iisurvei oleh Achmady dan Supriadi (1996) dalam Jalal dan Supriadi

diterapkan. RI001: 287-288) menunjjltkambatiwa::
Sebagai tantangan, pemberian otonomi itu menuntut kepa | Ciri-ciri kehidupan sekolah yang mutunya baik dan mutunya
sekolah yang memiliki wawasan yang luas. Pemberian otonori| kurang baik di sekolah dasar banyak berkaitan dengan mutu

kepemimpinan kepala sekolah,
pada dasarnya membawa masalah. Dikatakan demikian, karend

tidaklah mudah untuk mencari kepala sekolah yang sesuai dengaty
era otonomi sekolah dan otonomi kepala sekolah.

/. Survei di puluhan SMU menunjukkan bahwa sekolah-sekolah
yang mutunya baik dan memiliki preferensi yang tinggi di
masyarakat memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan sekolah-
sekolah yang mutunya biasa dalam hal gairah belajar siswa,
motivasi guru, hasil belajar, dan iklim sekolah secara keseluruhan.

Kepemimpinan kepala sekolah menjadi krusial untu_l
diperhatikan, penetapan dan pengangkatan kepala sekolah akan
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berikut ini :

1

disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah secara signl
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Ciri-ciri tersebut diatribusikan oleh kepemimpinan kepala sekolah

Penempatan Kepala SMK yang dipilih secara ketat m.ela
prosedur yang standar menghasilkan perubahan yang berarti e
kehidupan SMK vang ditunjukkan oleh kinerja sekolah yan
semakin meningkat.

Kecenderungan yang sama ditemukan di negara-negara lain seper

Studi di 13 negara maju dan 14 negara berke‘zmbang. menunj :
hasil yang konsisten bahwa sekitar sepertiga dz?n v:dnansl;{ u
pendidikan di sekolah dijelaskan oleh kepeml'mpman epi
sekolah (Heyneman & Loxley, dalam Bank Dunia, 1989),

Perhatian kepa sekolah yang tinggi terhadap pembinaan :'u‘
perilakunya yang terpuji, dan sikap responsi_fny.a.dalam menan »L -
persoalan yang timbul di sekolah secara s_igmﬁkan menur;lkr
frekuensi perilaku tak terpuiji pada siswa dan sebaliknl
meningkatkan iklim kehidupan sekolah (Walker, 1995),

Kepala sekolah terbukti menunjukkan peranan kunci ?-
menegakkan disiplin sekolah melalui kemamp!ilannya
mengelola sekolah, memberikan teladan kepada siswa d‘an gu
serta melakukan teknik-teknik “social rewards” kepada siswa ¢
guru (Gaustad, 1992),

Iklim kehidupan sekolah yang sehat bfarka‘itan erat ccii .
meningkatnya prestasi dan motivasi belajar siswa ierta l =
produktivitas dan kepuasan guru. Prakz-arsa ke ara‘O terz Pl
healthy school culture tersebut sebag{an besarlgegrz) é :
tangan kepala sekolah sebagai pemimpin (Stolp, g

Merujuk kepada beberapa hasil penelitian tersebut, €
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mempengaruhi keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan
pendidikan dan tujuan setiap sekolah. Kepemimpinan mempunyai
lungsi sebagai pengarah, pengendali sekaliqus melakukan kontrol
lerhadap pelaksanaan seluruh rencana yang telah, sedang dan akan
dilaksanakan. Kepala sekolah dalam hal ini, menjadi penanggung jawab
litama untuk mencapai tujuan pendidikan persekolahan.

Kepala sekolah adalah orang yang diberi tugas, tanggung jawab,
Wewenang dan kekuasaan terhadap organisasi yang dipimpinnya.
Urganisasi pendidikan adalah organisasi yang unik. Dikatakan unik,
larena ia memiliki tugas untuk mencetak sumber daya manusia yang

imemiliki kemampuan atau potensi, baik secara ideografik maupun
nomotetik.

Secara ideografik ia harus dapat mengembangkan potensi
puserta didik sesuai dengan kemampuan dirinya berdasarkan proporsi
Vang dimiliki peserta didik itu. Sedangkan secara nomotetik, peserta
(licltk harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan
lsimbaga pendidikan dimana peserta didik sedang menuntut ilmu.

Dengan keunikan seperti itu, maka kepemimpinan dalam

pendidikan persekolahan memerlukan orang yang memiliki

lumampuan untuk dapat memimpin dalam rangka mencapai tujuan
pendidikan baik secara ideografik maupun nomotetik.

(4) Pembiayaan Pendidikan

Implikasi diterapkannya manajemen pendidikan berbasis sekolah,

Whgan kewenangan tersebut, maka setiap sekolah berupaya

lperoleh dana dari masyarakat, baik masyarakat pengguna jasa
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sekolah (orang tua peserta didik) maupun anggota masyarakat dan
dunia usaha, tetapi bersifat tidak mengikat.

Strategi yang digunakan untuk mengatasi pembiayaan pendidika n
dalam menyukseskan manajemen pendidikan berbasis sekolah, dapat
dilakukan dengan meminta bantuan Komite Sekolah. Komite Sekolaly
memiliki dasar hukum yang kuat untuk memobilisir dana datl
masvarakat. Hanva saja, masih terdapat kesan yang tidak dapal
diabaikan, bahwa masyarakat tidak begitu suka jika pengumpulan
dana dilakukan diluar biaya yang menjadi kewajiban mereka. Olely
karenanya, strategi vang dilakukan adalah dengan memanfaatkan
Komite Sekolah dalam pengumpulan dana dari masyarakat.

Disamping Komite Sekolah, kepala sekolah melakukan
pendekatan yang bersifat khusus kepada warga masyarakat yang
memiliki kemampuan dalam memberikan dana. Mereka adalah para
usahawan atau orang-orang tertentu yang bisa diyakinkan bahwa
bantuan yang mereka berikan akan sangat berarti bagi peningkatan:
operasional sekolah. Sampai saat ini hasilnya belumlah sebagaimana
yang diharapkan, namun upaya-upaya ke arah itu setidak-tidaknya
telah menarik perhatian masyarakat untuk mau memberikan bantuan:
ke sekolah. '

Walaupun pekerjaan mencari dana tidaklah mudah, namumn
beberapa sekolah dalam usahanya telah menerima bantuan darl
masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Anggota:
masyarakat tersebut memberikan bantuan dengan berbagai cara;
seperti; memberikan bantuan fasilitas ke sekolah yang
membutuhkannya, atau bantuan beasiswa bagi beberapa orang
peserta didik yang orang tuanya mengalami kesulitan dalami
membiayai pendidikan anaknya.

116

Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah

Warga masyarakat tertentu merasa tertarik untuk memberikan
bantuan karena pihak sekolah secara proaktif melakukan pendekatan.
Bantuan yang diberikan adalah pemberian beberapa fasilitas sekolah,
seperti lemari untuk kantor dan guru. Warga masyarakat tertentu itu
lidak keberatan untuk memberikan bantuan, bantuan ini adalah salah
bentuk kepeduliannya terhadap pendidikan. Oleh karenanya, setiap
sekolah sebaiknya melakukan pendekatan kepada warga masyarakat
{ertentu yang dianggap dapat memberikan bantuan terhadap sekolah.
Bagaimanapun, dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan,
sekolah tidak bisa tidak harus mencari warga masyarakat yang mau
memberikan bantuan.

Keberhasilan sekolah mendapatkan bantuan dari warga
masyarakat, merupakan upaya yang dapat mengurangi pengeluaran
(lana sekolah. Dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan lain
yang dapat meningkatkan efektivitas sekolah. Pembiayaan pendidikan
clalam penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah mengalami
dilema, sebab dengan diterapkannya manajemen pendidikan berbasis
sekolah, sekolah (khususnya sekolah negeri) seharusnya tidak lagi
mendapatkan dana yang penuh dari pemerintah sebagaimana
biasanya. Dana sekolah seharusnya diperoleh dari usaha sekolah,
kalaupun ada bantuan dari pemerintah, tidaklah sebesar sebagaimana
selama ini.

Namun, karena penerapan manajemen pendidikan berbasis
sekolah masih hanya sebatas anjuran, setiap sekolah tidak secara
sungguh-sungguh mencari dana untuk membiaya sekolah. Disinilah
dilema yang dihadapi dalam melaksanakan manajemen pendidikan
berbasis sekolah. Walaupun dalam beberapa hal sekolah telah
menerapkannya, namun dalam hal pembiayaan, sekolah belum bisa
lepas dari bantuan pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah sampai
saat ini masih tetap memberikan bantuan dana dalam berbagai bentuk.
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Salah satu bentuk yang cukup membantu sekolah adalah diberika Il

bantuan operasional sekolah atau BOS ke setiap sekolah berstafl
negeri. '

Bentuk-bentuk bantuan itu seperti bantuan operasional pendidik
(BOP) ataupun dana bantuan operasional (DBO), dan lain sebaga‘
vang dapat membantu operasional sekolah. Saat ini, deng
diperolehnya bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah e
merupakan bantuan langsung ke sekolah-sekolah, membuat seko
tidak begitu kreatif untuk mencari dana selain bantuan operasion
vang diberikan oleh pemerintah.

Tidaklah mudah bagi sekolah, khususnya sekolah negeri pad
jenjang pendidikan dasar untuk mendapatkan dana sendiri. Sekola ¢

beberapa hal, prinsip-prinsip manajemen pendidikan berbasis sekof
telah mereka terapkan. Tapi menyangkut dengan dana pendidikay N,
setiap sekolah masih mengalami kesulitan dalam mencari dana tanpa
adanya bantuan yang bersifat tetap untuk biaya operasional sekolah

Situasi ini tentu saja adalah situasi yang dilematis, dalam

kenyataannya setiap sekolah memang mengalami kesulitan dan belum
memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengelola sekolah. Para kepala
sekolah memiliki kecenderungan berpikir yang sama dalam
pembiayaan sekolah, khususnya pada sekolah tingkat dasar.

Kepala sekolah pada umumnya beranggapan, bahwa denga 1
mencari dana ke luar selain dari bantuan pemerintah, waktu mereka
akan tersita hanya fokus untuk mencari dana. Jika ity dilakukan ma
tugas-tugas rutin di sekolah akan terganggu sehingga kinerja sekolah
juga akan terganggu. Hal-hal seperti inilah vang terekam sebagai
tantangan dalam menerapkan manajemen pendidikan berbasis
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i ieleminir secara
sekolah. Tantangan-tantangan ini memang harus diel

leseluruhan dengan melibatkan semua pihak.

(5) Mutu dalam Pendidikan

Isu tentang mutu menjadi variabel determinan ketikaggﬂdlfalizg
clah menjadi perhatian seluruh masyarakat. Mutu selalu df 1camdilk
karena adanya keragu-raguan dari masyarakat terhadépnzl B
pendidikan. Berbagai pihak beranggapan pendidikan naSI‘?V e
berusaha secara maksimal untuk dapat meningkatkan mutu- aiah
clalam konteks mutu itu sendiri, masih terjadi perd'el‘?afa?ls{ :Sl? o
mutu sebagai proses, sebagai hasil atau sebagai lmpi. il
terjadinya pembelajaran di sekolah. Namun yang PT’; o
masyarakat membicarakan mutu pendidikan, seol_af'l'o a
paham betul apa yang dimaksud dengan mutu pendidikan-

i baga
Untuk pendidikan dasar umpamanya, sebagal lembag

pembentukan watak, karakter dan mengembangkan iOteriZl i?z?;
dari setiap peserta didik, mutu menjadi sesuatu yang r{'l:ati’r: i
yang dimaksud disini bukanlah mutu dalam konteks kua lb d,a jika
suatu sifat atau atribut yang khas dan membuat b?r ‘;a aigar
dibandingkan dengan produk lain, tetapi adalah k-)agalmadidikan
sekolah mampu secara efektif dan efisien mencapai tUJUén PEL dimilik,i
yaitu pendidikan yang dapat mengembangkan pofﬂnf’.;&yang
pesertadidik baik secara ideagrafik maupun nomotet1-

Proses yang ingin dicapai dari penerapan manajemen pendidikan
berbasis sekolah adalah bagaimana agar setiap sekolah dapa’g
mencapai tujuan sekolah. Pencapaian tujuan sekolah yang sesuai
dengan tuntutan kinerja sekolah, disebut sebagai proses berlmutu.
Oleh karena itu, mutu proses akan menghasilkan mutu hasil atau
produk, dan untuk mendapatkan proses dan hasil yang bermutu,‘
diperlukan adanya upaya dari manajemen sekolah untuk memenuhi
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tuntutan mutu, karena memang itulah vang menjadi harapan d
keinginan masyarakat pengguna jasa pendidikan.

Keinginan masyarakat terhadap pendidikan yang bermut
merupakan tantangan bagi sekolah untuk menyelenggarak
pendidikan yang bermutu. Mutu tidak akan habis-habisnya dibicar
dan dituntut oleh masyarakat. Keberhasilan sekolah membentuk op
yang positif dari masyarakat bahwa proses dan hasil pembelajarary
di sekolah itu bermutu, merupakan indikasi bahwa sekolah itu tela
berhasil memuaskan pelanggannya. Mutu, adakalanya terbentu 3
melalui opini masyarakat yang merasa terpuaskan dengan proses
dan hasil pendidikan yang diselenggarakan sekolah.

Kepuasan pelanggan pendidikan (orang tua peserta didik maupun,;.'
dunia usaha) merupakan salah satu tujuan vang ingin dicapai melalui

penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Walaupun
kepuasan itu sifatnya berbeda antara satu pelanggan dengan pelanggan
lainnya. Seorang warga masyarakat akan merasa puas terhadap
proses pendidikan karena anaknya sebagai peserta didik telah
mengalami perubahan, baik sikap, perilaku dan juga karena
bertambahnya pengetahuan dan keterampilan anaknya. Sementara
ftu, seorang masyarakat merasa dipuaskan karena anaknya telah
mendapatkan pekerjaan dengan berbekal pengetahuan dan
keterampilan yang diperolehnya dari suatu sekolah.

Kepuasan itu dapat diartikan sebagai implikasi dari proses
pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. Dalam kenyataannya,
tidak semua sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan bermutu.
Sekolah yang melakukan proses pendidikan bermutu, akan

memuaskan orang tua peserta didik. Sebaiknya semua sekolah

melakukan hal yang sama sehingga bukan orang tua saja yang
terpuaskan, tetapi juga akan meningkatkan jumlah siswa berprestasi
sehingga memudahkan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke
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junjang berikutnya. Sekolah bermutu adalah sekolah yang dapat
iencapai tujuan sekolah dan dapat memuaskan seluruh masyarakat
uang memanfaatkan jasa sekolah itu.

Persepsi masyarakat tentang mutu pendidikan sepertin.ya telatf
Liergeser. Kepuasan itu bukan hanya dalam konteks hasil saja tetap%
Lierkaitan dengan proses pendidikan yang berlangsung. PersepsT
masyarakat tentang mutu pendidikan merupakan tantangan bagi
sekolah agar secara konsekuen menerapkan hal-hal yang dapat
mendukung efektivitas pencapaian tujuan sekolah. Sekolah harus
mampu menciptakan opini yang baik, sehingga opini. i’Eu mengarah
kepada pengakuan masyarakat terhadap sekolah. Opini masyarakat
dapat menentukan tingkat dan derajat kredibilitas setiap sekolah.

Mutu pendidikan dalam konteks manajemen pendidikan berbasis
sekolah, telah menjadi isu di masyarakat. Untuk itu semua sekolah
sebaiknya menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah.
Bukanlah suatu hal yang berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu
tujuan diterapkannya manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah
untuk peningkatan mutu manajemen persekolahan, dar-l dpjngan
meningkatnya mutu manajemen persekolahan, berimpl;.kam luas
kepada meningkatnya mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

Mutu itu dapat dilihat bagaimana sekolah melalui guru—gurur-)ya
dapat melaksanakan tugas sebagai pendidik, pengajar, per{abimbmg
dan pelatih sesuai dengan tuntutan kurikulum yang telah ditetapkan
secara baku dalam konteks lokal maupun nasional.(J
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STRATEGI IMPLEMENTASI MANAJEMEN
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trategi implementasi manajemen pendidikan berbasis sekolah, akan
mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan pendidikan. Strategi
yang dimaksud disini adalah berbagai upaya yang diterapkan agar prinsip-
prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, dapat direalisir secara
menyeluruh. Berikut ini akan dikemukakan berbagai strategi yang
dianggap efektif dalam upaya mengimplementasikan manajemen
pendidikan berbasis sekolah.

A. Pemberian Ctonomi Sekolah

Penyelenggaraan sekolah dalam konteks manajemen pendidikan
berbasis sekolah bertujuan untuk memberikan otonomi yang luas
kepada sekolah. Dengan otonomi itu, setiap sekolah diharapkan
mampu meningkatkan pengelolaan sekolah sehingga meningkatkan
partisipasi sekolah dalam upaya perbaikan kinerjanya. Kinerja itu
mencakup kinerja guru, siswa, orang tua siswa maupun masyarakat.
Manajemen pendidikan berbasis sekolah memberikan kesempatan
kepada sekolah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan
kebutuhan dan kepentingannya.
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Manajemen pendidikan berbasis sekolah, menganjurkan sekoly
untuk dapat membiasakan diri membuat perencanaal
pengorganisasian, penyelenggaraan sampai melakukan evalu
terhadap berbagai programnya. Hal ini merupakan langkah unt
memberikan otonomi ke sekolah-sekolah. Tujuan yang diinginkan d.
pemberian otonomi ini adalah agar sekolah tidak lagi memilil
ketergantungan yang besar kepada satuan atasannya. Ketergantung
vang cukup besar kepada satuan atasan, membuat sekolah tidak kreafil
disamping menambah beban yang cukup berat bagi satuan atasan
(pemerintah). Situasi yang demikian harus dirubah untuk mendukung
terciptanya suasana sekolah ke arah yang kondusif bagl
pengembangan manajemen yang sesuai dengan kebutuhan sekolah,

Pemberian otonomi ke sekolah-sekolah, terutama pada sekolal
negeri ternyata memberikan keleluasaan kepada setiap sekolah
untuk lebih mampu memahami apa yang menjadi kebutuhannya,
Pada saat yang bersamaan setiap sekolah mengetahui apa
sebenarnya yang menjadi persoalan mendasar vang harus diatasi
sekolah dan memahami apa sebenarmya yang menjadi kebutuhan

masyarakat sebagai pelanggan atau pengguna jasa pendidikan
sekolah itu.

Pemberian otonomi membuat sekolah memiliki kemampuan dan
terbiasa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman atau tantangan yang sedang dan akan dialaminya. Terbiasa
melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan,
akan membuat sekolah memahami kebutuhan sekolah dan
masyarakat, dan membuat sekolah menjadi dinamis dalam
mengorganisir aktivitasnya. Dinamika mengorganisir organisasi
sekolah, membuat sekolah dapat secara memaksimal memanfaatkan
berbagai sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya manusia
maupun sumber daya fasilitasnya.
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Selama ini sekolah-sekolah menerima keseragaman program dan

perlakuan yang sama dari satuan atasan. Berbagai keluhan tentu saja

menjadi dominan dengan perlakuan yang sama tersebut. Padahal

soliap sekolah mememiliki karakteristik masalah yang berb?da

sehingga pemecahan masalahnya juga harus berbeda. Perr}berlan
otonomi, akan mengurangi beban sekolah, beban itu selama ini antara
lalan: (1) secara terpaksa harus memahami perilaku satuan atasan,

() tidak terbiasa memanfaatkan sumber daya manusia Flan s_umber
(laya fasilitas secara maksimal, (3) gamang menerima kritik dari stake-
holders, (4) menganggap sekolah sebagai organisasi tertutup karena
{idak membuka akses kepada masyarakat, (5) tidak terbiasa
melakukan perubahan, (6) terasing dengan lingkungannya, (7)
menganggap peserta didik hanya sebagai warga g{ar?g per.lu
pengetahuan, (8) terlalu ketat dengan struktur dan hirarki blrokrajcls,
(9) menerima perlakuan yang sama dari satuan atasan, padahal setiap
sekolah memiliki karakteristik yang unik, dan lain sebagainya.

Berbagai beban itu harus dieleminir sama sekali. Otonomi memiliki
kekuatan untuk melakukannya. Karena itu, perlakuan yang seragam
terhadap semua sekolah bukanlah sesuatu yang bentalr untuk
meningkatkan kinerja sekolah. Dengan pemberian otonomi sekolah,
maka sekolah lebih dinamis dalam merencanakan dan melaksanakan
program. Dinamisnya perencanaan dan pelaksanaa.n program,
mengakibatkan terjadinya perubahan dinamika kepemimpinan sekolah.

Kepemimpinan sekolah menjadi isu dominan ketika _F)tonomi
diberikan kepada sekolah. Kepemimpinan sekolah yang dijalankan
oleh kepala sekolah dituntut untuk dapat memanfaatkan serta
menggerakkan sumber daya yang ada agar secara aktif bahkan pro-
aktif terlibat dalam berbagai aktivitas sekolah, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan hingga melakukan evaluasi terhadap seluruh program
yang telah dilaksanakan.
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Pemberian otonomi kepada sekolah merupakan salah g#
implementasi manajemen pendidikan berbasis sekolah. Berdasatl
hasil pantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidil
dan Pengajaran di berbagai kabupaten dan kota, sekolah-sekolah i
memanfaatkan pemberian otonomi. Dinamika sekolah lebl
berkembang, walaupun dalam menerapkan manajemen pendidil
berbasis sekolah, sekolah-sekolah masih beragam dalal
menafsirkannya. Ada sekolah yang mencoba secara utuh menerapki
otonomi itu, namun ada juga sekolah yang hanya seked
menerapkannya. Namun demikian, satuan atasan memberik
dorongan agar pemberian otonomi ini dimanfaatkan sebagai sebual
upaya untuk dapat mengurus sekolah secara mandiri.

Implementasi dari pemberian otonomi itu, jika ditelaah m: o
bersifat administratif. Sekolah-sekolah hanya berusaha untuk membual

sendiri. Kepala sekolah belum terbiasa mencari dana dari masyarakat,
sebab hal ini merupakan sesuatu yang baru disamping kultur untuk |
berinteraksi kepada masyarakat dalam menjelaskan kebutuhan
sekolah, belum terbentuk dan belum menjadi sebuah kebiasaan bagi
sekolah-sekolah, khususnya sekolah berstatus negeri. i

Pemberian otonomi yang diberikan ke sekolah setidak-tidaknya
telah memberikan kesadaran kepada personil sekolah untuk lebih
bersifat partisipatif dalam mengelola program sekolah. Selama ini, -
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hierbagai kebijakan dan inisiatif masih cenderung dikendalikan oleh
lepala sekolah. Tetapi, sekolah-sekolah yang menyadari bahwa
pemberian otonomi adalah sebuah peluang, menjadikan
liepemimpinan beberapa sekolah lebih dinamis dalam memanfaatkan
suimber daya manusia yang tersedia disekolahnya, untuk terlibat secara
langsung. Kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia
merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap pemimpin.

Sebenarnya jika ditelaah, manajemen pendidikan berbasis
sekolah yang mulai dianjurkan memiliki nilai positif. Kepala sekolah
inemiliki kecenderungan untuk menerapkannya, hal ini dapat dilihat
(lari berbagai upaya yang dilakukan dengan melibatkan guru-guru
wocara aktif. Pelibatan itu dapat dilihat dari upaya kepala sekolah
untuk mengikut sertakan semua personil sekolah dalam membuat
perencanaan, pelaksanaan hingga melakukan evaluasi secara
bersama.

Kepala sekolah sudah mulai terbuka dalam menetapkan
kebijakan sekolah, walaupun masih terlihat belum utuh dalam
menerapkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan berbasis
sekolah. Tetapi dapat dilihat bahwa personil sekolah semakin
menyadari bahwa apa yang harus dilakukan merupakan upaya dalam
menerapkan manjemen baru di sekolah.

Pemberian otonomi yang diberikan dalam rangka menerapkan
manajemen pendidikan berbasis sekolah, memang masih dalam taraf
permulaan yang masih perlu dikembangkan polanya. Pemberian
otonomi vang diberikan di sekolah-sekolah merupakan awal dari
penerapan baru manajemen persekolahan, yang diharapkan dapat
memberikan pencerahan bagi sekolah sehingga mampu memberikan
pelayanan terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa
kependidikan.
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B. Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat

Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasl
masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara-cara yag
ditempuh disesuaikan dengan situasi daerah dan karakteristik diman
sekolah itu berada. Partisipasi masyarakat adalah variabel yang tid I
dapat diabaikan dalam menerapkan manajemen pendidikan berbasll
sekolah. Masyarakat adalah variabel yang akan memberikan real
dan respon secara langsung jika terjadi perubahan di sektor
pendidikan.

Reaksi dan respon masyarakat itu terjadi, disebabkan kareng
masyarakat adalah stakeholders pendidikan. Stakeholders pendidikan
adalah kelompok atau masyarakat yang membutuhkan proses dan
hasil penyelenggaraan pendidikan. Perubahan yang terjadi dilingkungan
persekolahan, khususnya dalam sistem penyelenggaraan sekolah, mau -
tidak mau harus melibatkan masyarakat secara aktif tetapi secara
proporsional.

Dalam konteks manajemen pendidikan berbasis sekolah, terdapal
berbagai cara melibatkan masyarakat baik secara aktif maupun pro-
aktif. Cara-cara yang dilakukan untuk melibatkan masyarakat antara
lain melalui:

(1) menghimpun masyarakat yang peduli dengan pendidikan melalui
Komite Sekolah,

(2) memilih dan menentukan anggota Komite Sekolah yang memiliki
pandangan yang luas tentang pendidikan,

(3) menjadikan Komite Sekolah sebagai tempat masyarakat
berhimpun, memberikan masukan dan bantuan baik yang bersifat
material atau apa saja yang memungkinkan semakin efektifnya
manajemen sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. : :
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(1) Setiap keputusan yang diambil manajemen sekolah dalam konteks
pelibatan masyarakat, dilakukan secara bersama-sama dengan
pengurus Komite Sekolah.

(h) Memberikan kesempatan kepada Komite Sekolah untuk mencari
dana, mitra dan berbagai kepentingan sekolah.

Sebelum manajemen pendidikan berbasis sekolah mulai
(lianjurkan dalam rangka mengimplementasikan otonomi daerah,
otonomi pendidikan, dan otonomi sekolah, masyarakat hampir
dikatakan tidak memiliki akses ke sekolah. Sekolah seolah-olah
menjadi sistem tertutup yang tidak peduli dengan apa keinginan
masyarakat, baik masyarakat sebagai peserta didik, sebagai orang
tua peserta didik, maupun dunia usaha yang membutuhkan tenaga
lerampil lulusan pendidikan persekolahan.

Dengan dianjurkannya penerapan manajemen pendidikan berbasis
sekolah, posisi masyarakat harus dilibatkan secara aktif sehingga
masvarakat memiliki kepedulian dengan dunia pendidikan khususnya
persekolahan dimana masyarakat itu sebagai pengguna jasanya. Hal
ini perlu dipelihara agar kepedulian itu dapat dimanfaatkan sekolah
dalam memenuhi berbagai kebutuhan operasional sekolah.

Namun, kepedulian masyarakat jangan hanya dilibatkan secara
berlebihan agar sekolah lebih leluasa menarik dana dari masyarakat.
Melibatkan masyarakat yang dimaksud disini adalah pelibatan yang
bersifat proporsional, dalam rangka menjamin proses akuntabilitas
sekolah sebagai lembaga publik vang wajib memberikan kepuasan
kepada masyarakat dengan berorientasi kepada perilaku manajemen
yang fransparan .

Sekolah-sekolah seharusnya memanfaatkan Komite Sekolah
sebagai wadah masyarakat peduli sekolah. Masyarakat diharapkan
secara sungguh-sungguh memberikan masukan sesuai dengan
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kemampuannya. Tugas atau fungsi Komite Sekolah ad
memberikan bantuan kepada sekolah, bantuan itu merupakan @
tanggung jawab masyarakat terhadap sekolah.

Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan masyarakat masih bep
sederhana, seperti: (1) kesediaan memberikan bantuan
kewajiban yang harus dibayar, umpamanya dalam membay
kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, (2) membantu b
perayaan hari-hari besar agama dan negara, (3) bagi masyarakat i
memiliki usaha, memberikan bantuan sesuai dengan usahany
umpamanya meubeler (kursi, meja dan lemari).

Keterlibatan masyarakat melalui Komite Sekolah cukup alf
walaupun apa yang diberikan Komite Sekolah belumlah dapi
memenuhi seluruh kebutuhan sekolah. Pengurus Komite Sekolk |
diharapkan memantau perkembangan sekolah dan terlibat dalan
rapat-rapat pengambilan keputusan. Komite Sekolah dilibatkan dalan
kegiatan apapun, kecuali dalam hal ujian dan penentuan nilai. Kebijakan
sekolah melalui Komite Sekolah menjadi terbuka sehingga sebagal

pengurus Komite Sekolah, secara aktif berusaha sekuat tenaga
memberikan bantuan kepada sekolah.

Pelibatan masyarakat melalui Komite Sekolah merupakan salaly
satu aspek yang terus dipelihara sekolah-sekolah. Dengan adanya
keterlibatan ini, beban sekolah diharapkan akan semakin ringan
sehingga memungkinkan sekolah lebih konsentrasi dalam

melaksanakan manajemen sekolah terutama dalam melaksanakan
proses pembelajaran.

Di samping melalui Komite Sekolah, sekolah-sekolah juga
mencoba melakukan pendekatan dengan pengusaha. Hasilnya sampai
saat ini memang belumlah sebagaimana yang diharapkan, hanya saja
usaha-usaha pendekatan ini diyakini akan menghasilkan sesuatu yang
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Il dlari sekedar pemberian materi. Sekolah-sekolah menginginkan
wlanya kepercayaan dari masyarakat tertentu (pengusaha) agar

liyeclibilitas sekolah meningkat sehingga mengangkat derajat sekolah
il masyarakat.

[Jsaha sekolah yang mendekati para penguasa ac.ialah sesulatlu
yang baik. Namun sekolah juga harus memahami agar jangan terlalu
i w:.1 janfaatkan pengusaha hanya untuk memperoleh keuntungan ya{n}gl
Lersifat finansial semata, yang lebih penting adalah aga seko at‘
inendapat kepercayaan dari masyarakat yang pada akhirnyi .nan ri
sutlap sekolah dapat mengembangkan dirinya untuk kepentinga
sololah dan sekaligus kepentingan masyarakat.

Sekolah harus dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat
inelalui karya nyata, Karya nyata itu dapat dilihat dari program sekollgl;
yang menghasilkan lulusan bermutu, yaitu lt'ilusan yzjmg mleim iki
lemampuan dalam menyerap proses pembelajara-n fsehmgga ulusan
|lu sesuai dengan standar pencapaian tujuan pendidikan.

Selama ini mungkin masyarakat kecewa 'dengan proses
manajemen pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Y%r;i
(likecewakan masyarakat selama itu adalah, lulusan sekolah ye%ng ti
memenuhi standar pencapaian tujuan pendidikan. Yang. d1m31;15ud
clengan standar pencapaian tujuan ini adalah kemampuan S{swa anl
memahami materi pembelajaran sekaligus kemampuan siswa dapa
mengikuti ujian dengan hasilyeng tinggi.

C. Mendorong Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Kuat

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, 'mar.1aj emen an}nlixéhka;
berbasis sekolah mensyaratkan agar kepemimpinan sekola dalaialfaan
ditegakkan dan memiliki kekuatan dalam mengarahkan, mengen: g
dan melakukan pembinaan terhadap sekolah. Tanpa adany
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kepemimpinan yang kuat dengan segala aspek yang ada didalamnya,
maka sekolah tidak mampu mencapai tujuan pelaksanaan manajemen
berbasis sekolah.

Kepemimpinan dalam konteks manajemen pendidikan berbasis
sekolah, merupakan tema sentral yang tidak dapat ditawar-tawar, ia
merupakan keharusan. Tidaklah mudah untuk menemukan kepala
sekolah yang sesuai dengan konsep dasar manajemen pendidikan
berbasis sekolah. Kepemimpinan dalam konteks pengimplementasian
manajemen pendidikan berbasis sekolah, menjadi sesuatu yang krusial.
Justru kepemimpinan kepala sekolah menjadi pilar utama agar
konsep-konsep MPBS itu dapat direalisir.

Kepala sekolah yang dibutuhkan untuk merealisir manajemen
pendidikan berbasis sekolah adalah yang: (1) memiliki kemauan yang
kuat untuk melakukan perubahan, (2) menyadari bahwa perubahan
adalah merupakan keharusan, (3) berpandangan bahwa sekolah
adalah lembaga publik yang memiliki akuntabilitas dan transparansi,
(4) memahami arah kebijakan pendidikan secara nasional, (5) menmiliki
keterampilan untuk mengatasi permasalahan proses pembelajaran,
(6) dapat melakukan interaksi yang positif dengan dunia usaha dalam
upaya mencari dana untuk kepentingan sekolah, dan lain sebagainya,
(7) memiliki visi yang konkrit tentang implikasi pendidikan bagi
masyarakat, (8) menyadari bahwa masyarakat adalah mitra dan
memberikan akses ke sekolah, dan lainnya.

Item-item yang melekat dalam diri kepala sekolah di atas adalah
suatu hal yang tak dapat diabaikan dalam rangka memudahkan
manajemen sekolah mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks
implementasi manajemen pendidikan berbasis sekolah, terdapat
beberapa prosedur yang harus dilalui kepala sekolah, antara lain:
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1. Kepala sekolah haruslah diangkat dan dipilih oleh masyarakat
melalui Komite Sekolah.

2. adanya penghargaan terhadap kepala sekolah sesuai dengan
prestasi yang dicapainya.

3. kepala sekolah yang tidak berprestasi, diberhentikan melalui
prosedur baku.

4. kepala sekolah harus mendapat pelatihan yang terus-menerus,
agar kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan
untuk dapat diterapkan secara aplikatif.

Kelemahan kepala sekolah dalam melaksanakan kepemimpinan
selama ini antara disebabkan oleh karena mereka tidak memiliki dasar
pelatihan yang kuat tentang kepemimpinan sebelum mereka dipercayakan
sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan. Situasi ini tentu saja tidak
kondusif bagi kepemimpinan sekolah yang akan menerapkan manajemen
pendidikan berbasis sekolah.

Kesulitan lain yang ditemukan dalam hal kepemimpinan kepala
sekolah, adalah karena kepala sekolah belum dapat melakukan
perubahan paradigma kepemimpinan yang sesuai dengan prinsip-
prinsip penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Mereka
pada umumnya masih mengalami kesulitan dalam menerapkan konsep
atau prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, yang
mensyaratkan perlunya kepala sekolah memahami konsep dasar
manajemen dan kepemimpinan.

Keadaan ini terjadi disebabkan oleh ketidaksiapan kepala sekolah
menerima perubahan yang begitu cepat dengan tuntutan yang cukup besar.
Selama ini kepala sekolah berada dalam kondisi yang tidak kondusif untuk

melaksanakan tugas kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah memiliki
otonomi yang terbatas, tidak sistematis menerima latihan kepemimpinan,
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dan kecil atau terbatasnya peran masyarakat dalam membantu
sekolah mengelola sekolahnya.

menjadi kepala sekolah, gamang atau gugup ketika diharus
melakukan perubahan, baik perubahan: (1) manajemen, 2) g
kepemimpinan, (3) pengambilan keputusan, (4) kerjasama tim,
keterbukaan dan demokrartisasi, (6) memelihara hubungan de
stakeholders pendidikan, (7) mengusahakan penarikan dana
masyarakat, dan lain sebagainya. y

kepala sekolah yang efektif dalam menerapkan manajemen pendidik
berbasis sekolah haruslah memiliki beberapa kriteria. Kriteria yang hal
dimiliki kepala sekolah antara lain:

1. Memiliki kemampuan untuk mengarahkan personil sekolall

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan mat
i,

pembelajaran.

2. Memiliki kesadaran tentang efisiensi waktu, sehingga selurul

pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

3. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan stakeholders
pendidikan, sehingga stakeholders berpartisipasi aktif dalart

mendukung pencapaian tujuan sekolah.

4. Memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan siapap
terutama personil sekolah, sehingga hubungan antar personil sekolaly

harmonis dan dinamnis dalam mencapai tujuan sekolah.

5. Mampu menciptakan kerjasama, baik dengan internal maupun
pihak eksternal sekolah. '

Strategi Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah

{, Berorientasi pada pencapaian tujuan (management by objective)

dengan melibatkan personil sekolah secara aktif.

! Memahami secara mendasar latar belakang peserta didik, sehingga

dapat memberikan masukan kepada guru untuk meningkatkan
efektifitas proses pembelajaran.

N Mempersiapkan diri untuk dapat melakukan perubahan dan

mengikuti perubahan agar tidak tertinggal dengan perubahan
melalui belajar sendiri, gemar membaca, seminar, diskusi dan

lainnya.

). Setiap saat menambah kompetensi kepemimpinannya baik secara

formal maupun informal, dengan tujuan agar dapat mengarahkan
personil sekolah mencapai tujuan secara bersama-sama.

[ 0. Memiliki kemampuan untuk berinterakasi dan berkomunikasi
sehingga dapat mempengaruhi siapa saja secara positif dalam
mendukung pencapaian kinerja sekolah.

Berbagai persyaratan ini pada dasarnya tidaklah sulit untuk
(lilaksanakan, yang sulit adalah merubah paradigma berpikir kepala
sekolah. Perubahan bukanlah sesuatu yang diluar sistem kehidupan
manusia dan organisasi. Perubahan menjadi bagian dari kehidupan
manusia dan juga bagi organisasi. Oleh karenanya, perubahan menjadi
bagian terpenting ketika seseorang dituntut untuk dapat melakukan
tugas kepemimpinan. Perubahan bersifat fungsional dalam sistem hidup
dan kehidupan manusia.

Penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolali, menuntut
adanya sistem kepemimpinan kepala sekolah yang dapat melakukan
perubahan ketika perubahan itu memang menjadi keharusan. Hanya
kepala sekolah yang dapat melakukan perubahan kepemimpinanlah
vang dapat menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah.

JLels)




Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah

Menjadi tanggung jawab semua pihak untuk menemukan kepall
sekolah yang dapat merealisir prinsip-prinsip manajemen pendidika
berbasis sekolah. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten da
Kota serta masyarakat melalui Komite Sekolah memiliki tangguy
jawab untuk menemukan sistem yang dapat menjaring kepala sekolall
vang sesuai dengan kebutuhan perubahan manajemen pendidika
persekolahan. Mencari kepala sekolah yang sesuai dengan perub
paradigma manajemen sekolah, adalah kerja pertama yang ha
dilakukan.

Upaya mencari calon kepala sekolah yang memiliki persyaratais
vang sesuai dengan kebutuhan penerapan pendidikan manajemey
berbasis sekolah, bukanlah pekerjaan mudah. Pemimpin itu ditempal
dan diciptakan, jadi ia bukan terjadi begitu saja. Oleh karenanya,
walaupun sampai saat ini persyaratan itu tidak terpenuhi secara utul;
upaya untuk mendorong agar setiap kepala sekolah meningkatkan
keterampilannya dilakukan agar kinerjanya meningkat. Terutama
dalam menajamkan intuisinya untuk melakukan perubahan manajemery
kepemimpinan di sekolah agar lebih efektif mencapai tujuan sekolah,

Pencapaian tujuan sekolah yang efektif, memerlukan kepala
sekolah yang kuat dan handal dalam memanfaatkan berbagai sumber
daya, baik sumber daya yang tersedia (sumber daya manusia dan
sumber daya fasilitas) maupun sumber daya potensial yang masih
berada di luar institusi sekolah. Pencapaian tujuan sekolah akan
tercapai jika sumber daya yang tersedia ditambah dengan sumber
daya luar sekolah (potensial), dapat diberdayakan secara maksimal
dan optimal.

Kepala sekolah dalam konteks penerapan manajemen pendidikan
berbasis sekolah, lebih dituntut sebagai seorang pemimpin. Yaitu orang:
vang melakukan tugas pengarahan dan pengendalian sehingga seluruh
personil sekolah terangsang dan sadar dan secara bersama-sama
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melakukan tindakan untuk mencapai tujuan sekolah. Walaupun dalam
konteks tertentu, adakalanya kepala sekolah itu dianggap sebagai
ketua maupun sebagai manajer dalam mencapai tujuan sekolah.

Sebagai ilustrasi, tabel berikut ini akan menjelaskan perbedaan
antara pimpinan, ketua dan manajer menurut Danim (2003:220),
sebagai berikut:

Dipilih dari calon yang
memenuhi sya rat
berdasarkan pengakuan
spontan dari anggota-
anggotanya

Terpilih karena sistern
dan bukan hasil
pengakuan spontan

Diperoleh melalui
pengangkatan

Sasaran

Bekerja untuk me
wujudkan sasaran yang

Bekerja untuk mewu
judkan target yang

Targetnya meraih keuntungan
materi atau kedudukan

bekerja dengan cara
melebur dan berbaur
dengan para

jpengikutnya

dimandatkan pemilih dipilih secara pribadi
dalam batas-batas
kepentingannya
Anggota Para anggota memilih Kita tidak dapat me Kita menyebut anggota-
pemimpin dan menjadi | ngatakan para bawa anggotanya scbagai pengikut
pengikutnya han sbg pengikut, atau bawahan
karena mereka tidak
menerima oto ritas
atasan berdasar kan
kemauan mereka
Otoritas Otoritas pimpinan Otoritas pimpinan Terkadang dipilih dari anggota
merupakan pilihan datang dari otoritas yang paling tua atau lebih senior
spontan dari pihak luar pemilih
anggota pemilih
Hubungan Scorang pemimpin Terdapat jurang dan Hubungan diatur oleh program-

jarak sosial yang
memang disengaja
antara kepala dengan

| Ibawahan

program (proyek-proyek) dan
terikat dengan pekerjaan

D. Proses Pengambilan Keputusan yang Demokratis

Salah satu aspek manajemen yang memiliki kedudukan strategis
adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan
suatu tindakan yang diambil setelah melakukan analisis terhadap
mudarat dan manfaat sebuah kebijakan. Pengambilan keputusan
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Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah

penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah, bertujuan agar
suimua pihak yang terlibat dalam keputusan itu menyadari konsekuensi
luglsnya.

dilakukan untuk melaksanakan kebijakan yang dianggap da
mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. g

Pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai proses
memilih satu diantara dua atu lebih alternatif yang tersedia, Ji
mengacu kepada definisi tersebut, maka pengambilan keputul
merupakan tindakan yang setiap saat dilakukan oleh manusia. I
sebagai individu maupun sebagai bagian dari organisasi @
komunitasnya. g

Menurut Robbins (1984:74) langkah-langkah membuat keputul
itu adalah: (1) memastikan perlunya membuat keputusan, ;“
mengidentifikasi kriteria keputusan, (3) menentukan bobot atau kit
keputusan, (4) membangun beberapa alternatif, (5) mengevaluasi al
menilai setiap alternatif, dan (6) memilih alternatif yang terbaik.

Pengambilan keputusan demokratis di tingkat sekolah menjadi
lnnggung jawab kepala sekolah, namun dalam mengambil keputusan
Ifi, kepala sekolah tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa
ndlanya musyawarah atau rapat dengan personil sekolah maupun
tlengan Komite Sekolah. Hal ini perlu dilakukan agar semua pihak
yang terkait memiliki tanggung jawab dengan kebijakan sekolah, sama-
suima melaksanakan keputusan itu dengan segala resikonya.

Namun demikian, bukan berarti semua keputusan haruslah
timusyawarahkan kepala sekolah dengan berbagai pihak. Hal-hal
ynng bersifat teknis, yang tidak terkait langsung dengan kepentingan
pengguna jasa pendidikan menjadi kewajiban kepala sekolah dan
personil untuk memutuskannya. Umpamanya, kepala sekolah harus
memberikan reward (imbalan atas keberhasilan pesonil sekolah dalam
melaksanakan tugas pokoknya) atau punishment (hukuman atau
jgunjaran) kepada personil sekolah yang nyata-nyata secara jelas
inelakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya
alaupun melanggar kode etik profesi tenaga kependidikan.

Proses penganitbiiam keputusan yang demokratis ini seharusnya
lubih dititikberatkan kepada pencapaian tujuan organisasi dan
Ininajemen pembelajaran. Upaya untuk mendapatkan keputusan yang
tlemokratis, tidaklah terlalu mudah dilaksanakan karena pada
umumnya kepala sekolah ingin mengambil keputusan yang cepat pada
snat itu juga. Hal inilah yang menjadi kendala. Oleh karena itu,
leputusan kepala sekolah bukan berarti otoriter. Kepala sekolah
atakalanya sering menghadapi keadaan yang harus mengambil
lieputusan yang cepat. Adakalanya keputusan itu efektif namun tidak
Jarang juga tidak efektif bahkan menjadi permasalahan baru di sekolah.

Mengacu kepada langkah-langkah tersebut, maka pengam bl
keputusan dalam organisasi tidak dapat dilakukan oleh seseoral
saja. la harus dilakukan oleh semua pihak yang ikut melaksana i
dan secara bersama-sama bertanggungjawab atas efektivif
keputusan yang diambil. Oleh karenanya, keputusan yang baik adal
keputusan yang diambil secara bersama-sama sehingga dapi
dipertanggungjawabkan secara bersama juga.

Manajemen pendidikan berbasis pendidikan sekolah adal
manjemen yang bersifat terbuka dan keputusan diambil berdasarlk
prinsip-prinsip demokratis. Prinsip demokratis dalam pengambil
keputusan seperti yang dimaksud adalah, kebijakan yang diam
secara bersama-sama setelah melakukan analisis tentang manfaat d
mudarat sebuah kebijakan berkaitan dengan eksistensi organisasl

Pengambilan keputusan demokratis harus menjadi tradisi ket
manajemen pendidikan berbasis sekolah diterapkan. Terciptar
pengambilan keputusan yang demokratis dalam kaitannya deng
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Personil sekolah pada umumnya tidak setuju dengan cara kepald:
sekolah yang mengambil keputusan sendiri tanpa dimusyawarahkafi
dengan mereka. Apalagi jika itu berkaitan dengan penilaian terhadap
siswa. Namun demikian, pada umumnya personil sekolah menoler I
jika keputusan yang diambil dalam hal-hal tertentu tidak perlu

dimusyawarahkan.

Pengambilan keputusan yang dimusyawarahkan akan lebih efektif
hasilnya, karena semua pihak ikut bertanggungjawab untul
mengamankan keputusan itu. Jika keputusan bersama itu tidak ses
dengan tujuannya, maka semua personil sekolah akan melakukal
evaluasi, dan biasanya keputusan dan evaluasi yang dilaksanakar
berdasarkan musyawarah akan lebih efektif dan tidak menimbulkat
konflik dilingkungan persekolahan.

Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan melibatkan semtl
pihak, adalah sebuah tuntutan yang mutlak harus dilakukan dalai
menerapkan manajermen pendidikan berbasis sekolah. Manajemel
pendidikan berbasis sekolah, sebagaimana istilahnya, adalal
manajemen yang dilaksanakan secara tim dengan melibatkan selurul
personil sekolah.

Sekolah-sekolah yang menerapkan manajemen pendidila
berbasis sekolah, pada saatnya nanti akan terbiasa mengaml
keputusan secara demokratis. Jtulah sebabnya sebagai pemegall
otoritas di sektor pendidikan di tingkat kabupaten dan kot
membiasakan diri mengambil keputusan demokratis sehing
persekolahan juga dapat menerapkannya. Pemegang otor [
pendidikan harus memiliki kesadaran betapa pentingnya pengambll
keputusan demokratis dilingkungan mereka.
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E. Bimbingan Proporsional dari Satuan Atasan

Pel

'1‘ekolaharl::nr;Z?lr:ﬂ?taubPegerapan manajemen pendidikan berbasis
i an bimbingan secara terus
atas ; o menerus oleh sat
L:ert:n }zekolah (Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten dan ;;2
i)ersek i:;‘matan). Bimbingan ini dilakukan untuk memudahkan
§ olol a}? it & melak‘lk‘fm perubahan dalam manajemennya. Sekolah-

itu walau bagaimanapun masih mengalami masa perubahan

dari pola atau si
stem yang bersifat hirarkis bi
at hira : g
Bl rkis birokratis menuju sistem

Pembi i
I:ungef]:inal'maan dilakukan secara proporsional dan tidak bersifat
lentang pf: Penuh_ Satuan atasan dalam hal ini perl mengemukakan
] sip-prinsip penerapan dan k
dal : euntungan yang diperoleh
am pelaksanaan manajemen baru di persekolahan. Satuanpatas:n

n ]

. m;l'.mdakan ini perlu dilakukan untuk menjamin terselenggaranya
il ;zn:)en 1sezkolah yang memberikan akses kepada siapa saja yagg
) erkepentingan terhadap sekolah i i
dllakukan tidak secara hirarki Gearlirlote (i Ll
a hirarkis birokratis, tetapi lebih di
g _ S¢! _ : pi lebih ditek
:t': pada alc(:hsk}isrdtskua tentang perubahan yang begitu1 ze?;lkadn'
nsyarakat. Implikasi dari perubahan i -
n itu adalah semakin b
:::’Il:!l,ltan masyarakat agar sekolah lebih efektif dalam mjrii;nyé
E ‘.mnya. Pdeida fsaat yang bersamaan sekolah harus mampu men egal
& -mle)ani linginkan stakeholders pendidikan sehingga selzolafl
(7] i :
wimhﬁridan E.ikses kepada siapa saja terhadap berbagai kebijakan
ah, dan tidak ragu menerima masukan dari masyarakat
Rirmbinagan) st pormbin S B UHLS -
! 1 .fﬂﬂ&ﬁlyﬁﬁﬁﬁdﬁﬁﬁ?&ﬁ“w)"’ silan _alasan
nnl-dr; lain adalah agar tidak terjadi lagi 'kezﬁrgﬂzir%?na&ﬁgk
persekolahan terhadap satuan atasan sebagaimana yang terjadi
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selama ini, Dengan diterapkannya manajemen pendidikan berl
sekolah, seharusnya satuan atasan menganggap persekolahan sl
unit terpenting dalam mencapai atau merealisir tujuan pendidi
Satuan atasan jangan lagi menganggap persekolahan seb
pelaksana kegiatan dinas pendidikan.

Persekolahan adalah pendidikan yang dilembagakan yang {;-u
otoritas yang kuat sebagai pelaksana proses pembelajaran, dan bul
lembaga bawahan atau pelaksana dari dinas pendidikan. Paradlg
ini harus berubah sejalan dengan diterapkannya paradigma b
pendidikan nasional. Sekolah adalah lembaga independen Vil
memiliki otoritas atau kewenangan melakukan dan melaksa
tujuan pendidikan nasional. Kesadaran ini harus tertanam ch}aJ
dinas pendidikan.

Jika kesadaran ini tertanam, maka patut diduga ketidak-efekti
prinsip-prinsip penerapan manajemen pendidikan berbasis sekol |

1. bersikap terbuka, tidak memaksakan kehendak, bertindak seb"
fasilitator dan menciptakan suasana demokratis

kekeluargaan,

2. menjadikan sekolah sebagai organisasi terbuka, sehingga sz‘_"
holders dapat mengakses sekolah secara proporsional,

3.  mengembangkan kebiasaan berdiskusi secara terbuka dikalangaf

mau mendengarkan pendapat masyarakat secara terbuka,

4. mendorong para guru untuk mengambil keputusan yang baik
menaati keputusan yang telah ditetapkan secara bersama.
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tenaga kependidikan masih belum utuh untuk menyadari bahwa
peserta didik memiliki keunikan antara satu dengan lainnya.

menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam mencapai tujuan
pendidikan persekolahan.

Sampai saat ini memang terindikasi bahwa sekolah belum

menerapkan beberapa hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan
imanajemen pendidikan berbasis sekolah, umpamanya hal-hal yang
belum dilakukan sekolah sebagai tradisi baru dalam konteks inovasi
inanajemen persekolahan antara lain:

Sekolah belum melakukan evaluasi diri untuk mengetahui
kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (analisis SWOT)
yang sedang dan akan dialaminya.

Belum semua sekolah dapat mengidentifikasi kebutuhannya baik
dalam jangka menengah dan panjang. Sekolah hanya dapat
mengidentifikasi dalam jangka pendek, hal itupun tidak dalam
konteks kebutuhan strategis.

Sekolah tidak dapat merumuskan visi dan misi yang sesuai dengan
karakteristik sekolah dan tujuan pencapaian sekolah.

Sekolah belum dapat mencari dana sendiri sesuai dengan
kebutuhannya dan cenderung masih memiliki ketergantungan yang
cukup bersar dengan dinas pendidikan.

Sekolah tidak menjadikan evaluasi program sebagai sebuah
kebiasaan untuk dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Sekolah masih mengalami kesulitan untuk menentukan program
selanjutnya sebagai bagian dari prinsip kesinambungan program.

Sekolah masih mengalami kesulitan untuk memenuhi sumber daya
yang sesuai dengan kebutuhan, terutama kebutuhan terhadap
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sumber daya manusia yang memiliki tugas sebagai fen
kependidikan.

8. Manajemen pendidikan berbasis sekolah masih diartikan sec
sempit. Sekolah masih menganggap bahwa manajemen sekel
memang telah mandiri tetapi sekolah tetap menginginkan surmb
dana yang penuh dari satuan atasan untuk melaksanakan selu
program yang telah ditentukan.

Berbagai kesulitan diatas adalah permasalahan yang bersl|
faktual dilingkungan persekolahan. Permasalahan diatas adal
permasalahan yang berhasil direkam dilingkungan persekolal
secara umum. Oleh karenanya, proses pembinaan secara teril
menerus dilakukan agar sekolah-sekolah itu dapat secara perlahi
tetapi pasti, melepaskan diri dari berbagai permasalahan yang secar
manajerial mengganggu tujuan pencapaian sekolah, terutama ketili
sekolah dianjurkan untuk menerapkan konsep manajemen pendidila
berbasis sekolah.

F. Sekolah Didorong untuk Memiliki Transparansi
dan Akuntabilitas

Prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip yang
harus dimiliki setiap lembaga publik. Sekolah merupakan lembaga
publik yang memberikan layanan kepada pelanggan atau pengguna
jasanya. Layanan yang diberikan harus didasarkan kepada terciptanya
kepuasan publik sebagai pelanggan. Sebagai lembaga publik, sekolaly
wajib untuk memuaskan pelanggannya secara terus menerus. Sekolaly

yang memuaskan pelanggan merupakan wujud akuntabilitas dan':

kredibilitas dihadapan pelanggannya. 3
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Transparansi dapat diartikan sebagai upaya sekolah yang
jnenganut keterbukaan dalam manajemen organisasinya. Sedangkan
uliintabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban
wlolah dalam merealisir programnya dan program itu dapat
(lipertanggungjawabkan kepada publik yang memanfaatkan seluruh
[nsin-jasanya.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas di sekolah-sekolah secara
umum masih sulit terukur secara konkrit jika diukur dalam konteks
ininajemen pendidikan berbasis sekolah. Kedua prinsip ini merupakan
higian dari upaya untuk mendorong sekolah agar secara terus-menerus
inelakukan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar
linerja lembaga pemerintah.

Bentuk transparansi yang dilakukan manajemen sekolah adalah
sllkap sekolah yang terbuka dalam melaporkan program sekolah dan
slstem penilaian atau evaluasi yang dilakukan secara objektif.
Sedangkan bentuk akuntabilitas sekolah kepada masyarakat, dilakukan
melalui usaha sekolah agar tujuan pembelajaran baik berdasarkan
lijuan nasional, tujuan lembaga dan tujuan kurikuler, tercapai dengan
nebaik-baiknya.

Manajemen pendidikan berbasis sekolah mensyaratkan agar
setiap sekolah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kedua
prinsip ini menjadi kelengkapan sekolah yang menerapkan manajemen
pendidikan berbasis sekolah. Sekolah-sekolah didorong untuk
menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemennya.

Namun demikian, dalam kenyataannya kedua prinsip itu tidaklah
secara utuh dapat dilaksanakan. Adapun penyebab mengapa kedua
prinsip itu tidak dapat dilaksanakan, karena persekolahan selama ini
dianggap hanya sebagai lembaga pelaksana berbagai kebijakan di
sektor pendidikan, Persekolahan jauh dari sistem terbuka dan
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demokratis. Apalagi ada anggapan yang terjadi secafa fakt-
jangankan sekolah-sekolah, instansi lain (instansi pemerintah) saf

jika perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) berhasil di K
dan tidak tumbuh dalam manajemen pemerintahan. Karena i
sungguhlah tepat jika korupsi, kolusi dan nepotisn.le d
manajemen pemerintah menjadi prioritas utama untuk disingkirk
Jika perilaku itu berhasil dikikis sedemikian rupa, maka ppr
transparansi dan akuntabilitas akan terjamin pelaksanaannya
lembaga-lembaga lainnya. o

Manajemen pendidikan berbasis sekolah, adalah manajem.en'_
mengutamakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. |
karenanya, ketika manajemen ini diterapkan di sekolah, ia se .
otomatis akan mengikis perilaku korupsi, kolusi dan nepotis :
Namun demikian, itu semua tergantung dari niat penyelenggara sekok
apakah memang memiliki kemauan untuk melakukannya. Jika hal:
tidak dilakukan, maka manajemen pendidikan berbasis sekolah &l
ditrerapkain. |

Sebagai pola baru dalam manajemen pfarsekolahan, s \-
sekolah pada dasarmya tidaklah asing dengan ist1la.h transparans| .
akuntabilitas. Hanva saja ketika keduanya harus diterapkan,
sebuah permasalahan yang memerlukan kesiapan sekol‘ah u

melakukannya. Kedua prinsip diatas terasa sulit untuk dlterg- )l
karena batasan istilah keduanya memiliki penafsiran yang l??r Yol
Ada yang berpandangan bahwa keterbukan atau transparansi it
memberikan kesulitan bagi manajemen sekolah, terutama dala m
mengambil keputusan.
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Namun demikian ada juga yang memaknai transparansi itu sebagai
upaya sekolah untuk lebih terbuka dalam memecahkan masalah dan
dlengan terpecahkannya masalah itu, maka berbagai pihak memiliki
kepercayaan terhadap sekolah. Sedangkan akuntabilitas cenderung
dimaknai sebagai upaya sekolah untuk dapat meningkatkan kinerjanya
sehingga lebih efektif dalam mencapai tujuan sekolah, dan dengan
clektifnya kinerja sekolah, maka sekolah telah menunjukkan
pertanggungjawabannya kepada masyarakat penggunanya.

Berbagai istilah baru setelah reformasi pendidikan, tidak membuat
semua pihak lebih nyaman dalam melaksanakan tugas manajemen
(lan kepemimpinan sekolah. Situasi ini secara perlahan harus dapat
dieleminir sehingga budaya baru dipersekolahan dapat diciptakan.
Budaya baru itu adalah adanya sikap cenderung untuk lebih transparan

tlalam manajemennya dan berorientasi pada peningkatan akuntabilitas
Organisasi.

Berdasarkan pandangan itu, sekolah-sekolah pada dasarnya
tidaklah begitu nyaman dengan istilah-istilah tersebut. Walaupun harus
tlisadari istilah-istilah itu adalah sebuah istilah vang dapat memberikan
dorongan kepada setiap sekolah untuk dapat meningkatkan
kinerjanya. Istilah yang digunakan memang bukanlah istilah yang
sebelumnya akrab atau familiar dengan dunia pendidikan. Istilah ini
Ierupakan isu baru disebabkan karena dunia pendidikan secara
langsung atau tidak langsung ikut dalam arus globalisasi. Suatu arus
yang menjadi fenomena baru, dan dunia pendidikan tidak boleh
lurpinggirkan oleh arus baru yang cukup deras itu.

Perubahan yang cukup deras dalam memuaskan pelanggan
hulkolah inilah yang menyebabkan berbagai prinsip yang sebelumnya
lldak akrab dengan dunia pendidikan, menjadi akrab dan diterapkan
tnlam dunia pendidikan. Manajemen pendidikan berbasis sekolah
flemang mengharuskan prinsip transparansi dan akuntabilitas
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diberlakukan dalam manajemen persekolahan. Kedua prinsip il
merupakan indikator keberhasilan penerapan manjemen baru itu, -

Dunia pendidikan menjadi sistem yang terbuka, dituntut unt 1l
transparan serta akuntabel agar dapat memuaskan para
pelanggannya. Oleh karena itu, dorongan yang diberikan terhadap
sekolah-sekolah untuk menerapkan prinsip transparansi dan
akuntabilitas, adalah bagian dari penerapan manajemen pendidikan
berbasis sekolah.

G. Diarahkan untuk Pencapaian Kinerja Sekolah

Kinerja sekolah adalah kinerja pendidikan, kineja pendidikan
adalah pencapaian tujuan pendidikan yang berlangsung di sekolah.
Kinerja sekolah akan tercapai jika seluruh sumber daya yang acla';;
baik sumber daya yang tersedia (sumber daya manusia dan sumbexf;l
daya fasilitas), maupun sumber daya yang belum menjadi bagian inte=
gral dari kepemilikan sekolah. Sumber daya yang tersedia harus
dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sekolah. Tujuan pencapaian
sekolah merupakan tujuan akhir dalam serangkaian tujuan pendidikan,
yaitu menciptakan manajemen pembelajaran yang sesuai dengan
tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat adalah tuntutan pelanggan
yang harus terpenuhi apa yang diinginkannya dari sekolah.

Kinerja sekolah dicapai dengan pelaksanaan manajemen sekolah,
yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan
melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang telah
diselenggarakan. Setiap sekolah harus memiliki upaya strategis dan
berorientasi kepada pencapaian kinerja sekolah. Sekolah secara terus
menerus dan tidak bosan-bosannya harus mengarahkan dirinya
mencapai kinerja yang tinggi. ‘
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Dorongan ini perlu dilakukan agar setiap sekolah tidak lengah
(lalam mencapai tujuan pendidikan. Jika sekolah lengah maka bukan
hanya tujuan pendidikan di sekolah itu saja yang tidak tercapai secara
manajerial, tetapi berimplikasi kepada mutu lulusan yang tidak sesuai
dengan yang diharapkan, baik oleh sekolah maupun masyarakatnya.

Pencapaian kinerja sekolah akan berhasil jika seluruh perangkat
sekolah memahami tugas pokoknya masing-masing. Personil sekolah
di sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi,
serta didukung oleh penjaga sekolah dan pengawas sekolah. Semua
personil ini seharusnya dapat melaksanakan tugas pokoknya, dan
menciptakan sinerji sehingga keberhasilan tugas berlangsung secara
efektif. Efektivitas pencapaian tujuan sekolah akan berimplikasi kepada
produktivitas sekolah sebagai organisasi pendidikan.

Kinerja sekolah dalam konteks manajemen sekolah secara umum
meliputi hal-hal berikut: (1) kinerja kurikulum dan program pengajaran,
(2) kinerja tenaga kependidikan, (3) kinerja kesiswaan, (4) kinerja
keuangan dan pembiayaan, (4) kinerja sarana dan prasarana
pendidikan, (5) kinerja hubungan sekolah dengan masyarakat, dan (6)
kinerja layanan khusus.

Keenam kinerja diatas adalah kinerja yang lazim dilaksanakan
oleh sekolah. Keenamnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam
kehidupan sekolah. Seluruh sekolah dalam operasional
manajemennya melaksanakan kinerja itu sesuai dengan prosedur tetap
yang telah dibakukan.

Dalam konteks penerapan manajemen pendidikan berbasis
sekolah, keenam kinerja itu tidaklah berubah. Yang berubah adalah
pola pelaksanaannya yang harus dilaksanakan secara demokratis,
transparan dan akuntabel dihadapan para pengguna jasa pendidikan
sekolah. Manajemen pendidikan berbasis sekolah merupakan
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serangkaian manajemen yang dilaksanakan dengan melibatkan s
pihak yang memiliki kepentingan dengan dunia pendidikan.

Kelompok kepentingan itu lazim disebut dengan stakehold
pendidikan, stakeholdersitu ada yang bersifat internal dan ekste
Yang internal adalah personil sekolah (kepala sekolah, guru d
personil lainnya), sedangkan eksternal adalah pihak-pihak yang see
langsung tidak terkait dengan manajemen operasional sekol
seperti: orang tua peserta didik, dunia usaha dan industri, pemerinfl
dan lain sebagainya. '

Pihak eksternal inilah yang sangat berkepentingan dengi
pencapaian kinerja sekolah, sedangkan pihak internal adalah p hal
vang berusaha untuk mencapai tujuan kinerja sekolah. Kedua beli
pihak dalam konteks manajemen pendidikan berbasis sekola I
melakukan interaksi dan saling memanfaatkan dan membantu sec ar
proporsional agar pencapaian tujuan kinerja sekolah berhasil secatt

efelktif.

H. Sosialisasi Secara Terus Menerus

Setiap inovasi atau perubahan baru, akan mengalami kendalg

mencurigakan bahkan mendapat penolakan. Oleh karena itu, jika
perubahan akan dilakukan maka sosialisasi harus dilaksanakan seca

terus menerus.

Manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah manajeme_:
perubahan yang berdimensi luas karena melibatkan seluruh stake:
holders pendidikan. Efektivitas pencapaian suatu perubahan dalam:
organisasi pendidikan dianggap sebagai bagian dari organisasi
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pembelajaran. Adalah perlu untuk memperhatikan proses perubahan
ililingkungan organisasi pendidikan sebagai organisasi pembelajaran.
Hulaksana (2004:106) menggambarkan perubahan organisasi
pembelajaran itu sebagai berikut:

Mengelola
Transisi secara \
efektif Kreatifitas,
ambil-resiko &
pembelajaran
Tekanan ¥
internal & Menangani Tercapai peruba
rksternal pada > budaya han organisasi
perubahan DIgAIsasl dan
pembelajaran
1
Mengelola Memulihkan
Politik Harga diri dan
Organisasi / Kinerja

Manajemen pendidikan berbasis sekolah mendukung terciptanya
organisasi pembelajaran di persekolahan. Organisais pembelajaran
inilah yang mendorong setiap saat agar lembaga pendidikan dapat
memahami bahwa perubahan memang menjadi keharusan untuk
mendukung kinerja sekolah dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Manajemen pendidikan berbasis sekolah sebagaimana
dikernukalkan sebelumnya, masih dilaksanakan pada tingkat anjuran.
Pelaksanaannya belum menjadi sebuah keharusan yang mutlak |
sehingga jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan hukuman. Sampai
saat ini dapat dikatakan, bahwa penerapannya barulah pada tahap
sosialisasi sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi pendidikan dan

pemberian otonomi sekolah.
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Penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah yang sam
saat ini masih sebatas anjuran, perlu ditingkatkan menjadi sebu
keharusan. Oleh karenanya, sosialisasi secara terus menerus dilalul
agar setiap sekolah tidak asing dengan konsep dan penerapannyi

Sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus bertujuan aga
pada saatnya nanti ketika manajemen pendidikan berbasis sekolal
menjadi kebijakan yang mutlak harus dilaksanakan, sekolah-sekolal
itu tidak akan mengalami kendala yang berarti. Sosialisasi dilakulkais
melalui diskusi, pengarahan, rapat, pertemuan-pertemuan dan lalp

sebagainya. i

Disamping melakukan kegiatan itu (sosialisasi), semua pihak haru
menunjukkan sikap yang sama dan memperlakukan manajeman
sekolah berdasarkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan berbasis
sekolah. Tujuannya agar setiap sekolah dalam melaksanakan
programnya mengacu kepada pola manajemen pendidikan berbasis
sekolah.

Sosialisasi yang dilakukan dalam menerapkan manajemen
pendidikan berbasis sekolah dapat dilaksanakan melalui diskusi, rapat,
pertemuan informal, pengarahan dan pembinaan yang dilakukan
secara berkala tanpa memberikan tekanan yang dapat membuat
sekolah-sekolah akan melakukan penolakan. Sosialisasi ini diusahakan
secara aktif dan terukur sehingga terjadi perubahan yang signifikan
dalam manajemen persekolahan.

Sosialisasi akan efektif jika dilakukan ketika ada rapat,
pengarahan, pertemuan informal dengan menghadirkan satuan atasan
(Dinas Pendidikan Pengajaran Kabupaten atau Kota bahkan
Kecamatan). Walaupun harus diakui bahwa sosialiosasi ini akan
berhasil jika sekolah menerapkan manajemen pendidikan berbasis
sekolah mendapatkan rewardyang bermanfaat bagi sekolah itu.
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Imbalan itu umpamanya dalam bentuk penambahan fasilitas
sckolah, seperti sumber belajar, lemari, kursi dan meja guru, dan lain
sebagainya sehingga sekolah lebih terdorong dan meningkatkan
usahanya melaksanakan manajemen pendidikan berbasis sekolah.
Sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus akan mengkondisikan
lerciptanya suasana yang kondusif bagi terlaksananya manajemen
pendidikan berbasis sekolah. Sosialisasi yang dilakukan memang masih
terkendala oleh budaya hirarkis yang belum hilang dalam kultur
persekolahan.

Sosialisasi sepertinya adalah kata kunci bagi keberhasilan
penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah secara utuh di
sekolah-sekolah. Sosialisasi yang dilakukan disekolah-sekolah sudah
memadai. Hanya saja sekolah-sekolah masih melihat bahwa
manajemen pendidikan berbasis sekolah yang akan diterapkan itu
masih belum utuh wujudnya. Sekolah masih mencari format efektif
dalam menerapkannya.

Kepala sekolah menganggap positif apa yang dilakukan dalam
mensosialisasikan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Tetapi
mereka juga melihat, bahwa prinsip-prinsip itu belum secara
konsekuen diterapkan oleh satuan atasannya (Dinas Pendidikan dan
Pengajaran). Seharusnya mereka lebih dahulu yang menerapkannya,
terutama dalam pengambilan keputusan terhadap program pendidikan.
Kepala sekolah masih melihat bahwa Dinas Pendidikan dan

siap melaksanakannya. Namun Kepala Sekolah juga menyadari,
bahwa situasi ini disebabkan karena belum terbiasanya organisasi
pendidikan menyelenggarakan manajemen pendidikan yang
berorientasi kepada manajemen inovatif seperti yang diinginkan oleh
manajemen pendidikan berbasis sekolah.
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Berbagai kendala memang dihadapi semua pihak, bukan han
sekolah saja tetapi juga satuan atasannya seperti Dinas Pendidiki

Pada tataran sosialisasi, kekurangan dan kelemahan memill
manfaat tersendiri, hal itu yang akan menjadi alat evaluasi untul
menentukan langkah selanjutnya sehingga ditemukan format efelf
dan ideal dalam pelaksanaan yang sebenarnya. Sosialisasi aka
memberikan kesempatan kepada penyelenggara pendidikan untu
memperoleh informasi seberapa jauh ide perubahan manajem
pendidikan dapat diterima, baik oleh persekolahan maupun olel
masyarakat. 4

Pada sisi yang lain, sosialisasi akan menemukan sesuatu y":
baru yang bersifat teknis untuk menentukan langkah-langkah tertentu
vang dianggap sesuai dengan kepentingan adanya perubahan yang

sedang ditawarkan kepada dunia pendidikan.r]
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PERUBAHAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
DALAM KONTEKS MANAJEMEN PENDIDIKAN
BERBASIS SEKOLAH

A. Perubahan sebagai Fenomena

Perubahan, perubahan dan perubahan. Itulah terminologi yang fa-
miliar ditelinga kita, ketika reformasi menjadi sebuah isu. Perubahan dalam
hal ini dapat diartikan sebagai transformasi dari suatu keadaan ke keadaan
lain yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman atau
kurun waktu. Perubahan mengindikasikan adanya suatu keadaan yang
lazim atau biasa berlaku secara normatif dan struktural, namun seiring
dengan adanya tuntutan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari
kelaziman itu karena dianggap tidak lagi sesuai, maka kelaziman atau
kebiasaan itu ditukar dengan kebiasaan baru yang dianggap akan lebih
meningkatkan efektivitas kelaziman atau kebiasaan itu.

Pertukaran dari kelaziman lama menjadi adanya kelaziman baru
itulah yang selalu disebut dengan perubahan. Perubahan merupakan
tuntutan seiring dengan semakin meningkatnya pemahaman manusia
tentang arti atau makna hidup dan kehidupannya. Perubahan bersifat
fungsional dalam sistem hidup dan kehidupan manusia. Sebuah kredo
yang kerap diucapkan oleh manusia, bahwa tidak ada yang abadi
dalam kehidupan manusia, kecuali perubahan.
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Adalah suatu contoh yang cukup positif dan objektif, baly
manajemen Jepang menganut prinsip perubahan atau yang bii
disebut dengan kaizen. Kaizen merupakan filosofi hidup orang Jepary
mereka memiliki filosofi yang mendasar tentang hakikat kehidup
manusia. Filosoli kaizen mengajarkan bahwa kehidupan manug
setiap saat harus berubah, filosofi ini ternyata mempengaruhi kinat
bangsa Jepang sehingga mereka dikenal sebagai bangsa yang kreal
dan inovatif. Bagi bangsa Jepang, jika seseorang atau sebuah komni{i
tidak melakukan perubahan, maka mereka pada dasarnya tidaklal
hidup.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, ketika reformasi bergul
sebagai isu perlunya melakukan perubahan, telah muncul kesadarai
untuk melakukan perubahan dari masa lalu menuju masa depan yarj
lebih baik. Disepakati bahwa reformasi adalah untuk “menjempul
masa depan”. Masa depan tidak dapat dibiarkan datang sendiri, tetapl
ia “dijemput”. Penjemputan masa depan itu dilakukan melalui reformas
di segala bidang sehingga mempengaruhi sistem hidup dan kehidupan,

|

Perubahan yang diinginkan tidak sekedar perubahan yang bersifal
parsial, yaitu perubahan yang hanya sepotong-sepotong atau pada
sektor-sektor tertentu saja, tetapi perubahan yang diinginkan adalaly
perubahan menyeluruh yang menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan yang demikian
ini oleh Reigeluth dan Garfinkle (1994) disebut sebagai “perubahan
paradigma”. Perubahan paradigma tidak hanya menuntut perubahan
vang bersifat reformatif saja, tetapi cenderung memiliki dimensi
transformatif.

Setelah reformasi digulirkan sejak tahun 1998, isu perubahan
menjadi sesuatu yang krusial di Indonesia. Siapa saja se
membicarakan perubahan dan dalam konteks apapun istilal
perubahan harus dikemukakan. Semua orang percaya bahw
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"harapan itu akan muncul jika dilakukan perubahan, atau sebaliknya
bahwa perubahan itu akan membawa harapan”. Apalagi dalam
konteks kepemimpinan. Semua orang jadi teringat apa yang
diungkapkan oleh Napoleon Bonaparte, bahwa seorang pemimpin
ndalah orang yang mampu menjual harapan. Oleh karena itu, harapan
hanya akan lahir jika seorang pemimpin melakukan perubahan. Calon
pemimpin yang dapat menjual isu perubahanlah yang menjadi pilihan
masyarakat.

Seiring dengan bergulirnya isu perubahan sebagai fenomena
tlalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, telah
lerjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap aspek-asopek
lehidupan manusia Indonesia, khususnya di sektor dunia usaha. Dalam
konteks dunia usaha, telah terjadi percepatan yang luar biasa terhadap
[su perubahan. Percepatan itu disebabkan oleh karena lingkungan
baru dunia bisnis yang begitu ketat dengan persaingan. Dunia usaha
adalah dunia persaingan, yang jika terlambat mengantisipasi
persaingan maka dunia usaha akan mengalami kesulitan
mengembangkan usaha-usahanya.

Sebagai ilustrasi akan dikemukakan bahwa isu perubahan yang
terjadi dalam dunia usaha di era pemerintahan Soeharto dan pasca
Soeharto, seperti yang dikemukakan oleh Kasali (2005:8-9), sebagai
berikut:
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cics An
Politik 0 Dikendalikan melalui 3 partai besar dan |1 Kehendak rakyat, multi partai, ko
ada sngle majority antarpartai
2 Kekuasaan dikuasai oleh cksekutif. O Kekuasaan seimbang eksekutif legil
[0 Pemerintahan terpusat 0 Pemerintah pusat membagi keku
dengan pemerintah daerah

Ekonomi [0 Anti persaingan/persaingan dianggap |1 Persaingan bebas, dari dalam dan
bertentangan dengan Pancasila dan negeri
UuD 1945 0 Pelaku terbuka luas, cenderung

[ Pengendalian jumlzh para pelaku usaha, | berbasiskan UKM (Usaha Kecil d;
cenderung memunculkan usaha-usaha Menengah) ‘
besar (kongmelarasi) 0 Qutsourcing

0 Integrasi vertikal [0 Dominan peran masyarakat (seim

0 Dominan peran pemerintah (Makro makro-mikro ekonomi)
ckonomi dominan)

o |

Informasi D Dikendalikan negara (Informasi O Bergerak bebas (demolkratisasi
Assymietry) informast)

A Lembaga sensor pers [0 Tidak ada sensor pers, diselesai kan

[ Tidak bisa ditembus secara fisik melalui proses pengadilan

[ Dapat ditembus melalui teknologi
komunikasi (internet)

Sosial 0 Serikat pekerja adalah mitra pemerintah [0 Kebebasan berserikat, bahkan setiap.
(hanya 1 serikat pekerja). Praktis tidak badan usaha bebas memiliki beberapi
ada demo buruh, unjuk rasa atau organisasi serikat pekerja. Bebas
pemogokan melakukan unjuk rasa, mogok kerja,

[0 Komunitas-komunitas masyara kat dsb
dikendalikan oleh militer [0 Komunitas masyarakat punya pilthan

0 Pendidikan dikuasai negara, orientasi senchiri
pada harga murah (subsids) [0 Pendidikan persaingan bebas, pe

ngurangan subsidi, transformasi

Hukum [0 Dominan peran pemerintah 0 Peradilan bebas

O Isu-isu penting hukum hanya siapa yang {3 Tsu-isu penting:
menang dan siapa yang kalah Hak azasi manusia

Jender
Tanah rakyat
Pemutusan hubungan kerja
Pemberantasan korupsi dan
Lransparansi
Lingkungan hidup
Infrastruktur [0 Terbatas, tumbuh bertahap 0 Negara tak punya cukup biaya untuk
[0 Dominasi transportasi darat dan laut, memelihara dan membangun yang
tarif diatur pemerintah baru
0 Pemakaian transportasi udara
meningkat tajam, tanif bersaing bebas

Tekanan I1 Terbatas |0 Sangta kuat, karena pemberi pinjaman

Internasional semakin besar pertaruhannya

Persaingan Global 2 Masih terbatas Sangat dominan dan agresif
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Berbagai perubahan di atas dalam konteks dunia usaha,
imempengaruhi isu perubahan yang sedang terjadi saat ini. Perubahan
yang terjadi itu, membuka mata kita semua bahwa perubahan m.emang
sedang terjadi dalam bidang-bidang yang mempengaruhi kehldupr?m
masyarakat. Perubahan sepertinya memang telah menjadi ikon dunia.
Terutama perubahan dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa

(i Indonesia.

Isu perubahan inilah yang menyebabkan segala sesuatu dikejiﬂian
dengan perubahan. Apa saja dikaitkan dengan perubahan, sehingga
segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, ak.an
dianggap sebagai sesuatu yang tidak berubah. Begitu dahsyatnya isu
perubahan itu sehingga perubahan dianggap sebagai pengharap?n
yang mesti dapat direalisir sesuai dengan kepentingan siapa saja.
Perubahan adalah pengharapan baru, Maginn (2005:21) menyebutkan
bahwa “perubahan dan peluang berjalan beriringan. Perubahan dapa'tt
menjadikan anda bersinar. Tugas anda adalah mengenali hasil akhir
apa yang anda inginkan”.

Porubahan dilakukan adalah untuk mencari peluang yang lebih
baik dari keadaan sekarang. Perubahan bertujuan untuk menemukan
yang paling baik dari kondisi yang dihadapi saat ini. Tidak ada niat
melakukan perubahan selain bertujuan untuk menemukan hal yang
baru, vaitu hal yang memungkinkan untuk mencapai sesuatu dengan
cara yang lebih efekti.

Perubahan yang dilakukan adalah untuk pencerahan baik bagi
diri sendiri maupun bagi komunitasnya (organisasi). Tugas orang yang
melakukan perubahan adalah mengenali seberapa jauh pen{bahan
yang telah terjadi itu mencerahkan keadaannya jika dibandingkan
dengan masa lalu. Oleh karenanya, perubahan itu dilakukan adfilah
untuk menemukan sesuatu yang baru yang sesuai dengan keinginan
orang yang melakukan perubahan.
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Dalam konteks pendidikan yang berfungsi sebagai subsis
dalam sistem kehidupan manusia, pendidikan adalah upaya unls
melakukan perubahan. Walaupun dalam kenyataannya, bahwa sistel
pendidikan harus setiap saat dirubah agar efektivitas upaya perubal
berlangsung secara efektif sesuai dengan tujuan pendidikan flu
Pendidikan dan perubahan, perubahan dan pendidikan adalah separ|
mata uang dimana keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengaf
lainnya. Keduanya merupakan variabel yang menentukan keberhasilaf
peningkatan kualitas pencerahan. 7

dalam kehidupan manusia, kecuali pendidikan dan perubahan y

I

akan membuat hidup manusia tercerahkan. Pencerahan kehidupan
menemukan yang terbaik dalam dirinya pada kurun waktu tertentu,

B. Perubahan Pendidikan Persekolahan

Salah satu sektor yang dianggap memiliki kedudukan strategis
untuk melakukan perubahan adalah sektor pendidikan. Sektor
pendidikan menjadi salah satu sektor strategis dan menjadi skala
prioritas. Oleh karenanya, segala sesuatu yang berkaitan dengan
variabel-variabel yang terdapat dalam pendidikan, direformas
sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kurun waktu sekarang dan
yang akan datang. Berdasarkan hasil telaah yang mendalam, diketahu
bahwa salah satu sektor yang perlu direformasi pada variabel
pendidikan, adalah variabel manajemen. Variabel ini dianggap penting
mengingat keterpurukan pendidikan secara nasional, ditengarai berasal
dari variabel manajemen.
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FEducation in Indonesia: From Crisis to Recovery, tajuk laporan
Bank Dunia tanggal 23 September 1998 tentang pendidikan di Indo-
nesia. Menurut Bank Dunia kelemahan sistem penyelenggaraan
pendidikan nasional Indonesia berada pada dua tataran: Perfama,
komponen birokrasi pengelolaan pendidikan, kedua, komponen
pengelolaan sekolah. Kedua komponen ini dianggap lemah sehingga
mempengaruhi kinerja sekolah dalam upaya mencapai tujuan
pendidikan.

Beranjak dari laporan Bank Dunia tersebut, semakin jelaslah
bahwa manajemen merupakan variabel yang perlu direformasi dalam
sistem manajemen pendidikan nasional, khususnya di lembaga-
lembaga pendidikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan dan
memiliki otoritas untuk melakukan proses pembelajaran.

Reformasi manajemen pendidikan itu dilakukan dengan
menerapkan manajemen berbasis sekolah atau MBS di persekolahan.
Konsep ini merupakan adopsi dari School Based Management (SBM),
yang berdasarkan berbagai laporan dan bencmarking, temyata efektif
untuk meningkatkan pencapaian sistem manajemen pendidikan
persekolahan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan.

Strategi implementasi manajemen pendidikan berbasis sekolah
di laksanakan dengan beberapa langkah dan berlangsung secara
simultan. Langkah-langkah implementatif itu adalah: (1) pemberian
otonomi sekolah, (2) meningkatkan partisipasi aktif masyarkat, (3)
mendorong kepemimpinan sekolah yang kuat, (4) proses pengembilan
keputusan yang demokratis, (5) bimbingan yang proporsional dari
satuan atasan, (6) sekolah di dorong untuk memiliki transparansi dan
akuntabilitas, (7) diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah, dan (8)
melakukan sosialisasi secara terus menerus.
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Kedelapan langkah-langkah ini merupakan upaya yang diang
efektif untuk menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekal
Dan kedelapan langkah ini adalah bagian dari perubahan manajeiy
sekolah yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan &
kepuasan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan.

Pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekalfl
memerlukan adanya perhatian dari semua pihak, tidak hanya pil
sekolah tetapi juga masyarakat sebagai stakeholders pendidikaf
Sebagai stakeholders pendidikan, masyarakat yang aki
memanfaatkan produk pendidikan. Oleh karenanya, tanpa didukuy
oleh perhatian dan pemberian bantuan kepada dunia pendidikag
produk pendidikan akan lama menyesuaikan diri dalam melakuk
perubahan.

Ciri utama penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolaly
adalah pemberian otonomi kepada sekolah. Otonomi itu meliput
pemberian tugas, wewenang, tanggungjawab dan kekuasaan yang
besar kepada sekolah. Pemberian otonomi itu akan membuat sekolaly
lebih kreatif dan inovatif. Artinya, sekolah dapat melakukan
perubahan yang memungkinkannya lebih dinamis dalam
menyelenggarakan pendidikan.

Manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah manajemen
reformatif yang akan merubah pola berpikir dan cara bertindak. Jika
selama ini manajemen sekolah cenderung bersifat pasif karena
keterlibatan birokrasi pemerintah sangat ketat dan secara hirarkis
melakukan intervensi yang cukup besar kepada sekolah, dengan
diberlakukannya manajemen pendidikan berbasis sekolah, akan terjadi
perubahan-perubahan untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan |
pendidikan itu sendiri dan pasar sebagai pengguna jasa lembaga
pendidikan.
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Selama ini dunia pendidikan mengalami stagnasi yang cukup besar
dlan mempengaruhi efektivitas sekolah dalam mengelola diri sendiri.
Sekolah sepertinya tidak mampu melepaskan diri dari berbagai
keinginan dan kebutuhannya secara mendasar. Hal inilah yang
membelenggu berbagai potensi yang dimiliki sekolah. Potensi yang
terbelenggu itu membuat sekolah tidak kreatif dan inovatif secara
manajerial. Berbagai problem sekolah pada saat yang lalu menurut
Sagala (2004:8) adalah sebagai berikut:

1. Sekolah pada semua jenjang dan level diurus seadanya, kreativitas
dan inovatif tidak mendapat tempat yang layak karena bisa saja
inovatif dan kreativitas tersebut malah bertentangan dengan
pandangan pemegang kekuasaan.

9. Pihak sekolah menerima sarana dan prasarana pendidikan di
sekolah seadanya, tidak dapat memberikan masukan atau
komentar.

3. Guru bekerja tidak maksimal. Mereka bekerja hanya mementuhi
jam kerja sesuai yang dijadwalkan karena jika mereka bekerja
keras karir dan prestasinya tetap tidak jelas.

4. Ruang gerak lulusan sekolah jadi sempit karena kualitas seadanya.

Untuk mengatasi berbagai hal tersebut, penerapan manajemen
pendidikan berbasis sekolah mensyaratkan agar perlu kiranya.
meningkatkan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi
masyarakat, semakin mudah sekolah memenuhi kebutuhannya,
terutama dukungan biaya dari masyarakat melalui Komite Sekolah.
Masyarakat sebagai stakeholders pendidikan jangan sampai diabaikan,
karena masyarakat merupakan kekuatan utama dalam mendukung
program sekolalh.
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Penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah walaupun -
masih dalam taraf anjuran, telah mulai merubah pola berpikir jajaran
persekolahan. Perubahan ini sepertinya mulai memecahkan stagnasi
yang terjadi selama ini sehingga memunculkan corak baru dan adanya
keinginan untuk melakukan perubahan. Perubahan yang diinginkan
tentunya adalah perubahan dalam menentukan nasib sendiri serta
menginginkan adanya perubahan dalam perlakuan terhadap dirinya.

Walaupun harus diakui, bahwa perubahan yang diharapkan sesuai
dengan konsep manajemen pendidikan berbasis sekolah, belumlah
sebagaimana yang diharapkan. Perubahan yang terjadi masih sebatas
keinginan untuk berubah tetapi bagaimana bentuk perubahan,
bagaimana melaksanakan perubahan, bagaimana melihara perubahan
sebagai wujud peningkatan kinerja organisasi sekolah, belum menjadi
kultur atau habitat baru di lembaga pendidikan.

Menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Pengajaran pada
tingkat Kabupaten dan Kota, untuk melakukan sosialisasi secara terus
menerus dalam rangka memperkuat penerapan manajemen
pendidikan berbasis sekolah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk dan
wujud pertanggungjawabannya kepada masyarakat pengguna jasa
pendidikan. Berbagai upaya terus dilakukan sehingga prinsip-prinsip
manajemen pendidikan berbasis sekolah menjadi dinamika baru dalam
kehidupan organisasi sekolah.

C. Kepemimpinan Kondusif; Membentuk Citra Perubahan '

Kepala sekolah disyaratkan memiliki kemampuan mengorganisit
perubahan sekolah. Perubahan itu akan mempengaruhi sikap mauputi
perilaku personil atau individu yang ada di organisasi sekolah,
Perubahan memang tidak bisa dihindari dalam konteks meningkatkan
partisipasi seluruh personil yang ada di organisasi sekolah.
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Perubahan organisasional yang signifikan memiliki dampak besar
terhadap individu. Perubahan menciptakan tensi antara masa lalu dan
masa depan, antara stabilitas dan entah apa. Selain rasional bisnis,
logika, kreativitas, perencanaan, dan strategi yang berhubungan
dengan perubahan, tensi ini sampai pada individu yang melakukan
berbagai hal berbeda secara berbeda. Meminta orang mengubah sikap
demi tujuan organisasi akan otomatis menciptakan suatu reaksi
emosional (Maginn, 2005:3).

Upaya yang dilakukan dalam menerapkan manajemen berbasis
sekolah, dengan mendorong kepemimpinan kepala sekolah yang kuat
sehingga dapat merealisir seluruh tujuan pendidikan dan tujuan
sekolah. Selama ini justru dirasakan bahwa kepemimpinan kepala
sekolah, tidaklah begitu kuat dalam menjalankan organisasi sekolah.
Hal ini terjadi karena kepala sekolah dibayangi oleh kekuasaan satuan
atasannya, sehingga tidak memungkinkannya melakukan berbagai
tindakan tanpa seizin satuan atasan tersebut. Situasi ini mengakibatkan
kepala sekolah lebih bersifat pasif dari pada aktif dalam menjalankan
kepemimpinan persekolahan.

Pembinaan perlu dilakukan dalam konteks pelaksanaan
manajemen pendidikan berbasis sekolah. Pembinaan dilakukan dengan
mendorong kepala sekolah agar memanfaatkan potensi yang
dimilikinya, baik potensi diri maupun potensi organisasi (sekalah).
Potensirpotensi imilath yang alkam memunglinkam kepale selolath
memiliki keberanian dalam mengambil tindakan dan keputusan yang
dianggapnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sekolah
maupun masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan.

Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat akan dapat mengambil
dan menghargai keputusan yang demokratis. Proses pengambilan
keputusan yang demokratis adalah salah satu syarat untuk dapat
menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Sekolah
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demokratis adalah sekolah yang mengambil keputusan seca
demokratis pula. Hal ini perlu diterapkan, karena dalam manajerr
pendidikan berbasis sekolah, sekolah bukan lagi hanya milik sekolal
tetapi ia adalah bagian dari masyarakatnya yang berkepenting :
terhadap sekolah.

Pencapaian tujuan institusional menjadi tanggung jawal
kepemimpinan sekolah yang dilaksanakan oleh kepala sekolal
berserta seluruh sumber daya manusia lainnya yang ada di sekolaly,
Pemberdayaan sumber daya manusia yang tersedia itu, akan leb|
baik jika didukung oleh sumber daya fasilitas yang memadai yang sesual
dengan kebutuhan sekolah. Sumber daya fasilitas menjadikan
manajemen sekolah lebih efektif melaksanakan proses manajemer:
pembelajaran. '

Kepemimpinan kepala sekolah menjadi krusial jika manajemern
pendidikan berbasis sekolah diterapkan secara utuh. Kepemimpinan
dilingkungan persekolahan menentukan apakah tujuan sekolaly
tercapai atau tidak. Dalam konteks manajemen pendidikan berbasis
sekolah, kepemimpinan sekolah yang dibutuhkan adalah yang dapat
memaknai demokrasi sebagai bagian dari kultur sekolah, Kultur sekolah
harus berubah untuk dapat menerima berbagai akses vang masuk ke
sekolah. Akses inilah yang dituntut dalam pelaksanaan manajemern
pendidikan berbasis sekolah.

Akses masyarakat ke sekolah merupakan wujud dari
demokratisasi pendidikan, walaupun harus diingat bahwa akses
masyarakat itu hanya salah satu dan bukan satu-satunya wujud
demokratisasi pendidikan. Terdapat berbagai hal yang
mengindikasikan apakah suatu sekolah disebut demokratis atau tidak.

Beane dan Apple (1995:7) dalam Rosyada (2004:16)
mengemukakan berbagai hal yang harus dikembangkan
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kepemimpinan sekolah menuju sekolah demokratis:

1. Keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang
bisa menerima informasi seoptimal mungkin.

2. Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok
dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan
berbagai persoalan sekolah.

3. Menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses
penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, problem-problem dan
berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah.

4. Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain
dan terhadap persoalan-persoalan publik.

5.  Ada kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan hak-
hak minoritas.

6. Pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah
mencerminkan demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi
harus terus dikembangkan dan bisa membimbing keseluruhan
hidup manusia. !

Sekolah demokratis akan menuju kepada terciptanya sekolah
bermutu. Baik pada tingkat pendidikan dasar ataupun menengah.
Sekolah bermutu adalah sekolah yang dapat merealisir seluruh tujuan-
tujuan pendidikannya, baik tujuan manajerial, tujuan isntitusional
maupun tujuan kurikulernya. Namun yang pasti bahwa sekolah bermutu
adalah sekolah yang dapat imengembangkan potensi peserta didik
secara ideografik (bakat potensial) dan secara nomotetik (tujuan
pendidikan secara kelembagaan).

Umpamanya, Sekolah Dasar sebagai sekolah yang menjadi
tumpuan utama masyarakat untuk memulai mengembangkan bakat
dan kecerdasan peserta didik, mengharuskan setiap sekolah dasar
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menmiliki berbagai fasilitas untuk menjadikannya sebagai sekolah yan.g
bermutu. Tujuan dari pelaksanaan manajemen pendidikan berba:r,w
sekolah, khususnya sekolah dasar, adalah menjadikan sekolah itu
bermutu. Dikatakan bermutu jika sekolah itu memiliki beberapa
komponen penunjang.

Menurut Direktorat Pendidikan Dasar (Bafadal, 2003:20-21),
pendidikan dasar yang bermutu harus ditunjang oleh beberapa

komponen, yaitu manajemen yang bermutu, pengadaan dan

pemanfaatan buku dan sarana belajar yang bermutu, keberadaan fisik
dan penampilan sekolah yang bermutu, serta partisipasi masyarakat

yang tinggi.

Gambar 1
Komponen-komponen Sekolah Dasar yang Bermutu
2
Manajemen
3
Buku dan Sarana
Belajar
TR RS 3 SD B tu
Kegiatan Belajar igreat
Mengajar » Hasil Bermutu
h
4
Fisik Sckolah
5
Partisipasi
Masyarakat

Sumber: Direktorat Pendidikan Dasar, 2003.

Berbagai komponen itulah yang akan menunjang terciptanya
sekolah dasar yang bermutu. Dan jika ditelaah, ternyata kompone?-
komponen itu merupakan komponen yang berorientasi kepada pr.inSTp
pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Prinsip
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manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah bagaimana sekolah
berorientasi kepada mutu dengan memanfaatkan berbagai sumber
daya yang ada, baik sumber daya yang telah tersedia maupun yang
belum dikelola.

Berdasarkan hasil pengamatan dan benchmarking (studi
komparasi) yang dilakukan, ternyata dapat dikatakan bahwa sekolah
bermutu adalah sekolah yang proses manajerialnya sesuai dengan
prinsip-prinsip yang terkandung dalam manajemen pendidikan berbasis
sekolah. Oleh karenanya, tidak perlu ada keraguan untuk menerapkan
manajemen pendidikan persekolahan dilingkungan lembaga-lembaga
pendidikan.

Hanya saja, untuk mendukung terciptanya ke arah itu, diperlukan
kepemimpinan kepala sekolah yang dapat melakukan perubahan
dari manajemen konvensional (manajemen yang dianut selama ini)
menuju manajemen perubahan (manajemen pendidikan berbasis
sekolah). Manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah manajemen
pendidikan yang bersifat kreatif dan inovatif serta memberikan
harapan untuk terciptanya pencerahan pendidikan persekolahan.

D. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Motor
Instrumen Perubahan Manajemen Persekolahan

Manjemen pendidikan berbasis sekolah pada dasarnya adalah
reformasi manajemen di sekolah untuk meningkatkan mutu
pendidikan. Reformasi yang berlangsung di sekolah lebih berdimensi
kualitatif dari pada kuantitatif. Dimensi kualitatif yang dimaksud adalah
adanya political will untuk melakukan perubahan berdasarkan
kehendak subjektif, tanpa mengabaikan kondisi objektif.
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- Kehendak subjektif memang sulit mengukurnya, berbeda dengan
kondisi objektif yang dapat dilihat secara empirik sehingga memilili
indikator secara kuantitatif. Manajemen pendidikan berbasis sekola
sampai saat ini cenderung mengarah kepada kehendak subjektil
Kehendak subjektif itu akan efektif terealisir jika semua stakeholders
saling mendukung dan memberikan kontribusi signifikan tetapl
proporsional. Jika hal itu terjadi, maka implementasi manajemen
pendidikan berbasis sekolah akan dapat dilakukan secara kondusif,T

Manajemen pendidikan berbasis sekolah sebagai wujud
desentralisasi pendidikan dan pemberian otonomi kepada sekolah,
dalam pelaksanaannya lebih bersifat kualitatif dan tak terukur
secara matematis. Itulah sebabnya desentralisasi pendidikan secara
politis menuntut agar manajemen pendidikan berbasis sekolah yan
diterapkan di sekolah-sekolah, harus memberikan berbagai hj .
yang dapat mendukung terciptanya suasan kondusif bagi proses
manajerial di sekolah. '

Penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah membawa
implikasi yang cukup luas terhadap manajemen sekolah dan
manajemen pembelajaran. Dalam hal ini perlu dikemukakan pemikiran
Towsend (1997:215) dalam Abu-Duhou, (2002:128) tentang
penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah, yaitu: :

1. Peningkatan efektivitas keputusan berkaitan dengan kebijakan
pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun sistem.

2. Manajemen sekolah dan /eadership pendidikan yang meningkat.

3. Ketentuan penggunaan sumberdaya lebih efisien.

4. Kualitas pengajaran meningkat.

5. Pengembangan kurikulum yang lebih sesuai dengan tuntutan sosial
dan tenaga kerja dimasa mendatang; serta (mungkin sebagai fokus
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dari semua yang disebutkan di atas).
6. Menghasilkan outcomes (hasil) siswa yang meningkat.

Berbagai implikasi positif di atas tentu saja akan terjadi jika konsep
manajemen pendidikan berbasis sekolah, dapat direalisir secara efektif.
Oleh karenanya, ketika manajemen pendidikan berbasis sekolah
masih hanya sebatas anjuran untuk diterapkan dilingkungan
persekolahan, perlu dilakukan bimbingan yang proporsional dari
satuan atasan.

Untuk menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan prinsip
manajemen pendidikan berbasis sekolah, sekolah perlu mendapatkan
bimbingan yang proporsional dari satuan atasan. Bimbingan yang
diperlukan adalah sebatas untuk memberikan dorongan sehingga
sekolah tidak lagi terlalu terikat dengan intervensi satuan atasan itu.
Keterikatan itu selama ini bukan hanya dalam pengambilan keputusan
saja, tetapi juga menentukan berbagai kebijakan sekolah dalam
memperlakukan masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Situasi
itu tidak lagi kondusif untuk diterapkan, dan akan mendapat resistensi
yang kuat dari masyarakat.

Namun harus diakui bahwa tanpa adanya bimbingan dari satuan
atasan, akan terasa sulit bagi selolah-sekolah untuk menentukan apa
yang harus dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan
kepentingan masyarakat sebagai penggunanya. Oleh karenanya,
bimbingan merupakan sebuah proses untuk memudahkan sekolah
@@ vzptem e pmen perddiiamn hetbesiz sdiolkh.

Bimbingan dari satuan atasan (Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten atau Kota), akan semakin kuat dan kokoh jika sekolah
menerapkan sikap transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi
kepada masyarakatnya. Transparansi itu berkaitan dengan kemauan
sekolah untuk dapat lebih terbuka dan tidak menerapkan sistem
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tertutup dalam  berbagai hal, terutama dalam

mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan yang diperoleh dari

masyarakat.

Sekolah bukan lagi sebagai sistem tertutup yang tidak memiliki

kepedulian terhadap masyarakatnya. Sekolah sudah menjadi sistem
terbuka sehingga tidak ada lagi yang tersembunyi dan dapat
disembunyikan dari masyarakat yang menggunakan sekolah untuk
mengembangkan diri. Berkaitan dengan prinsip akuntablitas, setiap.

sekolah berusaha memberikan layanan yang memungkinkan

masyarakat merasa puas dengan kinerjanya.

Pencapaian kinerja sekolah dalam hal ini adalah agar seluruh
pencapaian tujuan sekolah yang merupakan bagian dari tujuan
pendidikan secara menyeluruh dapat dicapai. Kinerja sekolah dalam
konteks manajemen pendidikan berbasis sekolah, adalah kinerja
pendidikan secara universal, yaitu tercapainya kinerja pembelajaran
sehingga memungkinkan peserta didik dapat tumbuh dan berkembang

secara proporsional. Pada saat yang bersamaan anak tumbuh dan

berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara ideografik
dan nomotetik.

Langkah selanjutnya dalam menerapkan manajemen pendidikan
berbasis sekolah adalah melakukan sosialisasi secara terus menerus
dilingkungan persekolahan. Sosialisasi ini untuk mengefektitkan

pencapaian tujuan pendidikan. Proses sosialisasi penerapan
manajemen pendidikan berbasis sekolah, harus dilakukan dengan niat

pencapaian tujuan pendidikan secara efektif, yang nantinya akan
mempengaruhi mutu pendidikan.J
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APLIKASI EFEKTIF PENCAPAIAN
TUJUAN SEKOLAH

A. Implementasi Aplikatif Manajemen Pendidikan
Berbasis Sekolah

Manajemen pendidikan berbasis sekolah akan menjadi sekedar
wacana jika tidak diaplikasikan secara efektif di lembaga pendidikan,
Pewacanaan dianggap telah tuntas, langkah selanjutnya adalah
melakukan penerapan dengan segala konsekuen yang dapat
dipertanggungjawabkan. Perubahan manajemen dari vang bersifat
konvensional seperti selama ini, dianggap hanya membuang-buang
waktu tanpa memberikan solusi efektif menuju pencerahan
pendidikan.

Aplikasi inovasi manjemen pendidikan melalui penerapan
manajemen pendidikan berbasis sekolah, tidak hanya merupakan
bentuk atau wujud pola manajemen berdasarkan program sekolah,
tetapi telah melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat.
Komponen-komponen yang ada di masvarakat dalam hal ini adalah-
(1) orang tua peserta didik, (2) dunia usaha dan dunia kerja, (3)
perindustrian, dan (4) pemerintah.
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Seluruh komponen ini tidak bisa lagi melepaskan diri dari pré
gram pendidikan persekolahan, tetapi secara simultan ikut serta dalam
menentukan arah dunia pendidikan sehingga tidak ada lagi saling
menghujat jika produk pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhaty
komponen-komponen yang ada di masyarakat.

Dinamika baru dunia pendidikan, tidak menciptakan seluruly
komponen yang ada di masyarakat terbelah dalam kepentingan yang
tidak jelas. Seluruh komponen itu memiliki kepentingan yang sama
terhadap dunia pendidikan. Oleh karenanya, sekolah melalui strategl
implementasi aplikatif manajemen pendidikan berbasis sekolah, tidalt
boleh ditinggalkan sendirian dalam melaksanakan programnya. Seluruly |
komponen yang ada di masyarakat dilibatkan dan melibatkan diri secara
pro-aktif. Inilah wujud dunia pendidikan yang sebenamya, yaitu beranghkat
dari kehendak yang bersifat subjektif dengan memahami kondisi objelktif,

Strategi implementasi yang bersifat aplikatif terhadap manajemen
pendidikan berbasis sekolah dapat dilakukan dengan: (1) Pemberian
otonomi sekolah, (2) Merangsang masyarakat untuk berpartisipasl
aktif membantu sekolah, (3) Mendorong kepemimpinan sekolah yang
kuat, (4) Proses pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis, -
(5) Bimbingan dilakukan secara terus menerus oleh satuan atasan, (6)
Sekolah didorong untuk memiliki transparansi dan akuntabilitas
terhadap stakeholders, (7) Diarahkan untuk pencapaian tujuan
sekolah, dan (8) secara terus-menerus melakukan sosialisasi tentang
manajemen pendidikan berbasis sekolah.

Implementasi manajemen pendidikan berbasis sekolah melibatkan
komponen-komponen kinerja persekolahan yang meliputi berbagai
kinerja, seperti: (1) kinerja kurikulum dan program pengajaran, (2) kinerja
tenaga kependidikan, (3) kinerja kesiswaan, (4) kinerja keuangan dan
pembiayaan, (4) kinerja sarana dan prasarana pendidikan, (5) kinerja
hubungan sekolah dengan masyarakat, dan (6) kinerja layanan khusus.
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Penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah sebagai
inovasi baru dalam manajemen pendidikan secara nasional, tentu saja
memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Kekuatan yang
dimiliki persekolahan bersifat normatif, seperti dimilikinya rencana
strategis, yang disusun berdasarkan visi, misi dan nilai-nilai yang telah
ditetapkan. Kelemahan yang terdapat juga bersifat normatif, seperti:
(1) penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah masih bersifat
anjuran, (2) kontrol masyarakat belum memadai, (3) Komite Sekolah
belum mampu memberikan bantuan secara penuh.

Adapun peluang yang dihadapi persekolahan pada umumnya
diseputar: (1) pemberian otonomi sekolah dan otonomi kepala
sekolah, (3) isu globalisasi pendidikan, (4) demokratisasi dalam
pendidikan. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah: (1)
dilaksanakannya desentralisasi pendidikan, (2) adanya otonomi
sekolah, (3) semakin besarnya wewenang, kekuasaan dan
tanggungjawab kepala sekolah, (4) Pembiayaan pendidikan ditekankan
kepada usaha-usaha sekolah, (5) Mutu dalam proses dan hasil
pendidikan.

Berbagai kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang
ditemukan ketika persekolahan mengimplementasikan manajemen
pendidikan berbasis sekolah, tidak terlepas dari kesiapan sumber
daya manusia yang dimiliki persekolahan. Secara umum dapat
dikatakan bahwa sumber daya manusia yang tersedia, telah
memahami penting dan perlunya manajemen pendidikan berbasis
sekolah. Kesadaran dan keinginan untuk menyelenggarakan
manajemen pendidikan berbasis sekolah itu, disadari bukan sebagai
kepentingan sesaat tetapi merupakan kepentingan jangka panjang
menuju pendidikan yang tercerahkan dan mencerahkan.

Kesadaran dan kesiapan sumber daya pendidikan untuk
menyelenggarakan manajemen pendidikan berbasis sekolah, walaupun
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masih perlu disosialisasikan, telah menjadi fenomena baru dalam
sistem penyelenggaraan persekolahan. Pengelola sekolah, terutama
berstatus negeri telah berupaya melaksanakannya. Walau belum
semua personil sekolah (kepala sekolah, guru dan staf s:elfolah) seca::a
utuh memahami penting dan perlunya manajemen pendx?h‘ka.m be.rba51s
sekolah. Namun secara umum, personil sekolah memiliki kesiapan
untuk menerapkannya, terutama sekolah yang berstatus §w§sta yang
manajemen pengelolaannya memang telah menerapkan prinsip-prinsip
manajemen pendidikan berbasis sekolah.

B. Implikasi Efektif Pembaharuan Manajemen
Persekolahan

Kebijakan politik di sektor pendidikan tela.h menen'apatkan
manajemen pendidikan berbasis sekolah sebagai faltematlf c.i'alsm
mencapai efektivitas tujuan pendidikan secara nasn?nal. Kebijakan
pendidikan ini bersifat komprehensif, karena mehbat.kzlm semua
komponen masyarakat untuk pencapaian tujuan pend1d1‘kan y.ang
dilakukan melalui proses manajemen bermutu, yang hasilnya juga
dapat diprediksi menjadikan pendidikan sebagai proses dan produk

yang bermutu.

Manajemen pendidikan yang dilakukan melalui proses berm'ut’u,
memerlukan kesiapan berbagai perangkat. Baik perangkat adminis+
tratif maupun perangkat sumber daya yang tersedia. P_erangkat ad-
ministratif berkait dengan sistem pelaksanaannya yang didukung oleh

undang-undang dan peraturan, sedangkan perangkat sumber daya -

berkait dengan ketersediaan sumber daya untuk dapat melaksanakan -
berbagai program yang telah ditetapkan.

Manajemen pendidikan berbasis sekolah, menjadikan sekolah
sebagai basis penyelenggaraan sekolah yang dimulai dari membuat
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perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Seluruh
komponen ini dilaksanakan melalui kerja tim, yang setiap komponen
dikerjakan oleh personil-personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan
tuntutan kinerja pencapaian tujuan program. Oleh karenanya, kerjasama
adalah kata kunci untuk mencapai tujuan. Penciptaan sinerji menjadi tidak
dapat dihindari antara satu sub-sistem dengan sub-sistem lainnya di setiap
persekolahan. Keberhasilan menciptakan sinerji akan mendukung
terciptanya kinerja sekolah yang sesuai dengan rencana menyeluruh.

Tatkala isu perubahan manajemen sekolah dijadikan sebagai
upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, manajemen pendidikan
berbasis sekolah di anggap sebagai formula baru vang akan
memberikan kesempatan kepada sekolah meningkatkan mutu
manajemennya. Hanya sekolah yang tahu “apa yang harus
dilakukannya”, “siapa yang mengerjakannya” dan “bagaimana cara
menegerjakannya”, yang dapat mencapai tujuan sekolah. Manajemen
pendidikan berbasis sekolah memiliki keunggulan jika dibandingkan
dengan manajemen konvensional vang selama ini diterapkan.

Manajemen konvensional yang dimaksud disini adalah manajemen
vang cenderung dilakukan berdasarkan pendekatan birokratis hirarkis
(jauh dari citra demokratis dan tidak berpihak kepada stakeholders),
yang segala sesuatu berkaitan dengan program dan aktivitas sekolah
ditentukan satuan atasan, sekolah hanya sebagai penyelenggara, Berbeda
jauh dengan pendekatan manajemen pendidikan berbasis sekolah yang
suasana pelaksanaannya lebih menitikberatkan kerja sama (menciptakan
sinerji di organisasi sekolah dan dengan stakeholders) melalui sistem

kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis dan bekerja berdasarkan
sistem.

Manajemen pendidikan berbasis sekolah merupakan manajemen
efektif dalam memberikan pencerahan bagi pencapaian tujuan
pendidikan. Persekolanan merupakan lembaga normatif yang bertugas
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memberikan pencerahan kepada masyarakat pengguna jasanya
Pencerahan itu tidak bersifat sepihak, tetapi dilakukan oleh kedua -
belah pihak sebagai produsen (pihak sekolah) Flan pfaﬁgguna (user),
Pencerahan itu akan berlangsung jika semua pihak dilibatkan secara.

menyeluruh dan proporsional. 4

Perubahan manajemen sekolah yang menerapkan manaiemen
pendidikan berbasis sekolah, adalah perubahan projc,es Ilnanajfamen
yang berlandaskan kepada kinerja sekolah yang mel.lputlf (1) kinerja
kurikulum dan program pengajaran, ‘(2) .kmer]a tenzga
kependidikan, (3) kinerja kesiswaan, (4) kmer]a'l keuangal? an
pembiayaan, (4) kinerja sarana dan prasarana pelrlclu:h.kanT (5) kinerja
hubungan sekolah dengan masyarakat, dan (6) kinerja layar'l-ar}.
khusus.

Seluruh kinerja manajemen sekolah itu h.:arus dilaksanaliian
dengan tidak mengabaikan prinsip—prinsip manajemen berdasarkarn
tujuan (management by objective), yaitu ha.ru.s tet.ap m?nlg(ac:’
kepada efektivitas, efisiensi, kualitas, produktivitas, inovasi, e1jj |
tim, memelihara kultur organisasi yang dapat mendu'k.ung _kmer]a,
dan menciptakan iklim kerja yang konchfsif’ ba.1g.1 t'erc1p;anyat-
pencapaian tujuan pendidikan. Prinsip-prinsip ini ‘Eldak apg}
diabaikan agar pencapaian tujuan berhasil secara optimal. J

Manajemen pendidikan berbasis sekolah v}/alaupun. masi L
dalam tahap anjuran, seharusnya dijadikan sebagai .aitet.“natlf utarg
dalam mencapai tujuan pendidikan. Anjuran yang dlber:kar.l ke?a..__ .
sekolah-sekolah tidaklah bersifat pasif tetapi harus dlk.Je;ia;‘
rangsangan yang memungkinkan setiap sekolefh menja 1ta -
manajemen pendidikan berbasis sekolah sebagai proses untuk

1

melaksanakan tugas-tugas kependidikan sekolah dalam merealisir
berbagai program.
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C. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Wujud
Responsif terhadap Tuntutan Global

Manajemen pendidikan berbasis sekolah yang diterapkan di In-
donesia bukanlah inisiatif dari masyarakat, tetapi merupakan inisiatif
pemerintah. Walau harus disadari bahwa inisiatif ini merupakan
respon dari tuntutan masyarakat dan juga tuntutan global yang tidak
dapat dihindari sebagai fenomena global. Tuntutan masyarakat dan
fenomena global ini telah menyadarkan pemerintah untuk secepatnya
melakukan inovasi baru dalam manajemen pendidikan secara
komprehensif. Persekolahan hanyalah sebagai tempat untuk
merespon secara memadai fenomena global itu. Jika fenomena itu
tidak direspon, diduga mutu sumber daya manusia Indonesia tetap
akan tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Fenomena global saat ini menuntut secara ketat agar
persekolahan menjadi instrumen pencerahan. Oleh karenanya,
kualitas proses dan produk pendidikan menjadi ukuran untuk
menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Dlam hal
ini, kualitas menurut Hitt, Ireland dan Hoskisson (2001:222) berarti

memenuhi atau melampaui harapan pelanggan terhadap barang dan
jasa yang ditawarkan perusahaan.

Lembaga pendidikan jika mengacu kepada fenomena global
dapat diartikan sebagai lembaga profit (perusahaan). Dikatakan
demikian karena memenuhi beberapa indikator berikut: (1) beroperasi
berdasarkan sistem, (2) memiliki pelanggan (stakeholders), (3)
berorientasi kepada pasar, (4) menggunakan ilmu pengetahuan dan
teknologi, (5) melakukan perubahan (baik manajemen, kurikulum,
sumber daya manusia, dan lainnya, (6) menciptakan sinerji, (7) terukur
kinerja dan produktivitasnya, dan (8) melakukan evaluasi, (9)
cenderung bersaing, dan lain sebagainya.
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Lembaga pendidikan pada saat ini merupakan lembaga ya
menawarkan jasa bahkan barang secara sekaligus. Jasa yan
ditawarkan oleh lembaga pendidikan kepada konsumennya ad :
(1) pendidikan, (2) pengajaran, (3) bimbingan, dan (4) pelatihi
Sedangkan barang yang ditawarkannya adalah produk-produk y_
dihasilkan lembaga pendidikan yang mempersiapkan segala kebutuli
masyarakat, seperti hasil penelitian yang dapat secara langsuli
dimanfaatkan masyarakat. Hasil penelitian itu seperti penemua
penemuan teknologi yang akan mempermudah masyarakat dalay:
hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, jasa dan barang adal“ il
menjadi produk dunia pendidikan.

menanggapi perubahan-perubahan di dalam lingkungan mere @
(Watson,1996:85). Sekolah sebagai organisasi dituntut untuk secar
terus menerus melakukan pembelajaran organisasi. Pembelajara
dalam organisasi merupakan urat nadi bahkan menjadi jantung ba
kehidupan organisasi. Organisasi yang tidak melakuka
pembelajaran, adalah organisasi yang tinggal menunggu waktu unt I
mati.

Untuk melakukan perubahan yang efektif, para manajer perli
menemukan suatu cara untuk mendapatkan ritme — tidak hanya untulé
menciptakan waktu untuk berpikir, namun waktu untuk berbag
jenis pemikiran yang berbeda dan diskusi bersama. Alat yang kami
sukai untuk hal ini adalah “roda pembelajaran” (Senge, dk"
2002:74). Beranjak dari pandangan seprti itu, globalisasi memang
menuntut adanya kepemimpinan yang dapat menemukan cara. Dalarm
bahasan vang lebih efektif dapat dikatakan sebagai strat :
melakukan pembelajaran dalam organisasi, sehingga organiSf
dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
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Pembelajaran organisasi merupakan salah atu fenomena global,
yang memaksa organisasi untuk dapat membuka tabir (disclosure)
kegelapan sehingga organisasi dapat melihat perubahan yang begitu
deras. Derasnya arus perubahan ini dalam konteks organisasi
pendidikan, memang memaksa organisasi melakukan perubahan
dengan melihat faktor internalnya (kekuatan dan kelemahan) serta
faktor eksternalnya (peluang dan tantangan). Tanpa dapat
mengidentifikasi kedua faktor tersebut (internal dan eksternal), maka
organisasi pendidikan tidak dapat menyesuaikan diri dengan
pelanggannya. Jika hal ini terjadi, maka persekolahan akan ditinggalkan
oleh pelanggannya.

D. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Tidak
Semata-mata Berorientasi Tindakan Administratif

Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan bukan sebuah tujuan
atau sasaran yang ingin dicapai secara administratif. Pencapaian tujuan
pendidikan harus dijadikan sebagai proses yang bersifat terus-menerus,
agar sustainibilitas program menjadi terjamin dan memungkinkan pro-
gram pendidikan persekolahan tersusun berdasarkan kebutuhan, baik
kebutuhan organisasi sekolah apalagi kebutuhan masyarakat sebagai
pengguna jasa pendidikan sekolah.

Merupakan sebuah keharusan bagi sekolah untuk dapat
melakukan interaksi dengan berbagai pihak. Interaksi ini sedapat
mungkin agar lebih menguntungkan sekolah dalam pencapaian
tujuannya. Menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat
memberikan bantuan ke sekolah, adalah upaya yang tidak boleh
terputus. Upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan Komite
Sekolah yang merupakan wadah masyarakat dalam memberikan
bantuan ke sekolah-sekolah.
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Jika mengacu kepada pelaksanaan manajemen pendidikan
berbasis sekolah yang dilaksanakan secara konsekuen, sekolah akan
memiliki keberhasilan dalam melaksanakan tugas kependidikan yang
berorientasikan kemasyarakatan. Tugas kependidikan di persekolahan
adalah melakukan proses pembelajaran, proses pembelajaran yang
berlangsung haruslah memuaskan masyarakat pengguna jasanya.
Sedangkan tugas kemasyarakatan sekolah adalah memberikan
pencerahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap
pendidikan yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan.

Perubahan yang dimaksud disini adalah perubahan ke arah yang
lebih baik, yaitu terciptanya masyarakat terpelajar yang menjadikan
proses pembelajaran sebagai alternatif merubah sikap, perila.ku, cara
berpikir dan cara bertindak. Oleh karena itu, perubahan yang dimaksud
adalah perubahan paradigma dalam memerankan dirinya sebagai
bagian dari komunitas dan masyarakatnya.

Penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah menjadi
penting dan sifatnya strategis untuk dilaksanakan. Pelaksanaannya
akan berimplikasi luas kepada produk pendidikan karena terciptanya
manjemen kerjasama (kerja tim), munculnya keasadaran masyarakat
untuk membantu sekolah, sadarnya sekolah untuk memberikan akses
yang luas kepada masyarakat, stakeholders pendidikan peduli dengan
sekolah, dunia usaha lebih agresif memperhatikan mutu lulusan
sekolah, dan lain sebagainya.

Terdapat berbagai tolok ukur dalam melihat keberhasilan manajemen
pendidikan berbasis sekolah, menurut Taruna (Nurkolis, 2003:145), tolok
ukur itu adalah: (1) berkurang sebanyak mungkin angka tinggal kelas
terutama di kelas rendah, (2) berkurang sebanyak mungkin angka putus
sekolah, (3) semakin berkembangnya otonomi kepala sekolah dan guru-
guru di sekolahnya sendiri, (4) semakin seringnya BP3 rapat memikirkeTn
peningkatan mutu partisipasi orang tua murid dan masyarakat, (5) semakin
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banyaknya dukungan (bukan pengawasan) oleh pihak aparat kecamatan
dan kabupaten kepada sekolah, (6) semakin terciptanya kegiatan belajar
mengajar yang aktif-menyenangkan di semua kelas di sepanjang hari.

Prediksi di atas bukan tidak berdasar sama sekali, prediksi itu telah
terbukti secara faktual karena memang telah dilakukan diberbagai negara.
Oleh karenanya, anjuran yang diberikan kepada sekolah untuk menerapkan
manjemen pendidikan berbasis sekolah, adalah anjuran vang bersifat
positif. Kebijakan MPBS masih sebatas anjuran dan uji coba sebagai

bagian dari sosialisasi sebelum diterapkan secara konsekuen dilingkungan
persekolahan.

E. Tahapan Strategis MPBS melalui Perilaku Politik
Pendidikan yang Efektif

Pengenalan dan tahapan strategis dianggap sebagai epistemologi
pemecahan masalah agar implementasi manajemen pendidikan
berbasis sekolah, berlangsung berdasarkan langkah-langkah vang
bersifat ilmiah agar masalah teridentifikasi dan diketahui akar
masalahnya. Penjelasan yang bersifat argumentatif sebagaimana
dikemukakan dalam buku ini, tidaklah bersifat common sense, tetapi
di dukung oleh rambu-rambu prosedur penelitian agar apa yang
dikemukakan dapat dipertanggung jawabkan secara utuh. Oleh
karenanya, apa yang dikemukakan dilihat sebagai sebuah kondisi
objektif dari akar masalah yang sedang dihadapi ketika perubahan
manajemen pendidikan memang menjadi sebuah keharusan.

Pengenalan dan tahapan yang ditawarkan sebagai langkah
strategis, dapat dilihat sebagaimana tertera pada skema berikut:
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KRISIS DAN ISU
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Pengenalan dan tahapan implementasi manajemen pendidikan
berbasis sekolah adalah perjalanan strategis yang bertujuan untuk
menemukan format baru yang akan meningkatkan efektivitas hakikat
pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Banyak liku-liku
vang akan dihadapi dalam menemukan hakikat pendidikan, namun
liku-liku itu harus diartikan sebagai bagian dari upaya menemukan
kebenaran.

Kebenaran yang akan dicapai itu melalui proses yang benar,
didasarkan atas tujuan yang benar dengan langkah-langkah yang juga
benar, akan berimplikais luas kepada dukungan berbagai pihak.
Pendidikan bukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh sekelompok
orang dengan hanya didukung oleh niat yang benar saja, tetapi ia
juga harus dikerjakan secara benar dengan orang-orang yang
memahami arti kebenaran.

Implementasi manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah
perubahan manajemen pendidikan yang benar. Oleh karenanya, ia
harus dikerjakan secara benar, oleh niat yang benar dan dengan
tahapan-tahapan yang juga harus benar. Manajemen pendidikan
berbasis sekolah, memerlukan semua perangkat yang membutuhkan
pendidikan untuk secara bersama-sama menciptakan sinerji. Tanpa
adanya penciptaan sinerji di semua pihak yang berkepentingan (stake-
holders) dengan pendidikan, mustahil rencana perubahan manajemen
pendidikan sebagai bagian dari perubahan paradigma pendidikan,
dapat direalisir.

Nasib sebuah bangsa dan peradaban di masa depan terlihat dari
bagaimana bangsa itu memperhatikan dan mengembangkan
pendidikan bagi generasi dan anak-anak bangsa. Sebuah bangsa dan
peradaban adalah produk pendidikan, kegagalan suatu bangsa dan
hancurnya sebuah peradaban adalah produk pendidikan. Karena itu,
pertanyaan besar dalam dinamika kebangsaan dan “Indonesia Baru”
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ialah bagaimana memerankan pendidikan sebagai wahana bagi suatu
generasi untuk belajar menyelesaikan masalah yang dihadapi dan
memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai personal sekaligus sebagai
generasi dari sebuah bangsa. Tak kalah penting, bagaimana
membangun mata-rantai generasi yang semakin maju dan beradab
yang sekaligus semakin arif (Mulkhan, 2002:159-160).

Harus diyakini bahwa perubahan paradigma pendidikan akan merubah
struktur nilai di masyarakat. Struktur nilai yang dimaksud disini, bahwa
masyarakat tidak lagi merupakan orang asing dipersekolahan, tetapi ia
bagian dari innerpersekolahan. Walaupun dalam hal-hal tertentu masyarakat
dianggap sebagai outsourcing persekolahan, tetapi masyarakat tidak dapat
lagi dipungkiri telah memiliki hak untuk memperoleh informasi secara
langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan persekolahan, melalui
wadah peduli masyarakat terhadap pendidikan persekolahan, yaitu Komite
Sekolah.

Perubahan paradigma pendidikan, menganjurkan agar sekolah
bukan lagi menjadi organisasi tertutup, tetapi ia adalah organisasi
yang terbuka sehingga pencapaian tujuan pendidikan tidak bersifat
eksklusif. Pendidikan, lembaga pendidikan dan pencapaian tujuan
pendidikan adalah tanggung jawab bersama semua pihak (stakehold-
ers pendidikan), oleh karenanya, pendidikan harus diselenggarakan
cengam prifsiprittsif]

Inklusifisme pendidikan, harus tercermin dari keterlibatan semua
masyarakat dalam wujud politik pendidikan pemerintah. Dengan
demikian, pendidikan tidak bisa diselenggarakan secara tertutup atau
bersifat eksklusif. Pendidikan yang tertutup atau yang bersifat eksklusif
mengakibatkan pendidikan tidak memahami tujuan dasar pendidikan.
Tujuan dasar pendidikan adalah untuk memberikan kesempatan kepada
peserta didik mengenali diri dan lingkungannya sehingga akar budaya
lingkungannya dapat melekat dalam dirinya dengan dilandasi oleh nilai
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dan norma yang berlaku, baik nilai dan norma vang di anut secara indi-
vidual, komunitas, masyarakat maupun bangsa. Dan ini semua akan
terselenggara dengan sebaik-baiknya jika politik pendidikan dapat
mengakomodir tujuan dasar pendidikan vang dianut tersebut.

Politik pendidikan dapat diartikan sebagai wujud berbagai kebijakan
pemerintah tentang pendidikan, baik dalam bentuk perundang-undangan,
peraturan, keputusan pemegang otoritas pendidikan dan pemerintahan,
yang secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi luas terhadap
peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan segala perangkat
yang mendukungnya, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pencapaian
tujuan nasional secara menyeluruh.

Pada masa-masa mendatang, ada beberapa fokus yang dpat
dikembangkan dalam kajian politik pendidikan, vaitu menyangkut studi
komparatif terhadap pengaruh negara, manajemen atau kontrol
terhadap pendidikan; sejarah peraturan perundang-undangan
pendidikan; studi banding atas negara-negara yang memiliki
pemerintahan kesatuan (unitary governmend, kontrol fiskal sentralistik
dan sentralisasi kurikulum; dampak proses hukum terhadap pendidikan;
hubungan antara kurikulum dan minta serta pelatihan guru dengan nilai-
nilai politik masyarakat (Sirozi,2005:151).

Walaupun harus disadari, bahwa politik pendidikan itu akan
menjelma dengan wujud yang efektif jika seluruh masyarakat
memberikan perhatian terhadap kebijakan pendidikan melalui keputusan
politik pendidikan. Politik pendidikan, akan semakin efektif jika arus
deras terhadap perubahan pendidikan tidak berhenti dari masyarakat.
Hal ini perlu dilakukan, mengingat pendidikan bukanlah sesuatu yang
sangat menarik untuk dibicarakan dalam konteks politik.

Orang akan lebih gagah dan merasa sangat gagah jika berbicara
tentang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, seni, pertahanan dan
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keamanan jika dibandingkan dengan membicarakan pendidikan. Hal
inilah yang mengakibatkan sektor pendidikan termarjinalkan dalam
berbagai kebijakan, apalagi sejak pendidikan didesentralisasikan. Sektor
pendidikan tetap tidak menjadi sektor yang gagah untuk dibicarakan
atau didiskusikan.

Ilmuan politikpun tidak begitu tertarik dengan pendidikan,
akibatnya, sektor pendidikan tetap tenggelam ketika ada isu baru di
sektor lain selain pendidikan. Hal inilah yang mengakibatkan sektor
pendidikan kerap dibaikan. Mengapa demikian? Easton (Sirozi,
2005:91) memberi dua alasan. Pertama, adanya peningkatan
spesialisasi disiplin keilmuan dan penelitian dalam ilmu-ilmu politik.
Para ilmuan politik cenderung berpandangan bahwa melaksanakan
studi-studi tentang peranan pendidikan adalah tugas para ilmuan
pendidikan, bukan tugas mereka. Kedua, karena hingga akhir tahun
1950-an para ilmuan politik terlalu banyak memerhatikan persoalan-
persoalan kekuasaan atau teori politik normatif. Adapun menurut
Harman (1974:14-15), tidak tertariknya para ilmuan politik pada
persoalan pendidikan disebabkan oleh empat hal. Perfama, karena
mereka terlalu banyak terlibat dengan studi tentang institusi-institusi
formal pemerintah dan politik nasional dan internasional. Kedua,
karena status profesional dan intelektual pendidikan yang rendah.
Ketiga, kurangnya perdebatan yang serius tentang kebijakan
pendidikan. Keempat, karena adanya kepercayaan di dalam
masyarakat bahwa pendidikan harus dikeluarkan dari politik.

Berbagai hal di atas sampai saat ini tetap menjadi batu sandungan
bagi dunia pendidikan. Dunia pendidikan tetap tidak bisa menyamakan
posisinya jika dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Tetapi, jika
terjadi sesuatu yang berkaitan dengan menurunnya mutu manusia,
dan lemahnya sumber daya manusia menghadapi persaingan di era
globalisasi ini, maka yang menjadi tertuduh adalah dunia pendidikan.
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Untuk mengatasi hal itu, diperlukan adanya kesadaran dari semua
pihak untuk mendorong pendidikan sebagai /eading sector dalam sistem
penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, perlu dorongan yang kuat
dengan arus yang deras, agar semua pihak menyadari bahwa pendidikan
adalah sektor strategis untuk menciptakan mutu di sektor-sektor lainnya
(hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, seni, pertahanan dan keamanan).
Hanya pendidikan melalui politik pendidikan yang bersifat inklusiflah yang
akan membuka peluang peningkatan mutu di berbagai sektor masyarakat
dan pemerintahan. Pendidikan adalah penyangga dan berperan sebagai
pilar san penyangga peningkatan mutu sektor-sektor lainnya.

F. Penutup

Setiap sekolah seharusnya membiasakan diri memiliki respon yang
memadai terhadap adanya perubahan dalam manajemen persekolahan.
Hal ini perlu dilakukan agar setiap sekolah dapat memberikan layanan
yang memuaskan terhadap masyarakat pengguna jasanya. Respon yang
diberikan sebaiknya diperoleh berdasarkan data dan fakta empirik sehingga
sekolah tidak mengalami kesulitan dalam menentukan atau mengambil
keputusan.

Stakeholders pendidikan saat ini telah memiliki akses yang cukup
ke persekolahan. Dengan adanya akses itu, seharusnya stakehoders
secara aktif bahkan pro-aktif memberikan bantuan ke sekolah agar setiap
sekolah dapat memenuhi kebutuhannya untuk pencapaian tujuan sekolah
secara efektif. Bantuan itu tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan
sekolah, dan kebutuhan itu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan
persekolahan, yaitu: (1) meningkatkan mutu manajemen, (2) efektivitas
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas, dan (3)
tercapainya perkembangan peserta didik baik secara ideografik maupun
nomotetik.
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Sebagai manajer dan adminsitrator organisasi persekolahan vang
memiliki otonomi dalam penyelenggaraan sekolah, seharusnyalah
kepala sekolah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan
kepala sekolah. Tujuannya, agar kepala sekolah yang terpilih atau
diangkat dapat menetapkan visi, misi, dan nilai-nilai sekolah untuk
dijadikan pedoman dalam memimpin persekolahan. Hal ini perlu
diciptakan untuk memperoleh kepala sekolah yang mampu memimpin
dengan memiliki visi global sesuai dengan tujuan pendidikan kekinian.

Komite Sekolah diharapkan dapat menempatkan dirinya sebagai
mitra sekolah, sehingga sekolah bisa lebih konsentrasi melakukan
proses pembelajaran, sedangkan Komite Sekolah mempersiapkan
segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sekolah. Oleh karenanya, setiap
sekolah melakukan interaksi dengan berbagai pihak, terutama dengan
dunia usaha, agar mereka dapat memberikan bantuan terhadap
kebutuhan sekolah.J
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FKIP UMSU Medan, selesai tahun 1998, dan menyelesaikan Strata
Dua (M.Pd) Program Studi Administrasi Pendidikan, Program
Pascasarjana UNIMED, tahun 2005.

1987-1995, guru SD swasta Darma, Medan. 1993-2004, guru
SD Negeri 106158 Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang. 2000
sampai dengan sekarang Dosen FKIP Universitas Muhammadyah
Sumatera Utara, dan sejak tahun 2000 sampai sekarang, Pengawas
Pendidikan Tk. SD/TK Dinas Pendidikan dan Pengajaran pada Cabang
Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kec. Labuhan Deli Kab. Deli
Serdang.

Aktif diberbagai organisasi, seperti: Ketua Ikatan Pemuda
Muhammadyah (IPM) Ranting SPG Muhammadyah I, Medan, 1986-
1989. Bendahara Umum Ikatan Pemuda Muhammadyah Kota iV[edan
1988-1990. Pengurus PGRI Kabupaten Deli Serdang, dan Humas,,

Ikatan Alumni FKIP Universitas Muhammdyah, 1999 sampai dengan
sekarang.
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IRWAN NASUTION, yang lahir di Medan tanggal 26 Februari 1955,
adalah putra K.H. Ahmad Nasution (alm), seorang ulama dan Perintis
Kemerdekaan Republik Indonesia dan jou almarhumah, Hj. Khadidjah.
Menamatkan Sekolah Dasar Negeri tahun 1967, PGAP Negeri tahun
1971, PGAA Negeri tahun 1973, S1 (Drs) Fakultas Tarbiyah IAIN
Sumatera Utara tahun 1983, masing-masing di kota Medan. Sedangkan
S2 (M.Sc) di Universitas Pertanian, Jurusan Pendidikan Lanjutan di Ma-

laysia tahun 1996.

Pengalaman kerja sangat panjang, dimulai sebagai guru pada SD
Negeri Sipispis tahun 1978-1979, pegawai pada Pengadilan Agama
Padangsidempuan tahun 1979-1981, Pegawai pada Pengadilan
Agama Binjai tahun 1984 — 1986, Pegawai pada Fak. Tarbiyah IAIN
Sumatera Utara tahun 1984 — 1986, Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN
SU Medan Tahun 1986 s.d sekarang, Ketua penyunting Jurnal
Tarbiyah pada Fak. Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Medan tahun
1998 - 2003, Ketua Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup
JAIN Sumatera Utara tahun 1998 s.d sekarang, Dewan Penasehat
Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPl) Kota
Medan, Dekan Fak. Tarbiyah JAIN Sumatera Utara Medan, periode

2003-2007.

Penelitian yang dilakukan antara lain: (1) Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Masyarakat dalam Mengikuti Pengajian (mandiri, tahun
15095, (2) Survey Nilai Hutan bagi Masyarakat Pinggiran Kawasan
Ekosistem Leuser (Ketua Tim, Tahun 2001), (3) Sosial Budaya
Masyarakat Toba terhadap Lanjut Usia (Ketua Tim, Tahun 2001 -
2002), (4) Implementasi MBS pada Madrasah Aliyah Muhammadiyah
Medan (mandiri, tahun 2003).

Menikah dengan Dra. Deliwati 12 April 1981dan dikaruniai
seorang putra bernama Erwin Zuhri Nasution (mahasiswa Program
Studi Statistik, Universi jadi
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